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ABSTRAK

Pembangunan daerah yang pada dasarnya diorientasikan pada pengembangan suatu wilayah tertentu,
dalam perkembangan terakhir ini semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak saja
sulit untuk diatasi sendiri, tetapi juga mengharuskan dilakukannya kerjasama dengan daerah-daerah
sekitar, di mana kepentingan-kepentingan mereka dapat diwujudkan tanpa mengorbankan pihak lain
(Pamudji, 1985). Bertolak dari pandangan ini dan juga dalam rangka mendayagunakan potensi yang
dimiliki untuk menyukseskan otonomi daerah dan menghadapi tantangan globalisasi, sudah seharus-
nya bagi Daerah untuk mendukung sepenuhnya adanya kerjasama daerah. Dukungan Daerah bagi
kerjasama diperlukan untuk lebih menciptakan kerjasama yang berkelanjutan dan dalam menghadapi
kendala dan hambatan yang ada secara bersama-sama.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar du-
kungan pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Banful, dan faktor-faktor
yang berpengaruh dalam mendukung kerjasama pengelolaan sarana-prasarana perkotaan di Aglo-
merasi Perkotaan Yogyakarta, khususnya air limbah dan persampahan, dalam Sekretariat Bersama
Kartamantul. Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan analisis
deskriptif kualitatif dengan teknik analisis tabulasi silang yang dilakukan terhadap hasil penyebaran
kuesioner kepada 71 instansi/lembaga yang ada di ketiga kabupaten/kota tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa di antara ketiga pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kota
Yogyakarta menempati tempat teratas di dalam mendukung program kerjasama yaitu sebesar 41,59%,
disusul Kabupaten Bantul yang menempati tempat kedua (33,95%), dan terakhir Kabupaten Sleman
yang menempati urutan ketiga (28,39%). Tetapi, jika besar dukungan itu diperbandingkan dengan
jumlsh pelanggan (wajib retribusi/WR) dan luas daersh pelayanan akan terlihat bahwa sebenarnya
Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan dukungan melebihi dari yang seharusnya ditanggung, se~
mentara Pemerintah Kota Yogyakarta hanya memberikan dukungan yang lebih rendah dari yang seha-
rusnya ditanggung,

Besar dukungan pemerintah daerah akan sangat tergantung kepada faktor-faktor yang mempenga-
ruhinya. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah sebagai sebuah institusi
dan faktor aparatur pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi pemerintah daerah, Faktor-faktor
yang mempengaruhi dukungan pemerintah daerah sebagai sebuah institusi terhadap kerjasama, dilihat
pada besar-kecilnya bentuk-bentuk dukungan yang diberikan dan bobot pengaruhnya terhadap ker-
jasama fersebut, yaitu peraturan, program dsm anggaran, jabatan fungsional, sumberdaya manusia,
koordinasi, dan sosialisasi (Hardjito, 1994). Sedang pada faktor aparatur pemerintah daerah akan dili-
hat pada persepsi aparatur pemerintah daerah. Persepsi menyangkut aspek pengetahuan sparat tentang
kerjasama, pemahaman aparat tentang kerjasama dan penilaian kesesuaian aspirasi aparat terhadap
kerjasama.

Rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian ini menyangkut harapan kepada masing-masing pemda
untuk membuat perda baru tentang air limbah dan persampahan, tambahan anggaran berdasarkan be-
ban tanggungan, alokasi jabatan fungsional serta tambahan personil untuk mengurangi ketergantungan
kepada pemerintah propinsi. Pengelolaan TPA Piyungan dan IPAL Sewon disarankan untuk perlu di-
tangani swasta-profesional. TPA Piyungan perlu dikembangkan untuk daunr wlang dan pengomposan
sampah serta peternakan (sapi). IPAL Sewon perlu dikembangkan sebagai laboratorium penelitian
serta pemeliharaan ikan dan wisata pemancingan. Untuk studi lanjut, diperlukan adanya studi ke-
layakan untuk obyek kerjasama sebelum dikeriasamakan, serta pentingnya memasukkan pertimbangan
lingkungan dan kriteria lain seperti jumlah penduduk dalam memperbandingkan besar dukwngan
dalam kerjasama.
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ABSTRACT

Recently, regional development with primary orientation of expanding specific area, has been
increasingly imposed on various problems difficult to solve individually; and hence joint-co-

 operation efforts with surrounding areas is still required to accomplish their interests with no

cost of other parties (Pamudji, 1985). Based on such a perception, local governments should
fully support regional joint-cooperation efforts in order to empower potentials available of
making local autonomy successful and face globalization challenges. Such supports are im-
portant to jointly create more sustainable joint-cooperation efforts and encounter impedi-
ments.

For this reason, the present research was aimed to identify to what extent the local govern-
ments of Yogyakarta municipality, Sleman and Bantul regencies, and other influencing fac-
tors supported joint-cooperation efforts in managing urban facilities and infrastructures
within the Urban Agglomeration of Yogyakarta, especially liquid wastes and garbage through
Sekretariat Bersama Kartamantul (Kartamantul Joined Secretary). To this end, the research
exploited descriptive-qualitative analysis using cross-tabulation analysis technique on results
of questionnaires distributed among 71 institutions within the three local governments.

Results indicated that among the three local governments, the Yogyakarta municipality held
the highest position (41.59%), followed by the Bantul regency at the second position
(33.95%,), and the Sleman regency at the third position (28.39%), in supporting cooperation
program. Compared to total consumers (retribution payers/WR) and total area of service,
however, the Bantul and Yogyakarta local governments provided higher and lower contribu-
tions, respectively, than should be.

To what extent the supports that the local governments provided mostly depended on some
influencing factors. Such factors related to local government supports as institutions and its
aparati as parts of local government institutions. The former were based on the numbers of
supports provided and its influencing levels on such cooperation, ie. rules, programs and
budgets, functional positions, human resources, coordination and socialization (Hardjito,
1994); while the latter were based on the perceptions that local government aparati per-

- ceived. Such perceptions involved three points, i.e. knowledge, understanding and assessment

of adjusted aspiration toward joint-cooperation efforts.

Proposed recommendations relate to expectation that local governments should individually
develop new local regulations on liquid wastes and garbage, additional budget based on bur-
den assigned, allocated functional positions, and greater number of personnel to diminish de-
pendency on provincial government. The TPA Piyungan and IPAL Sewon should be managed
by professional private institution. The TPA Piyungan should be developed as a plant for re-
cycling and composting garbage and as husbandry (cow). It is necessary to develop the IPAL
Sewon as a research laboratory and a place for raising fishes and a recreation place for
fishing. To further research, it is necessary to perform feasibility study on such objects before
such joint-cooperation efforts performed; also it is important to introduce some environ-
mental considerations and other criteria, such as total population to compare number of sup-
ports in joint-cooperation efforts.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah konsep kebudayaan yang menjadi wacana sentral
dalam disiplin ilmu-ilmu sosial saat ini. Kalau kita memabami globalisasi dari sudut pandang
yang sangat a historis maka seolah-olah globalisasi hanya merupakan isu sesaat yang segera
lenyap ditelan realita, seperti isu-isu sosial yang lain. Namun kenyataannya, pembicaraan
globalisasi telah terjadi kurang lebih dua dekade yang .lalu dan masih berlangsung hingga kini,
bahkan akan tetap menghangat dalam waktu beberapa dekade mendatang (Nugroho, 2001). |

Globalisasi adalah proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya kecenderungan
wilayah-wilayah di dunia, baik geografis maupun fisik, menjadi seragam dalam format sosial,
budaya, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan sosial proses global telah menciptakan
egalitarianisme, di bidang budaya memicu munculnya infernationalization of culture, di
bidang ekonomi menciptakan saling ketergantungan dalam proses produksi dan pemasaran,
dan di bidang politik menciptakan “liberalisasi”. Kalau sudut pandang kita arahkan pada fak-
tor kesejarahan, maka globalisasi yang saat ini sedang hangat-hangatnya didiskusikan bukan
semata-mata merupakan gejala kontemporer tetapi merupakan proses lounge durre. Proses
global tersebut telah memakan waktu berabad-abad lamanya seiring dengan perjalanan se-
jarah manusia (Wallerstein, 1980). Perbedaannya adalah bahwa globalisasi yang sedang ber-
langsung saat ini memiliki kecepatan, kekuatan dan cakupan yang luar biasa (Robertson,

1992),
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~ Hal-hal nyata yang terlihat dalam era global;dalah meningkatnya kerjasama eko-
nomi dalam bentuk integrasi ekonomi antar negara-negara di dunia, baik antarnegara maju,
berkembang, dan keduanya, yang dari sudut pandang lain dapat dikatakan sebagai upaya un-
tuk membangkitkan aspek regionalisasi (Khor, 2003). Globalisasi dengah demikian diwarnai
oleh ekspansi pasar yang dalam bentuk konkret menjelma dalam berbagai penyelenggaraan
pasar-pasar bersama regional seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area), NAFTA (North
America Free Trade Area), APEC (4sia Pacific Economic Cooperation), EEC (Europe Eco-
nomic Community), dan lain-lain. Ini merupakan ekspansi hubungan dagang serta formasi
wilayah pasar terpadu (the formation of integrated market areas) di benua-benua Asia, Eropa,
Amerika, Australia, dan lain-lain.

Wallerstein (1980) secara jitu telah mendemonstrasikan bagaimana ekspansi pasar
dan keberhasilan Modern World System menjadi potret dari sebuah fenomena yang disebut
globalisasi. Globalisasi memang merupakan sebuah fenomena, yang oleh Mike Featherstone
(Nugroho, 2001) diungkapkan sebagai paradox of culture, di mana globalisasi akan mewu-
judkan suatu situasi bahwa bangsa-bangsa di dunia menjadi satu dalam format “big village™.

Globalisasi yang ditandai oleh terjadinya revolusi teknologi informasi dan pengem-
bangan kapasitas komunikasi secara radikal, akan juga memberikan pemberdayaan individu
dan kelompok. Bersamaan dengan itu, penguasa (dalam pengertian tradisional) akan berperan
sebagai motor perubahan dari sebuah model tradisional pengelolaan pemerintahan negara,
menjadi sebuah model pengelolaan global. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyikapi
kondisi perekonomian yang semakin mengglobal, tatanan dunia yang baru akan ditandai
dengan keadaan di mana pemerintah akan berbagi kekuasaan dengan kekuatan bisnis, dengan
organisasi-organisasi internasional, maupun dengan organisasi-organisasi non pemerintah.

Lebih jauh, sebuah pemerintah negara juga akan membangun kerjasama dengan pemerin-




tahan negara-negara lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dengan meman-
faatkan keberadaan institusi-institusi internasional yang dianggap sesuai (Khor, 2003).
Mekanisme kerj aJGATT (the General Agreement on Tariff and Trade), yang saat ini
dikenal sebagai WTO (the World Trade Organization) mencerminkan kecenderungan seba-
gaimana dikemukakan di atas. Pada intinya, GATT adalah sebuah perjanjian kerjasama mul-
tilateral antara sejumlah negara untuk membangun integrasi ekonomi internasional melalui
pengurangan/penghapusan hambatan perdagangan tarif dan non-tarif. Prinsip utama yang
digunakan adalah “tanpa diskriminasi” dan “imbal-balik” (Kusumajati, 1999). Kerjasama
dalam WTO yang dimaksudkan pada awalnya ideal ini, dalam penerapannya memperlihatkan
proses kontradiktif. Di satu sisi, GATT bermaksud mempromosikan sebuah mekanisme
perdagangan yang lebih bebas, dan di sisi lain GATT juga menerapkan tindakan diskriminatif
melalui prinsip “imbal-balik”-nya yang cenderung lebih memihak pada anggota-anggotanya.
Kerjasama yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah, temyata di dalamnya ter-

kandung sejumlah persoalan pelik yang muncul karena perbedaan-perbedaan di antara negara-

negara yang terlibat. Misalnya, perbedaan kepemilikan sumberdaya alam, ukuran geografis -

negara, tingkat pembangunan ekonomi, latar belakang politik dan ekonomi, serta perbedaan
tingkat kepedulian dan kepentingan di antara negara-negara tersebut. Khor (2003) telah me-
metakan permasalahan-permasalahan dan ungkapan-ungkapan kekecewaan negara-negara se-
dang berkembang (NSB) dalam kerjasama GATT ini. Kekecewaan yang akhirnya memuncak
dengan kegaéalan Konferensi WTO di Seattle pada bulan Desember 1999, yang akibatnya
dirasakan hingga sekarang ini,

Sebagai salah saﬁl negara berkembang (NSB), dampak globalisasi ini juga telah
membawa Indonesia kepada perubahan yang cukup mendasar. Adanya tekanan globalisasi

telah memberikan implikasi keterbukaan akses informasi dan muaculnya persaingan bebas.




Menajamnya tingkat persaingan tersebut merupakan suatu konsekuensi dari terbentuknya ka-
wasan-kawasan per'dégangan bebas d1 dunia, yang ditujukan untuk memperkecil hambatan-
hambatan perdagangan dan investaéi antar negara anggota, namun bagi negara-negara non
anggota, pembentukan kawasan perdagangan bebas tersebut juga memiliki konsekuensi yang
memperbesar hambatan untuk masuk dan berkompetisi di dalamnya.

Bagi Indonesia, di samping adanya tekanan globalisasi, penerapan desentralisasi dan
otonomi daerah memberikan arah perubahan yang besar dan mendasar dalam pelaksanaan
- pemerintahan dan pembangunan di daerah, terutama di tingkat pemerintahan daerah kabu-
paten dan kota. Dalam konteks nasional, pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewe-
nangan yang lebih luas bagi pemerintah kabupaten dan kota. Wewenang ini memberikan pe-
luang kepada daerah unfuk lebih proaktif, kreatif dan inovatif dalam mengelola serta
mengembangkan potensi daerah untuk memenuhi kebutuhannya.

Yang menjadi masalah adalah berkembangnya persepsi yang keliru di sebagian
kalangan, bahwa dengan otonomi, Pemerintah Daerah dapat melakukan apa saja dan tidak ha-
rus lagi dikontrol atau diawasi, dibimbing dan dibina oleh pemerintah Propinsi dan Pusat se-
bagaimana pada masa-masa sebelumnya. Adanya ungkapan bahwa dengan otonomi daerah
akan menciptakan raja-raja kecil di Daerah membuktikan sinyalemen tersebut (Syaukani,
2002). Fenomena lain yang sejalan dengan sinyalemen ini adalah adanya kebijakan yang dila-
kukan Pemerintah Daerah sering tidak mempertimbangkan daerah-daerah lain di sekitarnya
yang berdekatan, sehingga kadang-kadang kebijakan yang diambil suatu daerah dapat
mengakibatkan adanya kerugian bagi daerah lainnya. Adanya egoisme daerah seperti ini
memberikan warna tersendiri bagi euphoria otonomi daerah saat ini.

Sesungguhnya seiring dengan tekanan globalisasi dan implikasi negatif yang timbul

dalam pelaksanaan otonomi daerah—sebagaimana yang kemudian menjadi fenomena dari




globalisasi yaitu adanya peningkatan kerjasama antarnegara untuk membangkitkan re-
gionalisasi, diperlukan juga antisipasi dengan menumbuhkembangkan proses regionalisasi.

Pengertian regionalisasi sendiri adalah proses terjadinya keterkaitan antar daerah otonom

'yang berada dalam keruangan ekologi wilayah (non-budidaya dan budidaya) ke dalam suatu

bentuk kerjasama dan koordinasi wilayah (region) kabupaten/kota. Jadi regionalisasi sesung-
guhnya merupakan proses pengelompokan region-region. Undang Undang Nomor 22 Tahun
1999 pasal 87 ayat 1 secara eksplisit telah menyatakan peluang ini, yaitu: “Beberapa daerah
dapat mengadakan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.”

Konsep regionalisasi yang merupakan wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran dan
kemauan daerah dalam mensinergikan berbagai potensi daerah secara bersama ini, telah dapat
diimplementasikan dalam kerjasama 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, yaitu antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten
Bantul, dalam sebuah wadah yang disebut Sekretariat Bersama “Kartamantul”. Sekretariat
Bersama ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang kerjasama pengelolaan
sarana dan prasarana perkotaan, antara pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan
Kabupaten Bantul, yang ditandatangani pada 18 Juni 2001 oleh ketiga pimpinan daerah.

Beberapa format kerjasama antar pemerintah daerah telah dilaksanakan di Indonesia,
baik yang berbentuk kerjasama individual, maupun kerjasama yang terkait dengan konteks
metropolitan (Setiawan, 2002). Selain Kartamantul, kerjasama prasarana dan sarana perkotaan
antar pemerintah daerah yang sudah berjalan adalah kerjasama antara Pemerintah DKI1 Jakarta
dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam pengelolaan TPA Sampah di Bantargebang,
kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam
pengelolaan terminal Bungurasih, dan kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan Pe-

merintah Kabupaten Malang dalam pengelolaan terminal Landungsari; merupakan contoh ka-




‘sus kerjasama individual. Sementara itu beberapa kasus kerjasama dalam konteks metropoli-
tan dapat disebut antara lain Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabotabek; BKSP Ger-
bangkertosusila, BKSP Kedungsepur, dan BKSP Minasamaupata.

Sekretariat Bersama “Kartamamtul” merupakan forum kerjasama pembangunan
wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten
Sleman dan Kabupaten Bantul, khususnya di dalam sistem pengelolaan. prasarana dan sarana
perkotaan yang meliputi 6 (enam) komponen yaitu air bersih, air limbah, persampahan,
drainase, jalan, dan transportasi. Beberapa masalah yang dapat berpotensi menjadi konflik di
wilayah APY, yang menjadi salah satu latar belakang terbentuknya sekretariat bersama, antara
lain adalah air bersih yang sebagian besar sumbernya diambil dari Kabupaten Sleman,
degradasi kualitas dan kuantitas air sungai dan air tanah Kabupaten Bantul akibat
kecerobohan pengelofaan lahan di daerah hulu (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman),
sampah dan air limbah yang selama ini dibuang ke Kabupaten Bantui, serta batas administrasi
yang bukan merupakan batas fisik, seperti sungai, jalan, dan batas buatan. Oleh karena itu
keberadaan sekretariat bersama dapat menjadi wahana untuk bernegosiasi secara intensif bagl
pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dalam menyele-
saikan masalah-masalah di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY).

Dari potensi konflik yang ada di atas, bila tidak dikelola dengan baik, dimungkinkan
akan menjadi peluang timbulnya silang sengketa antara ketiga daerah tersebut. Apalagi
dengan belum maksimainya dukungan dari pemerintah ketiga daerah dalam mempertahankan
keberadaan sekretariat bersama, maka tidak menutup kemungkinan Sekretariat Bersama
»Kartamantul” akan terancam gagal, sebagaimana gagalnya kerjasama ekonomi internasional

dalam Konferensi WTO di Seattle pada bulan Desember 1999 yang lalu.




1.2 Rumusan Masalah

Konflik yang potensial terjadi di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, temt:;tma yang
terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan, oleh Sckretariat Bersama, sebagai
wadah kerjasama pengelolaan sarana-prasarana perkotaan, harus diselesaikan dan harus dapat
diantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul ataupun yang diperkirakan akan timbul.
Sekretariat Bersama harus mampu menggali dan mencari kemungkinan-kemungkinan pemicu
konflik, menampung semua aspirasi yang muncul dan menemukan solusi yang tepat.

Dari beban tugas yang demikian besar itu, semestinya sekretariat bersama harus da-
pat solid dan benar-benar bisa diandalkan. Tetapi dalam kenyataannya, Sekretariat Bersama
dan kaitannya dengan kerjasama pengelolaan infrastruktur, khususnya pengelolaan air limbah
dan persampahan, masih mengalami beberapa permasalahan internal antara lain dalam
pelaksanaan kegiatan, pemerintah kabupaten/kota masih belum dapat mandiri dan masih
banyak tergantung dan mengandalkan dukungan dari pihak lain, seperti YUDP (Yogjzakartq
Urban Development Project), JICA (Japan International Cooperation Agency), GTZ
(Deutsche Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeif) dan Pemerintah Propinsi DIY,
terutama menyangkut masalah dana dan fasilitas pendukungnya, kemudian pemerintah
kabupaten/kota tidak menga]okésikan/mendeﬁnisikan secara jelas personil yang menangant
penuh masalah ini sehingga menyebabkan personil sering berganti-ganti yang berakibat pada
kurangnya personil yang dapat berkonsentrasi penuh dan bekerja maksimal, serta kurangnya
pengalaman dalam pengelolaan kerjasama prasarana kota dalam sekretariat bersama, karena
merupakan hal baru di Indonesia. Semestinya, melihat besarnya manfaat yang nanti dirasakan
dari adanya kerjasama daerah ini, ketiga pemerintah kabupaten/kota perlu mendukung secara

penuh keberadaannya.




Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat dirumuskan ke dalam satu perma-
salahan utama, yaitu: “Belum terlihatnya dukungan maksimal dari ketiga pemerintah kabu-
paten/kota dalam mendukung kerjasama pengelolaan infrastruktur dalam wadah Sekretariat
Bersama Kartamantul”. Sehingga studi ini nantinya diharapkan dapat menjawab pertanyaan
yang menjadi dasar penelitian, yaitu seberapa besar dukungan dari masing-masing peme-
rintah daerah terhadap kerjasama pengelolaan infrastruktur dalam sekretariat bersama dan
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Sebab kalau permasalahan ini tidak dapat
terungkap, maka kerjasama dalam Sekretariat Bersama Kartamantul yang sudah terbentuk ini
dapat tidak berkembang dan meningkat fungsinya, bahkan terancam keberadaannya, bila tidak

ada dukungan masing-masing daerah untuk saling bekerjasama.

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1 Tujuan Studi

Studi ini bertujuan untuk mengkaji besar dukungan pemerintah Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhinya,
serta keterkaitannya dalam mendukung kerjasama pengelolaan sarana-prasarana perkotaan di

Aglomerasi Perkotaan Yogyaka&a, khususnya air limbah dan persampahan.

1.3.2 Sasaran Studi

Berdasarkan tujuan studi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai

dalam studi ini adalah:
1. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan
kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan “Kartamantul”, khususnya air

limbah dan persampahan, meliputi 6 (enam) kriteria sebagai berikut:




a. Peraturan yang berlaku semisal Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati dan
e sebagainya, untuk menindaklanjuti kerjasama Kartamantul.

b. Kebijakan-kebijakan Kepala Daerah dalam bentuk anggaran bagi program kegiatan
untuk mencapai tujuan kerjasama yang telah ditetapkan.

¢. Adanya jabatan ﬁjngsional yang secara khusus dan profesional menangani masalah

1 pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan “Kartamantul™.

d.  Aspek sumberdaya manusia dilihat pada latar belakang Golongan/Ruang dan Masa
Kerja yang dimiliki personil yang menangani obyek kerjasama Kartamantul ini.

e. Sosialisasi tentang Kerjasama Kartamantul kepada aparat daerah, dalam bentuk
kuantitas dan jangkauan sosialisasi pada pemerintah daerah.

f  Koordinasi antar unit-unit kerja terkait dalam bentuk kuantitas dan intensitas
koordinasi untuk saling mendukung program daerah pada kerjasama Kartamantul.

2.  Melakukan analisis terhadap 6 (enam) kriteria di atas dengan memberikan penilaian

(scoring) pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk mengetahui besar
dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap kerjasama pengelolaan infrastruktur,
khususnya air limbah dan persampahan, dalam Sekretariat Bersama Kartamantul.

3. Menghitung bobot pengarih ke-enam kriteria di atas untuk menentukan faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap besarnya dukungan, dan menemukan keterkaitannya.

1.4 Ruang Lingkup Studi

1.4.1 Batasan Operasional
Berdasarkan judul penelitian yaitu “Kajian Dukungan Pemerintah Daerah terhadap

Kerjasama Pengelolaan Sarana Prasarapa”, maka akan diberikan batasan-batasan pengertian

menyangkut peristilahan yang terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut:
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Pemerintah Daerah. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Dacrah adalah
Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif
Daerah. Pada penelitian ini, Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Kota, dan bukan Pemerintah Propinsi. Secara lebih khusus,
Pemerintah Daerah di sini menunjuk pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Dukungan Pemerintah Daerah. Segala hal yang merupakan sumbangan atau kontribusi
positif dari Pemerintah Daerah dapat disebut sebagai Dukungan Pemerintah Daerah.
Dukungan ini berbentuk kontribusi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah. Dalam konteks penelitian, Dukungan Pemerintah Daerah menunjuk kepada
kontribusi sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah (meliputi dukungan peraturan,
program-program dan anggaran pembangunan, jabatan fungsional, sumberdaya manusia,
sosialisasi, dan koordinasi), dalam mendukung kerjasama yang sudah dijalin oleh
Pemerintah Daerah bersangkutan dan juga dalam mendukung lembaga yang terbentuk
dari kerjasama tersebut.

Kerjasama, Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih
yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan untuk mencapai suatu tujuan ber-
sama. Pada konteks ini, yang dimaksud dengan ‘pihak’ adalah Pemerintah Daerah,
Sarana lfrasarana. Prasarana (infrastructure) adalah sistem bangunan yang diperlukan
terlebih dahulu agar sistem transportasi, teknik penyehatan, pengairan, telekomunikasi
dan sebagainya dapat berfungsi; bangunan-bangunan yang diperlukan sebelum kegiatan
pokok masyarakat dan pemerintah dapat berjalan; serta bangunan-bangunan yang diper-
lukan untuk memberikan pelayanan atau jasanya bagi kebutuhan dasar penduduk (De-

partemen Pekerjaan Umum, 1997). Prasarana terdiri atas prasarana transportasi (jalan,
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jembatan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya), prasérana kesehatan (jaringan pipa air
bersih, jaringan drainase, jaringan pengumpulan dan pembuangan sampah) dan prasarana
energi dan komunikasi (jaringan kawat transmisi dan membagi, jaringan kawat telpon,
dan sebagainya). Sarana (sarana lingkungan) adalah fasilitas penunjang yang berfungsi
untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya (De-
partemen Pekerjaan Umum, 1997).

5. Pengelolaan Sarana Prasarana. Yang dimaksud dengan pengelolaan sarana prasarana
adalah berbagai upaya terpadu untuk memanfaatkan sarana prasarana sehingga dapat
saling mendukung dalam perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan agar
tercapai tujuan pembangunannya. Dalam konteks penelitian, pengelolaan sarana
prasarana lebih menunjuk kepada pengelolaan sarana prasarana yang menjadi obyek
kerjasama di antara ketiga Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabu-

paten Bantul, khususnya pengelolaan air limbah dan pengelolaan persampahan.

1.4.2 Ruang Lingkup Substansial

Kajian ini lebih ditekankan pada kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Yogyekarta,
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam mendukung kerjasama pengelolaan sarana
dan prasarana perkotaan (manajemen infrastruktur), khususnya persampahan dan air lim-
bah. Diangkatnya permasalahan air limbah dan persampahan ke dalam penelitian ini karena
kedua bidang ini sudah ada bentuk lembaga kerjasamanya yang jelas yaitu TPA Piyungan dan
IPAL Sewon. Begitu juga, persampahan dan air limbah ini merupakan bagian penting dari
pelayanan publik perkotaan pada sektor infrastruktur di wulayah ini, di mana sektor
infrastruktur ini merupakan salah satu bagian utama dari manajemen perkotaan. Pembahasan

kedua infrastruktur perkotaan tersebut akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada di
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-,

wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY). Kajian ini merupakan penilaian terhadap
kondisi yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak dibentuknya Sekretariat

Bersama Kartamantul pada tahun 2001.

1.4.3 Ruang Lingkup Spasial

Wilayah yang -dikaji dalam studi ini adalah wilayah Aglomerasi Perkotaan
Yogyakarta (APY) yang secara administratif terdiri dari seluruh wilayah Kota Yogyakarta (14
kecamatan), sebagian wilayah Kabupaten Sleman (9 kecamatan) dan sebagian wilayah Kabu-
paten Bantul (5 kecamatan), sebagai suatu satuan wilayah perkotaan dengan wilayah
geografis yang di dalamnya terliput seluruh kegiatan perkotaan yang saling berkaitan. Peta

wilayah kajian dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan 1.2.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kajian ini didasari adanya kenyataan bahwa kerjasama yang sudah dilembagakan
dalam Sekretariat Bersama oleh ketiga daerah tersebut menemui beberapa hambatan. Pertama,
kerjasama ini dinilai berjalan lambat dan baru pada tahap hal-hal tertentu saja, belum dapat
menjangkau semua sarana dan prasarana yang menjadi kesepakatan awal. Kerjasama ini yang
sudah ada surat perjanjian kerjasamanya baru pengelolaan persampahan, air limbah, air bersih
dan transportasi, sedang yang belum ada surat perjanjian kerjasamanya adalah drainase dan
jalan. Kerjasama yang sudsh berjalan dengan baik baru pengelolaan persampahan dan air lim-

bah, sedang yang lain belum berjalan (Sutrisno, 2003).
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Kedua, kendala dalam pelaksanaan kerjasama, semisal dampak dari operasionalisasi
TPA Piyungan yang menjadi tempat pembuangan akhir sampah bagi ketiga daerah tersebut
pernah menjadi faktor ancaman bagi keberlangsungan kerjasama tersebut. Adanya sentimen
masyarakat Bantul, khususnya mereka yang tinggal di dekat lokasi TPA, yang pernah muncul
ke permukaan, serta adanya keberatan-keberatan dan “ancaman” dari Pemerintah Kabupaten
Bantul yang sudah pernah disampaiican dalam sebuah position paper, dapat menjadi indikasi
adanya hambatan kerjasama ini. Juga adanya rencana Pemerintah Kabupaten Sleman mem-
bangun TPA di wilayah Gamping diperkirakan mengurangi pendapatan TPA Piyungan.

Ketiga, beium mandirinya ketiga pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung biaya
operasional Sekretariat Bersama dengan masih mengaﬁdalkan pada pihak lain, seperti YUDP,
JICA, dan GTZ, juga menjadi hambatan besar bagi pengembangan kerjasama ini. Menjadi
suatu pertanyaan, jika lembaga-lembaga donor ini sudah tidak ada lagi, apakah masih dapat
dipertahankan eksistensi kerjasama infrastruktur perkotaan dalam Sekretariat Bersama ini.

Hambatan-hambatan ini tidak perlu ada, jika melihat manfaat yang jauh lebih besar
diperoleh dengan adanya kerjasama ini. Dengan adanya keseimbangan, keselarasan dan ke-
serasian pengelolaan dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan pada ketiga daerah,
akan memberikan manfaat untuk mengatasi masalah-masalah air bersih, degradasi kualitas
dan kuantitas air sungai dan air tanah, sampah, air limbah dan transportasi, untuk sebesar-be-
sar kepentingan masyarakat. Dua kenyataan ini, yaitu adanya kesenjangan antara hambatan—
dan manfaat dari kerjasama ini menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian.

Sedang kerangka pemikirannya dapat dilihat pada Gambar 1.3. di bawah ini.
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dibuang ke Kab. Bantul, serta
batas administrasi yang bukan
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1.6 Metodologi Penelitian

Bertolak dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka penelitian ini termasuk
dalam jenis penelitian terapan (applied research, practical research), yakni penelitian atau
penyelidikan yang hati-hati dan sistematik terhadaﬁ suatu masalah dengan tujuan untuk
digunakan bagi keperluan tertentu (Nazir, 1988). Penelitian ini akan menganalisis kebijakan
pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Is-
timewa 'Yogyakarta dalam mendukung kerjasama pengelolaan sarana prasarana perkotaan
dalam Sekretariat Bersama yang telah dilakukan oleh ketiga pemerintah daerah tersebut. Di-
harapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai input dalam pelaksanaan kebijakan

yang sama di masa mendatang.

1.6.1 Pendekatan Studi

Kajian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan pene-
kanan pada pendekatan kualitatif sesuai dengan tujuan dan sasaran studi yang ingin dicapai.
Pendekatan kualitatif dilakukan karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan
yang tidak terungkap melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk
memahaminya. Penelitian kuaﬁtatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial yang
merupakan serangkaian kegiatan atau upaya menjaring informasi secara mendalam dari
fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan
pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris. Sedangkan
pendekatan kuantitatif yang dilakukan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mem-
formulasikan data-data kualitatif yang diperoleh yaitu berkaitan dengan dukungan pemerintah
daerah ketiga kabupaten/kota terhadap kerjasama pengelolaan infrastruktur kota serta enam

faktor yang mempengarvhinya yang meliputi: (i) adanya peraturan yang berlaku semisal
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Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati dan sebagainya, (i) adanya kebijakan-kebijakan
Kepala Daerah dalam bentuk anggaran untuk program-program kegiatan, (iii) adanya
personil/pegawai dengan jabatan fungsional khusus dan profesional menangani masalah
tersebut, (iv) adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dilihat pada latar belakang
golongan/ruang dan masa kerja yang dimiliki personil, (v) adanya sosialisasi kepada aparat
daerah, dalam bentuk kuantitas dan jangkauan sosialisasi pada instansi terkait, dan (vi) adanya
koordinasi antar unit-unit kerja terkait dalam bentuk kuantitas dan intensitas koordinasi pada
pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002), metode kualitatif merupakan
prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan suatu proses yang diamati. Pendekatan kualitatif ini diartikan juga seba-
pai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan
keadaan subyek/obyek penelitian (masyarakat, suatu proses dan lain-lain) pada saat sekarang
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan kualitatif ini me-
mungkinkan peneliti mendekati data primer dari sumbemya sehingga mampu mengembang-
kan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari data itu
sendiri. Sedangkan Miles (1992) menyatakan bahwa data kualitatif merupakan sumber dari
deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses
yang terjadi dalam lingkup sektoral.

Selaiﬁ itn, pendekatan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah
penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Data
diambil dari populasi tersebut, sehingga dapat ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi
dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis. Selain itu, penelitian ini juga me-

rupakan penelitian ex-post factor kausal yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti
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peristiwa yang terjadi kemudian merunut ke belakang melalui data untuk menemukan faktor
yang mendahutui atau menentukan kemungkinan sebab atas peristiwa yang diteliti. Kedua
jenis penelitian tersebut mendasari penelitian yang dilakukan karena studi ini bertujuan untuk

mengetahui dukungan pemerintah daerah terhadap kerjasama yang telah dilakukannya dan

| kemudian merunut alasan-alasan yang mempengaruhi dukungan tersebut. Alasan-alasan ini

menyangkut enam kriteria yang mempengaruhi sebagaimana disebutkan di depan. Penelitian
ini juga dilakukan pada suatu populasi yaitu instansi-instansi di lingkungan pemerintah daerah
ketiga kabupaten/kota untuk mengetahui besar dukungan terhadap kerjasama tersebut.

Penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah pada evaluasi kebijakan. Evaluasi
kebijakan adalah pembuatan informasi mengenai nilai atau harga suatu kebijakan (Dunn,
2000). Pada hakikatnya, evaluasi kebijakan merupakan aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan
oleh para pengambil kebijakan dalam tubuh birokrasi pemerintahan maupun organisasi
politik. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat meningkatkan keefektifan program-
program mereka sehingga dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap kebijaksanaan pe-
merintah. Dunn (2000) memandang bahwa evaluasi dapat dilakukan sebelum (ex-ante) dan
sesudah kebijakan dilaksanakan (ex-post).

Terdapat 2 jenis penelitian dalam evaluasi, yaitu evaluasi formatif yaitu menekankan
pada proses dan evaluasi sumatif yang menekankan pada produk (Kiddper, 1981). Evaluasi
formatif bertujuan mendapatkan feedback (umpan balik) dari suatu aktivitas dalam proses,
sehingga dapat dipergunakan meningkatkan keefektifan program/produk. Evaluasi sumatif
menekankan pada keefektifan pencapaian program berupa produk tertentu (Weiss, 1972).

Evaluasi dipergunakan untuk mengukur dan menilai hasil dari penerapan kebijak-
sanaan/program-program. Dunn (2000) menyatakan bahwa fungsi-fungsi utama evaluasi di-

bagi dalam 3 kategori, yaitu:
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1. Menyediakan dan memberikan informasi yang terpercaya mengenai kinerja kebijakan.
2. Memberikan kontribusi pada penjelasan dan kritik terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar
penentuan tujuan dan sasaran yang objektif.

3. Memberikan kontribusi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan.

Berkaitan dengan hal di atas, Ripley (1985) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan
bertujuan untuk mengetahui 4 aspek antara lain:
1. Proses pembuatan kebijakan. 3. Konsekuensi kebijakan.

2. Proses implementasi. 4, Keefektifan kebijakan.

Suatu kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu,
evaluasi kebijakan pada dasarnya harus dapat menj eiaskan seberapa jauh kebijakan dan im-
plementasinya telah dapat mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan (Bryant dan White,
1987). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini merupakan evaluasi sesudah ke-
bijakan dilaksanakan (ex-pos?) yaitu sesudah kebijakan pembentukan Sekretariat Bersama di-
putuskan melalui SK Bersama No. 04/Perj/BT/2001, No. 38/Kep. KDH/2001, dan No. 03 Ta-
hun 2001 oleh Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta. Selain itu, penelitian
ini juga merupakan evatuasi formatif karena bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari
pelaksanaan kebijakan bupati/walikota, sehingga umpan balik tersebut daﬁat digunakan untuk
meningkatkan keefektifan kgljasama pada ketiga kabupaten/kota tersebut pada masa yang

akan datang.

1.6.2 Metoda Pelaksanaan Studi

1.6.2.1 Kebutuhan Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang ber-

hubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan meru-
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pakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis data yang dibutuhkaﬁ dalam

penelitian ini adatah:

o Data Primer
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau
perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan
oleh peneliti (Sugiarto, etal., 2001). Metode yang dipakai untuk mengumpultkan data
primer melalui survey (field research) yang ditakukan dengan penyebaran kuesioner, yaitu
pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan tertulis kepada responden.

o Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang relevan dengan topik yang
akan diteliti. Pengertian lain bahwa data sekunder merupakan data primer yang diperoleh
oleh pihak fain atau data primer yang telah dioleh lebih lanjut dan disajikan baik oleh
pengumput data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk
tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti untuk
memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lan-
jut (Sugiarto, et.al, 2001). Dalam hal ini data sekunder diperoleh misalnya dengan

menyalin atau mengutip data datam bentuk yang sudah jadi.

Data sekunder berupa dokumen rencana usulan program dan proyek dan data pendu-
kung lainnya diperoleh dari Bappeda sebagai koordinator pengumpulan usulan proyek di
daerah. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada instansi-instansi yang
terkait langsung dengan kerjasama tersebut dan responden yang berasal dari aparat
pemerintah daerah dari instansi terkait untuk mengidentifikasi keberhasilan sosialisasi dalam
bentuk pengetahuan dan pemahaman personil/pegawai tentang Sekretariat Bersama. Data

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel L.1.
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TABEL L1
DATA YANG DIGUNAKAN
No. Jenis Data Sumber Keterangan
1. | Peraturan-peraturan yang berkaitan: Bagian Hukum
O Peraturan Daerah (Perda)
Q@ SK Bupati
O Peraturan-peraturan lain
2. | Daftar program/proyek pembangunan | Bappeda 3 tahun
untuk usulan APBD : Tahun 2001-20603
3. | Daftar Usulan program/proyek pem- | Bappeda, Bagian Penyu- | 3 talun
bangunan dari instansi sunan Program, Bagian | Tahun 2001-2003
Keuangan, Dinas Peker-
jaan Umum
4. | Data pegawai yang ditugaskan dalam | Bagian  Kepegawaian,
rangka kerjasama daerah Kartamantul | Bappeda, Bagian Penyu-
sunan Program, Bagian
Keuangan, Dinas Peker-
jaan Umum
5. | Data Program Kerja Tahunan Sekre- | Kantor Sekretariat Ber- | 3 tahun
tariaf Bersama Kartamantul sama Tahun 2001-2003
6. | Besar dukungan, meliputi: O Instansi ketiga pemda | Penyebaran kue-
Q Jumlah peraturan, a Kecamatan di APY sioner
@ Jumlah program dan anggaran, 0 Instansi Propinsi
O Jumish jabatan fungsional, 0 DPRD ketiga daerah
0 Jumlah personil (SDM), 0 LSM
0 Intensitas sosialisasi, Q Perguruan Tinggi
0 Intensitas koordinasi 0 Lembaga Donor
7. | Faktor-faktor yang mempengaruhi be- | O Instansi ketiga pemda | Penyebaran kue-
sar/kecilnya: O Kecamatan di APY sioner
1 Jumlah peraturan, O Instansi Propinsi
g Jumlah program dan anggaran, O DPRD ketiga daerah
& Jumlah jabatan fungsional, o LSM
0O Jumlah personil (SDM), Q Perguruan Tinggi
O Intensitas sosialisasi, Q Lembaga Donor
O Intensitas koordinasi

Sumber; Hasil Analisis, 2004

1.6.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dengan cara pengumpulan data
sekunder dan kajian literatur untuk keperluan data sekunder, serta pengumpulan data primer

untuk keperluan data primer. Teknik untuk mendapatkan data sekunder adalah dengan cara
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mempelajari dan mencatat dokumen usulan program, peraturan yang ada dan sebagainya,
yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti untuk bahan menganalisa permasalahan.
Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah dengan penyebaran
kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari responden mengenai hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1998). Kuesioner
digunakan untuk mengetahui Besar dukungan bagi kerjasama daerah dalam Sekretariat Ber-
sama melalui pertanyaan ada/tidaknya enam kriteria pada pemerintah kabupaten/kota beserta
alasannya, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak adanya enam krite-
ria dukungan pada kabupaten/kota, beserta masing-masing alasannya. Selanjutnya, 1tA)erdasar-
kan klasifikasi jenis kuesioner, jika dilihat dari cara menjawabnya, maka kuesioner yang
digunakan merupakan kuesioner tertutup sekaligus juga kuesioner terbuka karena selain telah

disediakan jawabannya, responden juga diberikan keleluasaan untuk memberikan jawaban

lain yang dianggap sesuai dengan kondisi yang ada.

Kuesioner ini disebarkan kepada instansi yang terkait dengan kerjasama daerah
Kartamantul yang berada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul se-
bagai populasi dari studi ini. Agar tujuan studi dapat tercapai, maka dalam pengisian kue-
sioner ini, responden adalah orang yang mengetahui secara tepat permasalahan yang terkait
dengan tema kajian. Responden merupakan pimpinan tertinggi dari suatu instansi yang kredi-
bilitasnya dapat dipertanggungjawabkan atau responden yang ditunjuk oleh pimpinan instansi
karena memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam studi
ini. Kriteria minimal dari responden adalah responden pernah satu kali terlibat dalam forum
yang berkaitan dengan kerjasama pengelolaan sarana prasarana dalam Sekretariat Bersama.

Banyaknya responden disesuaikan dengan jumlah instansi yang ada di ketiga kabupaten/kota
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yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Sekretariat Bersama, yaitu

sebanyak 71 responden sebagaimana terlihat pada tabel 1.2.

" TABEL L2
SEBARAN JUMLAH KUESIONER

Jumlah Kue-

Nama Instansi .
sioner

I | Instansi pemerintah kabupateén’kota yang terkait dengan Sekretariat
Bersama

Bappeda Kabupaten/Kota

Bappedal/Kantor Lingkungan Hidup
Bagian Program (atau yang senama)

ok

Bagian Pemerintahan

Bagian Keuangan
Bagian Hukum
Bagian Kepegawaian

Bagian Organisasi

Dinas PU/Kimpraswil (atau yang senama)

Jumlah I

T | Instansi pemerintah propinsi yang terkait dengan Sekretariat Bersama

1 | Bappeda Propinsi

2 | Bappedalda

3 | Dinas Kimpraswil

Jumlah Il

M. | Kecamatan yang masuk wilayah APY

1 | Kecamatan di Kota Yogyakarta 14

2 | Kecamatan di Kabupaten Sleman 9

3 | Kecamatan di Kabupaten Bantul 5

Jumlah III 28

IV. | Lembaga yang terkait tidak langsung dengan Sekretariat Bersama

Ketua DPRD Kabupaten/Kota 3

Ketua Komisi D (Pembanguman) DPRD Kabupaten/Kota 3

LSM (Walhi, Dian Desa) . 2
2
2

wimljenjwnijslwin
Bl wwiw W W W iw

[
o0

[PV I T

Perguruan Tinggi (MPKD-UGM, STTL)
Lembaga Donor (YUDP, GTZ)

Jumlah IV 12
Jumiah L, IT, 1Y dan IV 71

Sumber: Hasil Analisis, 2004

h | [ jr
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1.6.2.3 Kerangka Analisis
Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka kerangka analisis yang akan
digunakan adalah sebagai berikut:
1. Analisis besar dukungan pemerintah ketiga kabupaten/kota terhadap kerjasama dacrah
dalam Sekretariat Bersama dengan melakukan kajian mengenai:‘
a. peraturan yang berlaku semisal Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati dan seba-
gainya,
b. anggaran untuk pelaksanaan program-program dan kegiatan kefjasama,
c. jabatan fungsional (khusus) yang menangani,
d. sumberdaya manusia yang berkualitas dilihat pada latar belakang golongan ruang
dan masa kerja yang dimiliki personil,
e. sosialisasi kepada aparat dacrah, dalam bentuk kuantitas dan jangkauan sosialisasi
instansi terkait,
f  koordinasi antar unit-unit kerja terkait dalam bentuk kuantitas dan intensitasnya.
2. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan besar dukungan pemerintah kabupaten/kota,

dengan cara menilai dengan memberikan bobot pengaruh pada ke-enam kriteria di atas.

Untuk memberikan penjelasan, lebih lanjut kerangka analisisnya dapat dilihat pada

Gambar 1.4 di bawah.

[T -PUSTAY-MDTF]
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MASUKAN , PROSES ~~ |  KELUARAN
] |
: { i
Perda, SK Bupati, : :
dan peraturen lain | | i i
1 1
Rencana Program & | | ! :
- Anggaran Daerah i i
[25) ¢ !
% Rencana Program L Perbandingandi | |
1 |
= SOT Instansi  { | | v E
< Terkait i Analisa i Kebijakan Pemda
b= ! .. — ]
< Data Kepegavwaian : Deskriptif "E'"" mendukung Sekber
B 11 V) Personil Terkait [~ | i
i i
1 1
Program Kerja : :
SEKBER ; ;
i i
.................................. L |
| I
Identitas a Pengelompokan :
Responden — | jawaban terbuka | |
it | @ Distribusi !
; frekuensi :
:da!tldaknya. .9 O Tabulasi silang :
O Peraturan !
P 0 Program/Anggaran : l : ;
O Jabatan Fungsional i Besar dukungan
% O SDM Berkualitas Analisis Deskriptif | ! Kerjasama Penge- ||
[ O Sosialisasi ! -—H . re
|| D R, ! ™ iolaan Air Limbsh &
i ! Persampahan
E . i | Anatisis Deskriptif | |
Alasan Adaftidaknya: | - : T EI ®! Faktor-faktor yang
Q Peraturan ! ! mempengaruhi
a Program!Angg_amn i ] Pengelompokan i dukungan
D Jabatan Fungsional i jawaban terbuka | ! \ J
el e
2 Koordinasi i frekuensi i Kerjasama Pengelofaan
! | 0 Tebulasisilang | } | Air Limbsh & Sampah
i i ! :
1 |
- i i Kesimpulan &
Temuan Studi : ®  Rekomendasi
i i
[ i

GAMBAR 1.4

ALUR PIKIR PROSES ANALISA DATA
Sumber: Hasil Analisis, 2004
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1.6.2.4 Teknik Analisis

* Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1995). Analisis yang akan dipergunakan
dalam kajian ini adalah analisis deskriptif terhadap data kualitatif dan didukung oleh analisis
kuantitatif yang berkaitan dengan kinerja sekretariat bersama.

Pengukuran besar dukungan masing-masing pemerintah daerah terhadap kerjasama
daerah menggunakan dua kriteria penilaian, yaitu penilaian “ada/tidak ada” dan jika ada,
maka berlanjut pada penilaian “memenuhi/tidak memenuhi”, Kriteria tersebut selengkapnya
dilihat pada tabel L3 di bawah..Pada penentuan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
dukungan kerjasama daerah, menggtmakan data primer (kuesioner) dengan tetap mengacu
pada keenam kriteria dukungan tersebut. Hal ini dilakukan karena responden dipandang dapat
mengetahui faktor-faktor mana saja di antara enam kriteria itu yang benar-benar berpengaruh,
berdasarkan pengalaman responden selama ini terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan.

Kemudian data yang telah diperoleh melalui kuesioner mengenai besar dukungan
pemerintah kabupaten/kota terhadap kerjasama pengelolaan sarana prasarana dalam
sekretariat bersama diolah dengan menggunakan teknik énalisa deskriptif. Pengertian
deskriptif tidak hanya sekedar menemukan data atau fakta dan kemudian menyajikannya
dalam bentuk mentah, kemudian penafsirannya diserahkan kepada pembaca yang berminat,
melainkan juga melakukan analisis serta menyajikan data dan fakta yang sudah terolah
beserta pepafsirannya. Lebih lanjut, teknik ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara:
o Mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul,

o Menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada,
o Menggambarkan proses yang sedang berlangsung,

o Menggambarkan kecenderungan atau pendapat yang sedang berkembang.
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TABEL L3
KRITERIA DAN KUALIFIKASI PENILAIAN

No. Kriteria Kualifikasi Keterangan
' Perancangan 25%
: Ada Pembahasan 25%
1. | Peraturan Penetapan 25%
: Pengundangan 25%
Tidak Ada
| Prosentase Kontribusi =
Kontribusi
2. | Program dan Anggaran Ada | 2OTTOUS « 100%
Anggaran
Tidak Ada
Ada Jumlah Jabatan 50%
3. { Jabatan Fungsional Jumlah Personil 50%
Tidak Ada
Jumiah Personil
ji /R <
4. | Sumber Daya Manusia Ada | Gaji Golongan/Ruang | 100%

Pokok | MasaKerja

Tidak Ada
. Sering 50%
g Lt [Kadangkadang | 25%
5. | Sosialisasi Jangkauan Luas 50%
Sempit 25%
| Tidak Ada
. Rutin 50%
| o g L [TidakRufin__| 25%
1 6. | Koordinasi Kuantitas Sering 50%
: Kadang-kadang | 25%
Tidak Ada

Sumber: Hasil Analisis, 2004.

Berdasarkan hasil tersebut akan dapat dilakukan penafsiran terhadap data dan akan
diperoleh kesimpulan dari fenomena yang sedang berlangsung. Deskripsi ini dilakukan sete-
lah terlebih dahulu dilakukan pengelompokan jawaban-jawaban yang diperoleh dari respon-

den terutama mengenai alasan-alasan responden yang berkaitan dengan ada/tidaknya enam

kriteria dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap kerjasama Kartamantul.
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Apabila data telah terkumpul, maka dilakukan klasifikasi data menjadi 2 kelompok

yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang dihasilkan kemudian diolah melalui proses

pengecekan, pemberian tanda, simbol, kode bagi tiap-tiap data sesuai dengan pengelom-
pokannya dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta pengelompokkan data
dengan cara yang teliti. dan terafur, kemudian dihitung dan dijumlahkan berapa banyak
peristiwa, gejala, item dan lain-lain yang termasuk dalam satu kategori. Data kualitatif yang
diperoleh dari kuesionef melalui jéwaban-jawaban terbuka terutama yang berkaitan dengan
alasan ada/tidaknya enam kriteria dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap kerjasama

Kartamantul, kemudian dilakukan pengelompokkan jawaban untuk diberi kode sebelum

diproses lebih lanjut untuk diketahui distribusi frekuensinya.

Data yang bersifat kualitatif, &éambarkan hasilnya dengan kata-kata atau kalimat,
dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data yang ber-
sifat kuantitatif, diproses dengan beberapa cara antara lain (Arikunto, 1998):

1. Dijumlabkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase.
Kadang-kadang pencarian persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang
dipersentasekan dan disajikan dalam bentuk persentase. Tetapi kadang-kadang persentase
tersebut ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Sebaliknya data kualitatif
yang ada seringkali dikuantifikasikan sekedar untuk mempermudah penggabungan dua
atau lebih data variabel, kemudian setelah terdapat hasil akhir lalu d1kuahﬁkas1kan kem-
bali. Teknik ini sering disebut dengan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase.

2. Dijumlahkan, diidasiﬁkasikan schingga merupakan suatu susunan urut data, untuk
selanjutnya dibuat tabel, baik yang hanya berhenti sampai tabel saja maupun yang
diproses lebih lanjut menjadi perhitungan pengambilan kesimpulan ataupun untuk ke-

pentingan visualisasi data.
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Visualisasi data sangat mempermudah peneliti atau orang lain untuk memahami hasil
penelitia:n. Cara visualisasi ini antara lain dapat berupa grafik, diagram batang, diagram

kue dan lain-lain.

Analisis terhadap data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner yang merupakan

jawaban terbuka, dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu (Miles,

1992):

1.

Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyeder-
hanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan ter-
tulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data
dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara,
yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolong-
kannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. Data yang diperoleh dari kue-
sioner melalui jawaban-jawaban terbuka maupun hasil wawancara mengenai alasan-
alasan yang mendukung tidak adanya enam kriteria dukungan pemerintah kabupaten/kota
terhadap kerjasama Kartamantul, kemudian dikelompokkan jawabannya dan diberi kode
untuk selanjutnya diproses agar diketahui frekuensinya.

Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemung-
kinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling
sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif.

Tetapi sekarang, penyajian data dapat berupa tabel, matriks, grafik, jaringan dan bagan.
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Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk
yang padu dan mudah diraih, dengan demikian dapat dilihat fenomena apa yang sedang
terjadi. Pada studi ini, penyajian data lebih banyak menggunakan tabel-tabel, baik untuk
menunjukkan distribusi frekuensi maupun keterkaitan antara klasifikasi instansi dengan
ada/tidaknya enam kriteria dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap kerjasama
Kartamantul dan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak adanya enam kriteria
dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap kerjasama Kartamantul. Selain itu, tabel
yang disajikan merupakan keterkaitan antara dukungan pemerintah kabupaten/kota ter-
hadap kerjasama Kartamantul dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, mulai dilakukan pencarian arti informasi, mencatat
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab
akibat dan proposisi. Melalui kegiatan penelitian, kesimpulan yang mula-mula belumn je-
las kemudian menjadi tebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir mung-
kin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kum-
pulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian

ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan/verifikasi merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan
sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang séjajar. Dengan perkataan lain, ketiga jenis
kegiatan tersebut dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif.
Pengkodean data, misalnya (reduksi data), menjurus ke arah gagasan-gagasan baru guna di-
masukkan ke dalam suatu matriks (penyajian data). Begitu matriks terisi, kesimpulan awal

dapat ditarik.
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Dalam analisis kuantitatif akan digunakan analisis tabulasi silang terhadap data
(pilihan jawaban) yang diperoleh dari kuesioner. Tabulasi silang merupakan teknik analisis
yang menggunakan data kategori atau data berkelas yang selanjutnya diolah untuk mengeta-
hui adanya karakteristik korelasi atau hubungan satu variabel dengan variabel lain (Dilion,
1984). Lebih lanjut Singarimbun (1995) menyebutkan bahwa analisis tabulasi silang adalah
teknik analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk
menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam pengolahan data kuantitatif melalui tabulasi si-
lang ini akan digunakan komputer dengan perangkat lunak Statistical Product and Service
Solutions (SPSS). Tabulasi silang yang dilakukan adalah antara klasifikasi asal responden
yang terkait dengan kerjasama Kartamantul dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota
terhadap kerjasama Kartamantul dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu enam kriteria

dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap kerjasama Kartamantul.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambar#n, di bawah ini akan diuraikan tentang sistematika
penulisan yang digunakan, sebagai berikut:
Babl PENDAHULUAN
.Pada bab ini berisi latar belakang berupa informasi tentang pentingnya kerjasama
antar daerah dalam rangka globalisasi dan otonomi, berikut pentingnya mengapa
penelitian ini harus dilakukan. Dari latar belakang tersebut, kemudian dirumuskan
masalahnya dalam bentuk reseach question yang singkat dan jelas. Kemudian bertu-
rut-turut dibahas pula tentang tujuan dan sasaran penelitian; ruang lingkup penelitian,

meliputi ruang lingkup substansial (materi) dan ruang lingkup spasial (wilayah);




Bab II

Bab II1

Bab IV

Bab V
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kerangka pemikiran berupa bagan alir pemikiran secara skematis; metodologi
penelitian; serta sistematika penulisannya.

KAJIAN ASPEK-ASPEK INTERAKSI DALAM KERJASAMA DAERAH

Bab ini berisi kajian teori yang akan membahas secara mendalam studi-studi yang
pernah dilakukan serta teori-teori yang mendasari bagi kerjasama daerah dan
manajemen perkotaan, khususnya manajemen infrastruktur persémpahan dan air
limbah, dengaﬁ menelusuri kepustakaan-kepustakaan yang sudah ada secara
sistematis dan komprehensif.

KERJASAMA PENGELOLAAN SARANA PRASARANA DALAM
SEKRETARIAT BERSAMA KARTAMANTUL

Bab ini akan berisi segala data dan informasi yang menjelaskan segala sesuatu ten-
tang wilayah studi, meliputi wilayah yang tergabung dalam kerjasama Kartamantul;
yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah dimuncuikan di atas.

ANALISIS DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP

KERJASAMA KARTAMANTUL

Bab ini merupakan analisis terhadap dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap
kerjasama Kartamantul dan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya
dukungan tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan dan

rekomendasi yang diusulkan berdasarkan kesimpulan tersebut.




BABII
KAJIAN ASPEK-ASPEK INTERAKSI
DALAM KERJASAMA DAERAH

Pembangunan naéionai yang diselenggarakan secara berencana selama ini pada
hakekatnya merupakan pelaksanaan dari strategi pembangunan yang sifatnya terpadu dan
menyeluruh. Penyelenggaraan berbagai sektor pembangunan, terutama yang mempunyai ru-
ang lingkup kepentingan yang luas serta mencakup rangkaian kawasan yang luas pula, telah
melintasi batas-batas daerah/wilayah administratif dari beberapa lingkungan pemerintahan
daerah. Pada saat yang sama, pembangunan daerah yang pada dasarnya diorientasikan pada
pengembangan suatu wilayah tertentu, dalam perkembangan terakhir 1m semakin dihadapkan
pada berbagai permasalahan yang tidak saja sulit untuk diatasi sendiri, tetapi juga mengha-
ruskan dilakukannya kerjasama dengan daerah-daerah sekitar. Berbagai akibat pembangunan
di suatu daerah tertentu seringkali harus pula dipikul oleh daerah-daerah lain di sekitarnya.
Kesemuanya ini hanya mungkin diatasi melalui kerjasama antar daerah, di mana kepentingan-
kepentingan mereka dapat diwujudkan tanpa mengorbankan pihak lain, suatu kerjasama yang
serasi dan saling menguntungkan. Dengan demikian kesinambungan pembangunan dapat ter-
pelihara, dan kesejahteraan rakyat dapat terus ditingkatkan secara bertahap.

Oleh sebagian kalangan, selama ini kerjasama antar pemerintah daerah dianggap
merupakan hal baru dalam konsep kepemerintahan. Padahal sejak ditetapkanuya Undang-un-
dang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (pasal 65 ayat 1) telah
disebutkan bahwa “beberapa Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Bersama untuk
mengatur kepentingan daerahnya secara bersama-sama.” Kemudian pemerintah telah mem-

fasilitasi pula melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975
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mengenai Kerjasama Antar Daerah, di mana ditindalﬁanjuti dengan terbitnya Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 275 Tahun 1982 mengenai Petunjuk Kerjasama Pembangunan
Antar Daerah. Dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai efektif
tahun 2001, Pemerintah Pusat tetap berniat melanjutkan konsep kerjasama antar pemerintah
daerah melalui beberapa klausul yang tercantum pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999

maupun Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000.

2.1 Teori Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang ber-
interaksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tu-
juan bersama. Di sini terlihat adanya tiga unsur pokok yang selalu melekat pada suatu
kerangka kerjasama yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi, dan unsur fyjuan ber-
sama. Jika salah satu dari ketiga unsur itu tidak termuat pada suatu obyek yang dikaji, maka
dapat dianggap bahwa pada obyek tersebut tidak terdapat kerjasama (Pamudji, 1985).

Unsur dua pihak atau lebih biasanya menggambarkan suate himpunan dari ke-
pentingan-kepentingan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga berinteraksi untuk
mewujudkan suatu tujuan bersama. Jika hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada ter-
penuhinya kepentingan masing-masing pihak (kepentingan bérsama) maka huBungan—
hubungan dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Di sini terlihat bahwa suatu interaksi, seka-
lipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Atau suatu interaksi yang ditujukan un-
tuk memenuhi kepentingan salah satu pihak tetapi merugikan pihak-pihak lain, juga bukan
suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi itu pada
posisi yang seimbang, serasi dan selaras (Pamudji, 1985). Kerjasama juga menuntut adanya

keterpaduan. Semakin besar derajat keterpaduan maka akan semakin besar pula derajat ker-
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jasamanya. Tanpa adanya keterpaduan maka tidak akan ada kerjasama (Kusnadi, 2002). Se-

lanjutnya Carmen (Winarso, 2002) memberikan wawasan tentang kerjasama dari berbagai

perspektif, antara lain:

Q0 ‘mitra adalah co-owners,

o pelaku kerjasama adalah kontributor sekaligus “pewaris”,

O posisi egaliter antara pelaku kerjasama,

o pengedepanan prinsip hubungan horisontal, serta

o penekanan kembali bahwa mitra bukan merupakan “pihak lain”,

0 memanfaatkan sebesar muﬁgkin keuntungan komparatif dari mitra kerjasama, tanpa
mengabaikan sama sekali potensi mitra kerjasama,

O menekankan pada pentingnya “bottom-up cooperation” dari pada “top-down cooperation”

yang umumnya difasilitasi pemerintah (atasan).

Selanjutnya Ostrom (Winarso, 2002) mengidentifikasi beberapa norma yang harus
diperhatikan oleh setiap pelaku kerjasama, antara lain:
0 kemauan untuk bekerjasama,
o asas keterpaduan dalam bersikap, serta

o perlunya menumbuhkan asas resiprokal dan kepercayaan.

Kerjasama dengan demikian akan memberikan manfaat yang besar bagi masing-
masing pihak yang terlibat. Berdasarkan penelitian, manfaat yang dapat dipetik adanya ker-
jasama adalah sebagai berikut (Kusnadi, 2002):

o Kerjasama dapat mendorong adanya “perlombaan” di dalam pencapaian tujuan dan
peningkatan produktifitas.
o Kerjasama mendorong berbagai upaya pihafc yang bekerjasama agar dapat bekerja lebih

produktif, efektif dan efisien.
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o Kerjasama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya 6perasionalisasi dari kegiatan
yang dilakukan oleh pihak yang ikut kerjasama akan menjadi semakin rendah, yang
menyébabkan kemampuzan bersaing meningkat.

o Kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak terkait serta
meningkatkan rasa kesetiakawanan.

o Kerjasama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok.

a Kerjasama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi di ling-
kungannya sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan

kondisi yang lebih baik.

2.1.1 Macam Kerjasama

Kerjasama dapat diadakan dalam rangka hubungan bilateral yang hanya menyangkut
masalah dua pihak, dan dapat pula diadakan dalam rangka hubungan multilateral yang
menyangkut masalah banyak pihak. Kemudian kerjasama multilateral, menurut skala wilayah
geografisnya, dibagi pula dalam kerjasama regional yang terbatas pada beberapa daerah-
daerah/negara-negara se kawasan, dan kerjasama mondial '(global) yang menyangkut
daerah-daeral/negara-negara sejagat. Secara teoritis, daerah otonom (semisal kota/kabupaten
menurut UU 22/99) mempunyai karakteristik yang sama dengan negara berdaulat yang juga
otonom. Dalam konteks kerjasama daerah-daerah otonom/negara, kerjasama ini dapat dibagi
ke dalam (1) kerjasama berlembaga, dan (2) kerjasama tanpa berlembaga (Sabir, 1992).

Kerjasama tanpa berlembaga adalah kerjasama yang tidak terikat pada lembaga ter-
tentu (non-institutionalized). Lembaran sejarah bangsa-bangsa di dunia penuh dengan contoh-
contoh kerjasama tanpa berlembaga. Frederick L. Schuman misalnya mengungkapkan adanya

kerjasama antara Mesir, Babylon dan Turki sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Kerjasama
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semacam itu tercatat pula dalam buku Arthasastra tulisan Kaﬂfilya 300 tahun sebelum
Masehi, dan juga dalam kitab sejarah Negara Kertagama tulisan Mpu Prapanca pada abad
keempatbelas yang dikenal dengan nama “Mitreka Stata” antara Kerajaan Majapahit dan ne-
gara-negara Asia Tenggara lainnya (Sabir, 1992). |

Dalam hubungan ini bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meskipun meru-
pakan suvatu lembaga dunia, namun_keljasama dalam badan-badan PBB belﬁm dianggap ter-
golong dalam kategori k;eljasama berlembaga, karena negara-negara anggotanya tidak terikat
secara ketat dalam lembaga-lembaganya (Sabir, 1992). Dengan demikian, kerjasama-ker-
jasama misalnya dalam rangka GATT, IMF, FAO, UNESCO, WHO, dan sebagainya masih
dianggap kerjasama tanpa berlembaga. Di luar PBB kerjasama demikian banyak sekali ter-
cermiin dalam bentuk konperensi-konperensi seperti konperensi Asian Relations New Delhi
(1974), konperensi Baguio (1950), komperensi Colombo (1954), konperensi Bandung (1955),
konperensi Simla {1955), konperensi-konperensi Non-Blok, konperensi-konperensi Islam dan
sebagainya. Kerjasama dalam rangka OPEC merupakan contoh lain dalam kerjasama tanpa
berlembaga di luar PBB.

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama berlembaga adalah kerjasama yang
dituangkan lewat lembaga-lembaga khusus di mana anggota-anggotanya sangat terikat pada
lembaga-lembaga itu. Kerjasama seperti itu umumnya mempunyai ruang lingkup kawasan
(region) atau sub-kawasan (sub-region). Contohnya antara lain MEE dan NATO di Eropa,
LAFTA di Amerika Latin, OAU di Afrika, RCD di Timur Tengah dan ASEAN di Asia Teng-
gara. Oleh karena itu kerjasama seperti demikian disebut dengan regional grouping, atau yang
kini secara popular lebih dikenal sebagai Kerjasama Regional.

Dalam hubungan antarnegara, tahap-tahap perkembangan kerjasama regional atau

sub-regional biasanya dibagi ke dalam dua bagian: (1) tahap horisontal dan (2) tahap vertikal.
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2.1.2 Perkembangan Horisontal Kerjasama Regional

Bidang-bidang yang biasanya dicakup oleh kerjasama regional secara horisontal
adalah bidang-bidang Ipoleksom (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosbud dan Militer). Hanya saja
bidang-bidang tersebut secara keseluruhan belum pernsh dapat dicakup sekaligus oleh satu
kerjasama regional. Dalam hubungan ini dapat disebutkan bahwa bidang ideologi misalnya
dianggap kurang menarik bahkan sudah tidak mendapat pasaran sama sekali. Sebaliknya
bidang militer mendapat perlakuan khusus dalam arti dilayani secara terpisah dari bidang-
bidang lain. NATO di Eropa Barat dan Pakta Warsawa di Eropa Timur adalah contoh-contoh
kerjasama regional militer masing-masing diwujudkan terpisah, tetapi sejajar dengan MEE
dan COMECON yang ruang lingkupnya hanya mencakup bidang ekonomi dan juga politik.
Dari seluruh bidang-bidang itu hanya bidang ekonomi, dan dalam batas tertentu bidang sos-
bud, merupakan jangkauan utama kerjasama regional. Tetapi karena politik adalah juga
bagian tidak terpisahkan dari ekonomi, maka bidang politik pun ikut pula menduduki bidang
penting dalam banyak kerjasama regional di dunia, meskipun prioritasnya masih tetap berada
di bawah bidang ekonomi. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat, perfama, bidang eko-
nomi mengandung paling banyak unsur-unsur kepentingan bersama, seperti misalnya sama-
sama negara penghasil bahan-bahan mentah, sama-sama negara yang rendah pendapatannya,
sama-sama negara yang tinggi angka kelahiran dan kematiannya, dan sama-sama ncgara
berkembang, dan begitu sebaliknya bagi negara-negara maju. Kedua, bidang ekonomi meru-
pakan tulang punggung dari segala bidang lainnya. Kemajuan di bidang lain sangat tergantung
pada kemajuan di bidang ekonomi.

Adapun bidang sos-bud ikut pula menduduki tempat utama dalam kerjasama re-
gional, antara lain karena bidang ini juga lebih banyak mengandung unsur-unsur pemersatu

dari pada unsur pemecahbelah. Lagi pula syarat penting untuk mendekatkan dua atau be-




40

berapa negara dan meningkatkan usaha-usaha untuk saliﬂg lebih mengenal satu sama lainnya

lebih banyak dimiliki oleh bidang sos-bud.

2.1.3 Perkembangan Vertikal Kerjasama Regional

Yang dimaksud dengan perkembangan secara vertikal adalah tahap-tahap sebagai

berikut:

I.

Tahap kerjasama (cogperation)

Dalam tahap ini anggota-anggota masih belum dihadapkan kepada penyerahan urusan
apapun. Meskipun demikian dalam tahap ini sudah:diperlukan kebulatan tekad dan ke-
sungguhan niat ke arah itu. Untuk terciptanya sétu kerjasama yang efektif perlu pula
adanya suasana di mana salah satu pihak sudah ada usaha untuk menyingkirkan kendala-
kendala intra-regional, dan di pihak lain sudah dapat diadakan pilihan tepat mengenai ke-
mungkinan bidang-bidang kerjasama.

Tahap koordinasi (coordination)

Pada tahap ini sudah mulai ada penyerahan sebagian wewenang/urusan demi untuk men-
capai tingkat interdependensi yang lebih tinggi dan lé:bih terétur. Koordinasi sama artinya
dengan harmonisasi usaha-usaha anggota yang menyangkut kepentingan bersama seperti
misalnya kebijaksanaan ekonomi, rencana pembangunan, industrialisasi, dan sebagainya.
Tahap integrasi (infegration)

Merupakan tahap terakhir dalam proses perkembanéan kerjasama regional. Apabila satu
kerjasama regional telah sampai puncaknya, maka tahap ini disebut tahap integrasi. Dalam
tahap ini anggota telah selesai menyerahkan sebagijan urusan/wewenang masing-masing
kepada suatu badan supra-regional yang mempunyai jurisdiksi mengatur seluruh ke-

pentingan regional darn anggota.
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Sedangkan tahap integrasi tersebut menurut teori kerjasama regional, dalam konteks

kerjasama ekonomi antarnegara, berkembang melalui lima tahap sebagai berikut;

1. Wilayah Perdagangan Bebas (Free Trade Area)

Pengertiali wilayah perdagangan bebas adalah suatu kawasan yang tarif-tarif bea masuk
dan pembatasan kuantitatif atau quota terhadap barang-barang dari negara-negara partner
saling dihapuskan. Sedangkan tarif-tarif bea masuk dan pembatasan-pembatasan terhadap

barang masing-masing negara yang bukan anggota masih tetap diberlakukan.

. Kesatuan Pabean (Cusfom Union)

Dalam tahap ini bukan saja tarif-tarif bea masuk dan quota dihapuskan terhadap barang-
barang negara anggota, akan tetapi juga kebijaksanaan perdagangan terhadap negara-ne-
gara ketiga (yang bukan anggota) diseragamkan. Sehingga setiap negara anggota mem-

punyai kebijaksanaan perdagangan yang seragam terhadap dunia luar.

. Pasaran Bersama (Common Market)

Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap kedua, di mana diberi kebebasan bergerak
kepada sarana produksi (factor of production) seperti buruh, modal dan lain-lain di
kalangan negara-negara anggota. Dengan demikian dalam wilayah pasaran bersama tidak
saja terdapat kebebasan dalam lalu lintas barang dan jasa serta keseragaman kebijaksanaan

ekonomi terhadap negara ketiga, tetapi juga kebebasan lalu lintas sarana-sarana produksi.

4. Uni Ekonomi (Economic Union)

Tahap keempat adalah Uni Ekonomi, yaitu diadakannya penyesuaian dalam rencana pem-
bangunan negara-negara anggota, sehingga rencana pembangunan di salah satu negara
anggota diselaraskan dengan rencana pembangunan negara anggota lainnya. Dengan ke-
bijaksanaan seperti itu akan dapat diatur proyek-proyek di masing-masing negara anggota

sehingga dapat dijamin hubungan satu mengisi yang lain, dan tidak ada persaingan yang
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merugikan. Bersamaan proses tersebut dapat pula diserasikan kebijaksanaan masing-
masing negara dalam bidang ekonomi, moneter, fiskal, transpor, komunikasi dan sosial.

5. Integrasi Ekonomi Total (Total Economic Integration)

Tahap kelima adalah integrasi total, yaitu sebagian wewenang dalam kebijaksanaan na-
sional di bidang ekonomi dan sosial diserahkan kepada suatu badan supra-nasional yang
terdiri dari wakil negara anggota. Badan ini secara khusus akan mengatur seluruh masalah
yang ada kaitannya dengan kepentingan regional. Negara-negara anggota tetap men-
jalankan fungsinya sebagai biasa, tetapi tidak lagi mencakup wewenang dalam masalah

yang telah menjadi jurisdiksi badan supra-nasional tersebut.

2.2 Dukungan di dalam Kerjasama

Faktor yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan sebuah kerjasama
adalah adanya dukungan dalam bentuk kinerja yang baik dari pihak yang ikut di dalam ker-
jasama. Yang dimaksud kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau
tindakan sadar yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu. Tanpa adanya
kinerja berarti tidak ada upaya untuk mencapai hasil atau target. Jika manusia mempunyai
tujuan yang tidak diiringi dengan kinerja maka manusia itu hanya sekedar berangan-angan
yang tidak akan pernah terwujud menjadi kenyataan, Tanpa adanya kinerja maka tidak akan
terjadi sesuatu perubahan sedikitpun. Dari kualitas kinerja inilah nantinya yang berpengaruh
kepada hasil. Kualitas kinerja berkorelasi positif dengan hasil.

Keberhasilan dari sebuah kerjasama, di samping diukur dari kinerja dari kerjasama-
nya sendiri, yang lebih penting, adalah diukur juga dari kinerja masing-masing pihak dalam
mendukung kerjasama tersebut. Dukungan dari masing-masing pihak/kelompok sebagai kom-

ponen dari kerjasama akan menentukan keberlangsungan sebuah kerjasama. Karena pemba-
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hasan tentang kerjasama merupakan hal yang menyangkut manajemen dan administrasi,

khususnya berkaitan dengan perilaku organisasi, maka pembahasan berikut ini akan meng-

gunakan pendekatan tersebut.

Dalam manajemen, sumber-sumber daya dasar yang harus ada dalam pencapaian tu-

juan dan sasaran dari proses manajemen dikenal dengan “six A" (Effendy, 1989 dan Winardi,

1990), vaitu:

Q

Men (manusia), menyangkut kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses
manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.

Mat-erials (bahan), berkaitan dengan bahan-bahan material yang harus disediakan di
dalam proses manajemen.

Machines (mesin), menyangkut alat-alat yang digunakan untuk berjalannya proses pro-
duksi, dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan.

Methods (metode), berkaitan dengan metode dan cara-cara yang digunakan dalam proses
manajeme. |

Money (uang), berkaitan dengan jumlah biaya dan sumber dana yang harus dikeluarkan
dan dianggarkan di dalam proses manajemen.

Markets (pasar), menyangkut eksistensi (ada/tidaknya, besar/kecilnya) pasar dari hasil

proses produksi yang telah dihasilkan dalam proses manajemen.

Dalam proses perencanaan dengan pendekatan PIP (Performance Improvement Plan-

ning), Hardjito (1994) menyebutkan adanya indikasi kekuatan kunci pendorong dan pengham-

bat pada umumnya instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, sebagai berikut:

o

Kekuatan-kekuatan Pendorong:

> Peraturan dari pimpinan instansi yang berkaitan dengan mekanisme organisasi,

» Adanya dukungan dari pimpinan,




> Tersedianya informasi dari bagian-bagian instansi yang berkompeten mengeluarkan,
> Adanya jabatan fungsional,

» Adanya jalinan kerjasama yang baik di lingkungan instansi,

» Adanya pengguna jasa dari instansi untuk memberikan masukan.

o Kekuatan-kekuatan Penghambat:

» Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia,

> Kurang lengkapnya informasi mengenai mekanisme yang berlaku di dalam instansi,
> Kurang pendekatan kepada unit-unit kerja terkait,

» Kurang koordinasi dengan unit terkait,

> Adanya kecenderungan menggunakan mekanisme tanpa prosedur,

» Tidak adanya standar ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Dari tinjauan perilaku organisasi (Arifin, et.al, 2003), terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi kualitas keputusan kelompok dalam sebuah organisasi, yaitu:

a Jika tugas yang dilaksanakan membutuhkan kerja keras dan perhatian penuh, dapat
diselesaikan melalui pembagian kerja dari para anggota. Tugas yang sifatnya kompleks,
jika dibagi-bagikan kepada anggota maka hasilnya akan lebih baik dibandingkan dikerja-
kan sendiri. |

o Kemampuan, kecerdasan dan pengetahuan individu-individu yang tergabung dalam suatu
kelompok sangat mempengaruhi terhadap keputusan yang akan diambil kelompok.
Kualitas keputusan akan ditunjukkan oleh kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki
kelompok.

o Kelompok yang terdiri dari anggota yang sangat kompeten dan berorientasi terhadap
tugasnya dapat diharapkan menghasilkan keputusan yang lebih baik dari pada kelompok

yang tidak mempunyai anggota yang seperti itu.
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D Kondisi pertama yang diperfukan agar pandangan yang berbeda-beda didengar dan
dipertirnbangkan dalam proses pengambilan keimtusan ialah kelompok tersebut harus
diorganisasi dan dikoordinasikan secara bersama, yaitu dalam arti tujuan bersama lebih
penting dari tujuan individu.

o Suatu keputusan yang baik akan ditentukan oleh bagaimana proses yang dilalui kelompok
dalam mengambil keputusan ini. Termasuk dalam bal ini adalah peranan seorang
pemimpin. Pemimpin, baik yang formal (dipilih atau ditunjuk) maupun informal, me-
megang peranan penting dalam kelompok.

o Dengan mengumpulkan sumber informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap dari be-
berapa individu, kelompok akan membawa lebih banyak masukan ke dalam proses pu-

tusan.

Dari uraian-uraian di atas dapat disusun sebuah kerangka pikir penyimpulan yang
dapat digunakan sebagai kriteria kinerja suatu pihak/kelompok dalam mendukung sebuah
kerjasama (Gambar 2.1). Dari proses penyimpulan tersebut diketahui bahwa suatu pihak dapat
dikatakan mendukung atau tidak mendukung sebuah kerjasama, bila diukur dengan kriteria-
kriteria ada/tidaknya faktor-faktor di bawah ini:

0 Peraturan yang berlaku dan mengikat anggota/individu-individu di dalam kelompok
yang bersangkutan, untuk menindaklanjuti kerjasama akan sangat mendukung keberha-
silan kerjasama.

o Pimpinan kelompok yang mendukung kerjasama akan memberikan pengarahan tentang
kebijakan-kebijakan dalam bentuk program-pfogram kegiatan yang harus dilakukan,

untuk mencapai tujuan kerjasama yang telah ditetapkan. .
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PROSES PENYIMPULAN UNTUK “DUKUNGAN KERJASAMA”
Sumber: Hasil Analisis
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o Dalam melaksanakan tugasaya diperlukau koordinasi antar unit-unit kerja terkait.
Kurangnya koordinasi antar unit i(elja terkait dapat mengakibatkan informasi yang
diperoleh tidak jelas dan tidak lengkap. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan pelaksanaan
kegiatan untuk mencapai sasaran.

o Informasi yang ada harus terdistribusi pada anggota-anggota di dalam kelompok dalam
bentuk sosialisasi kepada anggéta, sehingga semua anggota di dalam kelompok mengeta-
hui dan memahaminya. Kurang lengkapnya informasi akan mempengaruhi kegiatan yang
akan dilakukan, di mana pekerjaan tidak dapat terlaksana secara efektif dan efisien, karena
informasi yang tidak lengkap tersebut kurang dﬁpat dijadikan data awal untuk suatu pro-
gram kerja yang baik, dan akan mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan.

o Dengan adanya jabatan fungsional yang secara khusus dan profesional menangani ma-
salah tersebut, pelaksana akan berupaya untuk melaksanakan tugasnya sebanyak dan se-
baik mungkin, dengan harapan dapat mendapatkan rewards yang diinginkannya.

o Terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia di sini maksudﬂya adalah terbatasnya
pengetahuan dan wawasan seseorang dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengala-
man yang dimiliki. Untuk melaksanakan tugasnya sescorang dituntut memiliki pengeta-
huan dan wawasan yang luas, tidak dalam arti sempit hanya sebatas masalah teknis di
dalam kelompoknya saja tetapi juga masalah pihak-pihak yang lain yang terkait dengan

hal tersebut.

2.3 Manajemen Perkotaan

Pada kenyataannya, hal-hal yang menyangkut kerjasama yang dikemukakan di atas
masih merupakan hal baru, khususnya kerjasama yang terjadi antara pemerintahan daerah di

Indonesia. Kerjasama biasanya berangkat dari masalah-masalah yang melingkupinya, di mana
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masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah, baik pemierintah kabupaten atau pe-
merintah kota, umumnya bersifat sangat dinamis, sementara itu respon yang diambil pe-
merintah sering terlambat. Oleh karena itu, dari pengalaman berbagat negara biasanya akan
terjadi pengembangan kelembagaan (organizational development) walaupun respon ini dila-
kukan lebih lambat (Nurmandi, 1996). Bagaimana mengatasi masalah-masalah perkotaan di
wilayah yang menjadi “kota”, yang-menghubungkan beberapa daerah otonom? Apakah perlu
dibuat lembaga baru untuk merespon perkembangan tersebut? Faktor-faktor apakah yang
menghambat bilamana diciptakan lembaga baru? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan per-
tanyaan yang bersifat mendasar. Sebagai contoh, lembaga manakah yang menangani masalah
limbah padat atau cair yang mencemari daerah perbatasan antara Kota Yogyakarta dan Kabu-
paten Sleman? Bagaimanakah mengatasi keterbatasan air bersih di Kota Yogyakarta bilamana
tidak bekerjasama dengan Kabupaten Sleman sebagai sumber air bersih? Apakah Badan
Koordinasi Pembangunan Jabodetabek (BKSP) masih layak sebagai lembaga yang meng-
koordinir pembangunan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang telah
bersatu?

Pertanyaan-pertanyaan di atas, dalam studi pemerintahan kota, merupakan suatu
pendekatan manajerial yang lebih memfokuskan bagaimana pemerintahan kota menghadapi
masalah-masalah perkotaan yang mendesak untuk dipecahkan, di mana pendekatan ini
cenderung mengabaikan struktur organisasi formal pemerintahan kota, namun pada bagai-
mana peran dan fungsi yang dapat dimainkan oleh pemerintah kota sebagal salah satu aktor di
dalam pembangunan kota. Urban Management Programme (UMP), sebuah organisasi PBB di
bawah UNHCS, menyebutkan bahwa pemerintah kota hanya sebagai salah satu aktor saja
yang menjalankan peranan vital di dalﬁm manajemen perkotaan (Nurmandi, 1996). Selain itu,

terdapat dua aktor yang perlu dilibatkan di dalam memecahkan masalah-masalah yang diha-
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dapi oleh masyarakat kota, yaitu lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta. Dalam
konteks ini peran baru yang dimainkan pemerintah adalah sebagai fasilitat(;r “enabler” dan
bukan ’sebagai penyedia seluruh dana dan pelayanan. Oleh karena itu “Manajemen Perkotaan”
kemudian didefinisikan sebagai “upaya memobilisasi berbagai sumberdaya, dan memanfaat-
kannya sehingga saling mendukung dalam perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan
pendanaan, pengoperasian, dan pemelibaraan suatu pemukiman agar dapat mencapai tujuan

pembangunan (kota)” (Rukmana, 1993).
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GAMBAR 2.2

AKTOR-AK'I‘OR PENTING DI DALAM MANAJEMEN PERKOTAAN
Sumber: Nurmandi, 1996.

Urban Management Programme (UMP) yang dengan berbagai program penelitian
dan konsultasi dengan banyak pemerintah kota, berusaha memperkenalkan pendekatan baru
ini, dengan menonjolkan aspek kerjasama antara pemerintah dengan organisasi non pemerin-
tah dan pihak swasta di dalam memecahkan masalah perkotaan di negara-negara sedang

berkembang. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa unsur-unsur pemerintah tidak hanya
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pemerintah nasional dan lokal, namun juga badan-badan pemberi bantuan kredit lunak bagi
pembangunan prass;'ana dan sarana perkotaan, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia
dan sejenisnya. Sampai saat ini penciekatan manajerial ini mendapat perhatian pemerintah ne-
gara-negara di Asia dan Afrika.

Urban Management Programme (UMP) juga mengintrodusir istilah ‘manajemen
perkotaan lebih menggunakan pendekatan teknokratis’ atau problem oriented. Penggunaan
konsep manajemen perkotaan ini tentunya mempunyai cakupan yang luas dan bersifat sangat
kompleks sesuai dengan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pemerintah kota. Secara
tipikal, pemerintah kota harus menangani sektor-sektor perkotaan yang saling berhubungan,
yaitu pertanahan, lingkungan, infrastruktur, perumahan, fasilitas sosial dan pembangunan
ekonomi.

Sektor pertanahan mencakup pemetaan, pendaftaran tanah, prosedur peralihan hak
atas tanah, perencanaan penggunaan lahan dan sistem perpajakan atas tanah. Lingkungan
mencakup penanganan penggunaan sumberdaya air, udara dan tanah secara berkesinam-
bungan. Sektor infrastruktur mencakup air bersih, jalan/jembatan, fasilitas komunikasi, fasili-
tas sanitasi dan sampah. Sedangkan sektor perumahan mencakup penyediaan perumahan bagi
semua golongan masyarakat, pelayanan infrastruktur dasar kepada developer, pengor-
ganisasian pembiayaan pembangunan perumahan. Sektor pelayanan sosial mencakup pe-
layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, rekreasi dan program penanganan kaum miskin.
Sektor terakhir yang berpengaruh adaiah sektor ekonomi, seperti sektor manufaktur, distribusi
barang dan jasa, jasa konstruksi, jasa perbankan dan asuransi. Hubungan yang saling mem-

pengaruhi antara satu sektor dengan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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GAMBAR 2.3
SEKTOR-SEKTOR UTAMA MANAJEMEN PERKOTAAN
Sumber: Nurmandi, 1996.

Sebagai salah satu sektor utama dalam manajemen perkotaan, infrastruktur publik
didefinisikan sebagai pelayanan-pelayanan di dalam kategori pekerjaan umum yang dilakukan
oleh sektor publik dengan tujuan untuk membantu sektor privat (swasta) melakukan kegiatan
produksi dan merangsang konsumsi rumah tangga (Fox, 1994). Termasuk di dalamnya jalan,
sistem transportasi umum, sistem air bersih, sistem air limbah, manajemen persampahan,
drainase dan pencegahan banjir, instalasi listrik dan telekomunikasi. Di dalam manajemen
pelayanan publik dikenal adanya tiga aktor, yaitu: konsumen (service consumer), produsen
(service producer) dan pengatur pelayanan (service arranger) (Savas, 1996). Konsumen se-
cara langsung menerima pelayanan dari produsen. Yang dimaksud produsen dalam hal ini da-
pat berupa instansi pemerintah atau lembaga swasta. Sedangkan pengatur pelayanan adalah

lembaga yang mengatur mekanisme antara penyedia pelayanan (produsen) dengan pihak yang
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menerima pelayanan (konsumen). Lembaga ini dapat berasal dari lembaga pemerintah atau-
pun lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai kegiatan produksi, pembangunan infrastruktur perkotaan sebenarnya berada
di dalam kerangka swastanisasi (privatization). Privatisasi merupakan suatu cara untuk men-
ciptakan tingkat kompetisi dan memberikan peluang terhadap permintaan efektif dari per-
mintaan (Fox, 1994). Pihak swasta, dengan dorongan efisiensi, akan memproduksi suatu
barang dan jasa lebih murah daripada yang dilakukan pemerintah. Privatisasi, dengan
demikian, memerlukan pengaturan dengan tujuan untuk menjamin tercapainya keberhasilan
program pelayanan infrastruktur kota.

Tujuan pertama dari regulasi tersebut adalah untuk memberikan jaminan akan kuali-
tas pelayanan yang diberikan, baik dalam hal reliabilitas maupun outputnya. Pemberian
kewenangan pengumpulan sampah kepada pihak swasta, misalnya, harus dapat memberikan
jaminan bahwa sampah dapat terkumpul lebik baik. Tujuan kedua adalah pengaturan harga
dengan tujuan untuk suatu monopoli pelayanan tertentu. Pengaturan harga ini terutama pada
kasus-kasus pemberian monopoli kepada perusahaan yang memberikan pelayanan tertentu di
wilayah tertentu (monopoli geografis). Tidak adanya penetapan standar harga, akan men-
dorong pihak swasta untuk menentukan harga setinggi mungkin.

Dalam konteks manajemen persampahan (solid waste management), privatisasi
pengumpulan .sampah telah lama dilakukan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, penga-
turan pelayanan (service arrangement) pengumpulan sampah dilakukan dengan beberapa
cara. Penelitian yang dilakukan Savas (1978), beberapa kota di Amerika Serikat menunjukkan
bahwa tidak semua pelayanan pengumpulan sampah dilakukan oleh pihak swasta. Pada
umumnya pihak pemerintah kota dapat bertindak sebagai service arranger, yang diterapkan di

beberapa kota, sedang perusahaan swasta dan distrik (kecamatan) sebagai service provider.
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Namun di beberapa kota lain, seperti Jersey City, Indignapo_ﬁ's, San Francisco, Oregon dan
Houston, dinas-dinas khusus atau pemerintahan distrik (kécamatan), penerima pelayanan dan
organisasi sukarelaa bertindak sebagai service arranger. Artinya mereka bertindak sebagai pi-
hak yang menugaskan pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.

Di negara-negara Asia, manajemen pers;ampahan secara alamiah rnel_ibatkan berbagai
pihak dalam pengelolaan sampah. Ekonomi sampah kota (waste ecoromy) menjangkau ber-
bagai sektor informal di dalam pengelolaan sampah (informal solid waste management), ter-

utama masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor informal. Pola yang terbentuk sangat

~ berbeda dengan pola manajemen persampahan di negara-negara industri maju, yang bersifat

formal-konvensional. Artinya semua proses dan tahapan di dalam manajemen persampahan
dikelola oleh pemerintah kota ataupun lembaga formal yang dikontrak oleh pemerintah.

Sektor informal, dalam hal ini pemulung dan penadah, memainkan peranan penting
di dalam mengadakan daur ulang sampah. Jaringan daur ulang sampah mempunyai jangkauan
yang cukup luas. Pabrik-pabrik plastik dan kaleng menjadi penampung utama dari plastik--
plastik dan kaleng-kaleng bekas. Peran sektor informal ini diketahui dapat mengurangi lebih
kurang sepertiga dari kuantitas sampah yang diproduksi untuk didaur ulang. Diperkirakan le-
bih kurang 10-15% sampah dapat didaur ulang oleh aktor-aktor yang terlibat di sektor infor-
mal ini. Pemerintah kota memberi kesempatan kepada mereka dengan memberikan legalisasi
untuk beroperasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sedaﬁg masyarakat, sebagaimana yang dilakukan di Indonesia, terlibat di dalam
pengumpulan sampah, Organisasi terasteral (Rukun Tetangga dan Rukun Warga) merupakan
organisasi penting yang mengkoordinir pengumpulan sampah di pemukiman-pemukiman
yang tidak memiliki akses ke jalan utama. Dalam pola semacam ini, maka jelas bahwa mana-

jemen persampahan merupakan kegiatan yang mengelola barang publik (public goods). Dinas
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Kebersihan Kota bertanggungjawab atas kebersihan jalan dan pengeiolaan sampah di TPA.

Dana yang dikeluarkan untuk pekerjaan itu diperoleh dari anggaran pemerintah.

Berbeda dengan sistem persampahan, sistem manajemen air limbah terdiri dari tiga
prasarana, yaitu gorong-gorong atau sistem penyalur air limbah konvensional, stasion pompa
dan sarana pengelola air limbal (PAL). Di Indonesia, pembangunan sarana pengelolaan air
limbah masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat mau-
pun pemerintah daerah. Biasanya pendanaan pembangunan gorong-gorong kota dan stasion
pengolahan air limbah melalui subsidi pemerintah pusat dan pinjaman luar negeri.

Secara umum, usaha-usaha yang telah dilaksanakan dalam manajemen perkotaan di
Indonesia dapat diketahui dalam tiga bidang yang saling terkait erat (Rukmana, 1993):

a Kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan perkotaan dan proyek-proyek yang inovatif
dalam rangka desentralisasi, perencanaan yang berorientasi pada tindakan dengan du-
kungan politis dan partisipatif (melalui partisipasi masyarakat dan kemitraan swasta-pe-
merintah). ‘ |

o Memperkuat kapasitas kelembagaan dan peningkatan kelembagaan, perbaikan perun-
dangan dan prosedur administratif, perbaikan manajemen keuangan dan pertanahan.

o Pengembangan kemampuan personil melalui program-program pelatihan, informasi dan

komunikasi.

2.4 Implementasi Kerjasama dalam Perencanaan Wilayah

Di antara fungsi-fungsi manajemen yang lain, fungsi perencanaan (planning) men-
jadi bidang manajemen yang sangat penting karena sifatnya yang menjadi dasar bagi fungsi-
fungsi manajemen lainnya. Menurut George R. Terry, perencanaan meliputi tindakan memilih

dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi tentang
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masa depan, dalam hal ini memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang di-
usulkan yang dianggap perlﬁ untﬁk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti
menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Perencanaan yang berkaitan dengan perwilayahan (regional planning) bisa dipan-
dang sebagai suatu respon atas masalah-masalah yang muncul dalam dimensi wilayah. Menu-~
rut “1997 Strategi-c Plan for The South East” (Glasson, 1983), regional planning mempunyai
peran menjadi perluasan dan perencanaan lokal, terutama yang berkaitan dengan pergerakan
dan distribusi populasi, tenaga kerja serta interaksi yang kompleks atau kebutuhan sosial eko-
nomi, penyediaan .fasilitas dan jaringan komunikasi utama. Biasanya hal-hal tersebut hanya
dapat diputuskan untuk area yang lebih luas dari area di mana otoritas perencana lokal berada.

Selain itu, regional planning juga berkaitan dengan arus populasi dan tenaga kerja
inter-regional yang sumberdaya serta prospek ekonomi jangka panjangnya hanya bisa diper-
timbangkan secara tepat dalam kontéks keseimbangan pertumbuhan di suatu wilayah dengan
pertumbuhan yang disyaratkan untuk wilayah lain, di mana biasanya hanya bisa diputuskan
oleh Pemerintah.

Dengan memperhatikan bahwa peng-regional-an (regionalisasi) akan memungkinkan
identifikasi tujuan nasional ke dalam pelaksanaan lokal yang lebih jelas, maka bisa dipahami
bahwa regional planning memberi kerangka dasar di mana proyek pembangunan, baik na-
sion#l maupun lokal dapat dipertemukan secara seimbang (balanced) dan dapat menempati
kedudukan yaﬁg sebenarnya dalam suatu rangkaian pembangunan menyeluruh. Regional
planning juga memberi kemungkinan untuk dapat memobilisir melalui pembangunan masya-
rakat yang bersumber pada tingkat lokal, tapi dalam lingkup tujuan pembangunan nasional.

Regional planning khusus memperhatikan ruang yang berskala supra wrban (yang

lebih besar daripada kota). Pada tingkat regional akan lebih tampak tekanan pada persoalan-
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perso#lan ekonomi dan alokasi sumber-sumber (resources) dan pengembangannya. Teori re-
gional planning didasarkan pada teori lokasi dan teori central places dalam geografi. Dalam
konte?cs Urban & Regional Planning, regionalisasi dapat digambarkan sebagai proses terben-
tuknyg keterikatan antardaerah otonom yang bertetangga hingga membentuk suatu kesatuan
wilayéh (region) melalui kerjasama dan koordinasi. Penggunaan strategi ini menjadi rele-
van, mengingat banyaknya keterbatasan daerah dalam menangani permasalahan pembangun-
annya%l sendiri (Curdes, 2003). Melihat berbagai kendala dan permasalahan pembangunan di
Indonesia saat ini, maka perlu adanya sebuah terobosan dalam upaya menggalang kekuatan
pembéangunan di Daerah. Di mana upaya ini harus sesuai dan mencerminkan semangat, situasi
dan kondisi nyata yang ada di masyarakat. Salah satu inovasi yang dapat dipertimbangkan
oleh Pemerintah Daerah adalah konsep Regional Management. Ciri khas dari pelaksanaan
konsep Regional Management. atau yang dapat disebut sebagai Badan Kerjasama dan Koordi-
nasi Antar Daerah ini adalah aspek ‘komumikasi, kerjasama dan koordinasi' (3K) dalam pem-
bangliman antardaerah dalam suatu kesatuan wilayah yang disepakati bersama. Bentuk ker-
jasania dan koordinasi yang lahir dari kebersamaan kepentingan dalam rangka memecahkan
penn;asalahan pembangunan .tersebut harus terjadi atas dasar pendekatan “win-win solution”
bagi jsetiap daerah yang terkait. Hal ini dapat terjadi karena karakteristik kerja Regional
Mandgemenr yang khas, yaitu menitikberatkan pada pemanfaatan sinergi sumberdaya dan
potensi lokal. |

Dengan demikian, dalam mengembangkan wilayah untuk dapat bersinergi, dapat
dilakiukan melalui ketjaéama antar wilayah. Kerjasama antar wilayah berkaitan dengan
pengertian wilayah berdasarkan fungsional maupun administrasi. Dengan pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia, maka batas wilayah lebih ditentukan sesuai dengan batas ad-

ministratif atau batas daerah, sehingga dapat menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakc-
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fisienan dalam pengembangan wilayah. Dengan memnjau wilayah sebagai wilayah fungsional

maka diperlukan suatu kerjasama antar daerah Faktor-faktor yang menjadi penyebab per-

lunya kerjasama daerah (Curdes, 2003) antara lam:

a

Faktor Kesamaan Kepentingan: semakin berkembangnya kesadaran akan keterbatasan
daerah di berbagai sektor dan perlunya menggalang kekuatan atau potensi daerah secara
bersama-sama. |
Berkembangnya par&digma bz;ru di masyarakat: perlunYa wadah komunikatif yang
menunjang pendekatan perencanaan ‘partisipatif’ seswai dengan semangat otonomi
daerah.

Jawaban terhadap kekhawatiran disintegrasi: perlunya menggalang persatuan dan ke-
satuan dalam mempererat kerjasama antar daerah

Sinergi antar daerah: tumbuhnya kesadaran, bahwa dengan kerjasama antar dacrah dapat
memperbesar peluang bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Peluang perolehan kerjasama dan sumber dana dari program pembangunan baik na-
sional maupun internasional

Sebagai wadah komunikasi utama bagi stakeholder dalam kegiatan pembangunan.

Pada pelaksanaannya regional management juga menitikberatkan pemanfaatan si- .

nergi yang menghasilkan daya guna bagi pembangunan, misalnya dengan peningkatan

eﬁ'siéi:si' penggunaan infrastruktur, antar kabupaten, perusahaan swasta dan institusi atan

badan yang terkait.

1.

Kerjasama antar wilayah dapat ditinjau dari berbagai pendekatan antara lain :
Latar belakang
Berbagai kerjasama yang selama ini dilaksanakan antar negara memiliki berbagai macam

latar belakang antara lain :
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= Ekonomi
Ekonomi merupakan salah satu faktor utama kebutuhan suatu kerjasama. Berbagai ke-
pentingan ckonomi terutama pada faktor pendorong kerjasama. Dengan adanya
globalisasi serta munculnya pasar bebas, maka akan menimbulkan persaingan. Berba-
gai upaya mempertahankan maupun memperluas pasar serta semakin berkurangnya
sumber daya alam, membutuhkan suatu kerjasama antarnegara di suafu kawasan. Ker-
jasama ini antara iain AF TA..

= Geografi
Letak suatu daerah terhadap daerah lain merupakan faktor munculnya kerjasama. Pada
beberapa kerjasama, kerjasama ini terjadi akibat kedekatan geografis, dalam arti ber-
batasan langsung, Pada wilayah suatu Daerah Aliran Sungai juga merupakan faktor
pengikat suatu wilayah, dengan pertimbangan kepentingan pengelolaan sungai yang
sama. Pada daerah kepulauan, maka kerjasama dilakukan karena merupakan
kedekatan geografis yang berbatasan pada laut/selat yang sama.

* Kultur
Kultur/budaya merupakan salah satu pendorong dart suatu kerjasama. Persamaan bu-
daya akan lebih mengikat kerjasama, karena persamaan budaya merupakan salah satu
pencerminan sejarah suatu wilayah, schingga menimbulkan adanya saling pengertian
(Abdurrahman, 2063). Kerjasama yang mengedepankan kesamaan kultur antara lain
adalah Barlingmascakeb.

2. Aktor
Pengertian aktor adalah pihak yang menggerakkan pembentukan kerjasama. Aktor-aktor
tersebut adalah:

»  Pemerintah
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Pemerintah merupakan aktor utama pada pelaksanaan suatu kerjasama antar wilayah,
karena kemampuan pemerintah untuk mengambil keputusan politis terbadap suatu ke-

bijakan pengembangan wilayah.

Dunia Uszha

Salah satu aktor penggerak kerjasama antar wilayah adalah dunia usaha. Kerjasama
alami dimulai dari dunia usaha untuk mendapatkan faktor produksi dan pemasaran.
Masyarakat

Masyarakat mempunyai peran dalam kerjasama antarwilayah, karena merupakan pe-
laku langsung kerjasama. Faktor ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan pada beberapa
wilayah tidak mengenal batas adminstrasi.

Kombinasi

Kebutuhan bersama menimbulkan keinginan kerjasama antarwilayah dari aktor-aktor

pelaku tersebut.

. Paradigma

Paradigma/cara pandang aktor-aktor tersebut, juga mempengaruhi pola pembentukan.

Paradigma tersebut adalah:

Top Down

Pola kerjasama fop down, adalah kerjasama yang dikembangkan oleh institusi yang
lebih tinggi untuk diterapkan di suatu wilayah. Pola kerjasama ini dilaksanakan
dengaﬂ kurang memperhatikan aspek masyarakat di suatu wilayah, cenderung hanya
memperhatikan potensi ekonomi wilayah. Kerjasama dengan pola ini adalah KAPET.
Bottomn Up

Pola kerjasama bottom up, adalah kerjasama yang dilaksanakan karena adanya inisiatif

lokal dari pelaku di daerah.
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4. Mekanisme

Pengertian mekanisme adalah cara atau pola suatu sistem kerjasama berjalan,

Alami

Mekanisme alami adalah pola kerjasama yang timbul antara dua pihak tanpa adanya
intervensi pihak lain. Mekanisme ini biasanya berlangsung antarwilayah dengan pe-
laku dunia usaha. Latar belakang utamanya adalah adanya aktivitas ekonomi wilayah.
Terencana

Mekanisme terencana adalah pola kerjasama yang timbul akibat adanya perencanaan
kerjasama dalam suatu wilayah. Perencanaan ini biasanya dibuat oleh pemerintah atau
badan khusus yang memiliki kewenangan perencanaan.

Terdefinisi

Mekanisme terdefinisi adalah suatu pola kerjasama yang terjadi akibat adanya ke-
samaan pada suatu aspek wilayah. Mekanisme ini biasanya terjadi pada suatu wilayah
dengan karakteristik wilayah sama akan tetapi memiliki potensi berbeda, seperti pada

suatu sistem produksi.

Bidang kerjasama

Bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan, secara garis besar adalah pengelolaan potensi

sumberdaya alam, pengelolaan prasarana dan sarana serta pengelolaan kawasan bersama.

Jenis kerjasama

Bilaterﬂ merupakan kerjasama yang melibatkan dua wilayah,

Multilateral, merupakan kerjasama yang melibatkan lebih dari dua wilayah.

Jenis kerjasama berdasarkan jumlah wilayah yang terlibat ini akan mempengaruhi kom-

pleksitas kerjasama yang pada akhirnya akan mempengaruhi bentuk lembaga yang akan

dipilih untuk menangani kerjasama tersebut.
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7. Bentuk kerjasama
Bentuk kerjasama antar wilayah tergantung dari faktor-faktor di atas. Bentuk kerjasama

pada garis besarnya terbagi dalam bentuk kerjasama yang tidak dilembagakan dan bentuk
kerjasama yang dilembagakan. Bentuk kerjasama yang tidak dilembagakan biasanya me-

rupakan hasil dari kesepahaman. antar anggota. Bentuk kerjasama yang dilembagakan

antara lain adalah Regional Management.

| Dalam tinjauan yang berbeda, model kerjasama yang dapat dikembangkan menjadi
| model alternatif lain adalah sebagai berikut (Winarso, 2002):

‘ a Inter-Jurisdictional Agreement

Dalam model ini beberapa pemerintah daerah yang berdekatan secara geografis memben-
tuk perjanjian kerjasama untuk mengatasi masalah-masalah bersama seperti masalah ling-
kungan dan infrastruktur.

o Inter-Municipal Service Contract

Dalam model ini dibentuk perjanjian kerjasama di mana satu (atau lebih) pemerintah

daerah memberikan permit kepada pemerintah daerah lain untuk menjalankan kewe-

nangan mewakili kepentingan pemerintah daerah tersebut, berdasarkan fee.

a Project-Based Inter-Jurisdictional Co-operation

Dalam model ini perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah yang bertetangga disusun
untuk kepentingan aktifitas bersama menangani satu cross-boundary projects. Pada model
ini jangka waktu kerjasama tergantung dari usia proyek yang dikelolanya. Berakhirnya
proyek umumnya menandai berakhirnya kerjasama.

Adapun contoh-contoh bentuk kerjasama yang sudah terdapat di Indonesia adalah

sebagai berikut:
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o Kerjasama Antar Daerah Dalam Mengatasi Sampah, seperti TPA Bantargebang, Bekasi
dan TPA Piyungan, Bantul.

] _Keljasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Terminal, seperti Terminal Purabaya, Sido-
arjo dan Terminal Landungsari, Malang.

o Kerjasama Antar Daerah Dalam Perencanaan Bersama Untuk Pengembangan Daerah,
seperti BKSP Jabotabek, BKSP Gerbangkertosusila, BKSP Kedungsepur dan BKSP Mi-
nasamaupata ‘ |

0 Kerjasama Antar Daerah Dalam Usaha Pengamanan DAS Sungai Cimanuk

o Kerjasama Antara Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka
Pengembangan Kepariwisataan

o Kerjasama Antar Daerah Kalimantan Selatan — Kalimantan Tengah Dalam Suatu Proyek
Pengerukan Terusan (Anjir Serapat)

o Kerjasama Antar Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar Dalam Rangka Pembi-
naan Objek Pariwisata Pantai Lhok Nga

a Kerjasama Antara Propinsi Jawa Timur dengan Propinsi Sutawesi Tengah dan Sulawesi

Selatan Dalam Pelaksanaan Transmigrasi

2.5 Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan di atas dapat disimpulkan seba-

gai berikut: |
1. Kerjasama daerah akan memberikan manfaat yang besar bagi masing-masing daerah yang
terlibat dan menghindari masalah-masalah yang dapat merupakan kerugian bagi Daerah
yang bersangkutan ataupun dalam konteks yang lebih luas. Keuntungan—keuntungan yang

dapat dipetik adanya kerjasama daerah adalah sebagai berikut:
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a Kerjasama Daérah dapat mendorong adanya semangat di dalam pencapaian tujuan
dan pehingkatan produktifitas.

o Kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan sinergi antar Daerah
agar dapat bekerja lebih produktif, efektif dan efisien sehingga biaya (cost) dari
kegiatan yang dilakukan akan menjadi semakin rendah, yang menyebabkan kemam-
puan bersaing meningkat. .

o Kerjasama menciptakan praktek pembangunan yang schat serta meningkatkan se-
mangat kelompok sehingga tercipta keseimbangan laju pertumbuhan antar Daerah.

o Kerjasama memberikan dampak pada pemanfaatan sumberdaya alam akan lebih
efisien dan mencegah kemerosotan kualitas lingkungan hidup.

o Kerjasama juga mencegah ketidaktertiban penggumaan lahan, ketidakefisienan
kegiatan ekonomi sosial, dan ketidakharmonisan interaksi sosial ekonomi dalam pe-
manfaatan ruang (izin pemilikan penggunaan tanah, izin gangguan, izin lokasi, IMB,

Amdal, pengelolaan sampah, drainase, air limbah, jaringan jalan, dan sebagainya)

Dari manfaat yang besar tersebut sudah seharusnya bagi Daerah untuk mendukung
sepenuhnya adanya kerjasama daerah dalam rangka mendayagunakan potensi yang di-
milikinya untuk menyukseskan otonomi daerah dan dalam menghadapi tantangan
globalisasi. Dukungan Daerah bagi kerjasama diperlukan untuk lebih menciptakan ker-
jasama yang berkelanjutan dan dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada secara

bersama-sama.
. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kerjasama dacrah ditentukan oleh
adanya kinerja masing-masing daerah dalam mendukung kerjasama, yang dapat diukur

dari kriteria-kriteria berikut ini:
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Peraturan Internal. Peraturan yang berlaku semisal Peraturan Daerah, Surat Kepu-
tusan Bupati dan sebagainya, untuk menindaklanjuti kerjasama yang sudah ada, akan
sangat mendukung keberhasilan kerjasama.

Program dan Anggaran. Kepala Daerah yang mendukung kerjasama, akan
menuangkan kebijakannya dalam bentuk dukungan anggaran bagi program-program,
kegiatan dan proyek-proyek pembangunan yang harus dilakukan, untuk mencapai
tujuan kerjasama yang telah ditetapkan.

Jabatan Fungsional. Dengan adanya jabatan fungsional yang secara khusus dan
profesional menangani masalah, personil yang bersangkutan akan berupaya untuk
melaksanakan tugasnya sebaik mungkin.

Sumberdaya Manusia. Terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia maksudnya
adalah terbatasnya pengetahuan dan wawasan seseorang dilihat dari kompetensi yang
dimiliki. Untuk melaksanakan tugasnya seseorang dituntut memiliki pengetahuan
dan wawasan yang luas, tidak dalam arti sempit hanya sebatas masalah teknis saja
tetapi juga masalah lain yang terkait dengan hal tersebut.

Sosialisasi yang memadai. Informasi tentang kerjasama daerah yang ada harus
terdistribusi pada personil/pegawai pada instansi terkait dalam bentuk sosialisasi, se-
hingga semua personil yang terlibat mengetahui dan memahaminya. Kurang leng-
kapnya informasi akan mempengaruhi kegiatan yang akan dilakukan, di mana
pekerjaan tidak dapat terlaksana secara efektif dan efisien, karena informasi yang ti- '
dak lengkap tersebut kurang dapat dijadikan data awal untuk suatu program kerja
yang baik.

Koordinasi internal. Dalam melaksanakan tugasnya diperlukan koordinasi antar

unit-unit kerja terkait. Kurangnya koordinasi antar unit kerja terkait dapat mengaki-
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batkan informasi yang diperoleh tidak jelas dan tidak lengkap. Hal ini akan mem-
pengaruhi kegiatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran.

3. Dalam implementasinya, kerjasama daerah akan lebih mempunyai relevansi yang signifi-
kan bila langsung ditindaklanjuti dengan program-program yang nyata. Dalam konteks
manajemen perkotaan, kerjasama daerah dalam pengelolaan infrastruktur kota akan lebih
memberikan penegasan pentingnya ketjasama daerah ini. Berkait dengan kerjasama
daerah Kartamantul, tinjauan kerjasama daerah akan lebih diarahkan pada kerjasama
pengelolaan sarana dan prasarana kota, khususnya pengelolaan air limbah dan persam-

pahan.




BAB 111
o KERJASAMA PENGELOLAAN SARANA PRASARANA
DALAM SEKRETARIAT BERSAMA KARTAMANTUL

Ada kekhawatiran bahwa otonomi daerah akan menimbulkan kecenderungan iso-
lasionisme, untuk tidak menyebut arogansi di antara pemerintah daerah. Dalam kondisi seperti
ini, kemungkinan ada kekhawatiran besar apakah pemerintah daerah dapat mengkompromi-
kan ‘good business sense’ dengan standar perlindungan lingkungan, guna menarik lebih
banyak investor. Oleh karena itu, perlu adanya kebutuhan bersama untuk meningkatkan ker-
jasama antar pemerintah kabupaten/kota di DIY dengan menggunakan peraturan yang saling
menguntungkan ( ‘win-win’ arrangements). Persaingan sehat bisa mengurangi kemungkinan
adanya pertentangan antar pemerintah kabupaten/kota.

PP 25/2000 menyatakan bahwa kerjasama antar kabupaten/kota hendaknya dilihat

terlebih dahulu sebagai salah satu cara untuk mengatasi kekurangan pemerintah daerah dalam

memenuhi semua tanggung jawabnya. Dalam kerjasama antar kabupaten/kota benar-benar

ada keuntungan terutamé dalam skala ekonomi (economies of scale) dan cakupan yang dapat
dicapai. Keuntungan-keuntungan dari kerjasama antar kabupaten/kota tersebut antara lain
penyediaan fasilitas dan pelayanan prasarana yang mahal di mana masing-masing pemerintah
kabupaten/kota terbatas kemampuannya, penghindaran terhadap duplikasi penyediaan pe-
fayanan, pemanfaatan sumber daya secara optimal melalui komplementasi (saling meleng-
kapi), serta pemasaran silang dan saling mempromosikan keunggulannya masing-masing.
Cross-boundary leveraging (dukungan lintas batas yang saling menguntungkan)
ditetapkan sebagai proses yang menggabungkan kekuatan, aset, kegiatan dan bahkan cara pe-

mecahan terhadap masalah-masalah, yang menghaéilkan sinergi untuk kerjasarna antar pe-
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merintah kabupaten/kota. Sinergi di sini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak dalam
kerjasama tersebut }ﬁemperoleh lebih banyak keuntungan dari pada masing-masing pihak
békcxja sendjduéendiﬁ.

Dalam Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, ada contoh-contoh yang nyata dari .
pengelolaan perkotaan, misalnya pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di
Piyungan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sewon. Kedua fasilitas tersebut ti-
dak akan layak dan tidak terjangkau untuk dibangun dan dipelihara bila cakupan pe-
layanannya hanya terbatas pada batas administrasi dari satu pemerintah kabupaten/kota saja.
Contoh lainnya adalah rencana untuk membentuk satu entitas pengelolaan air bersih perpi-
paan yang akan menjual air kepada ketiga PDAM. Dengan ketiga PDAM sebagai pasarnya,
jelas akan menjadi lebih menarik bagi investor dibandingkan hanya dengan satu saja, terlepas
apakah investor tersebut adalah pemerintah kabupaten/kota sendiri atau sektor swasta.

Melihat kenyataan di atas, DIY sejak awal tahun 90-an, telsh berusaha untuk
meletakkan mekanisme formal untuk kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme
ini dinamakan Sekretariat Bersama, yang telah dirintiskembangkan selama bertahun-tahun
baik bentuk maupun fungsinya untuk menangani berbagai isu lintas batas antar pemerintah

kabupaten/kota di DIY.

3.1 Kronologis Terbentuknya Kerjasama Pengelolaan Sarana Prasarana Perkotaan
dalam Sekretariat Bersama Kartamantul

Pembentukan kerjasama di antara ketiga kabupaten/kota tersebut tidak terlepas dari
perkembangan pengelolaan prasarana perkotaan di wilayah APY, khususnya persampahan.
Seperti diketahui, pembangunan di berbagai bidang telah mendorong Kota Yogyakarta tum-
buh dan berkembang dengan pesat. Pertumbuhan dan perkembangan sektor ckonomi dan

jumlah penduduk mengakibatkan pertumbuban dan perkembangan wilayah, khususnya
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wilayah perbatasan yang mengelilinginya. Sejalan deﬂgﬁﬁ itu, kebutuhan penyediaan
prasarana dan sarana utilitas umum juga meningkat. Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami
kesulitan dalam penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum, khususnya tempat pem-
buangan akﬁr sampah di lahan non produktif. Kesulitan serupa dihadapi oleh Pemerintah Ka-
bupaten Sieman dan Bantul yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta.

Mencermati  kesulitan yang dihadapi oleh ketiga pemerintah | kabupaten/kota,
Pemerintah Provinsi Daérah Istimewa Yogyakarta yang pada waktu itu juga berfungsi sebagai
pembina, lﬁemprakarsai adanya pertemuan lintas kabupaten/kota guna menyelaraskan/meme-
cahkan berbagai persoalan yang timbul sebagai dampak dari pembangunan di wilayahnya.

Atas prakarsa Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicapai ke-
sepakatan-kesepakatan antara pemerintah propinsi dan ketiga pemerintzh kabupaten/kota.
Salah satu hasil kesepakatan adalah penunjukan dan pembangunan lokasi tempat pembuangan
akhir sampah di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Dipilihnya Kecamatan Piyungan
sebagai lokasi tempat pembuangan akhir sampah yang berasal dari ketiga daerah kabu-
paten/kota antara lain karena mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan teknis.

Timbulnya ide pembangunan TPA Piyungan pada dasarnya adalah karena kesulitan
lahan untuk membangun suatu TPA di Kota Yogyakarta untuk digunakan sebagai pengganti
TPA Kricak (TPA yang digunakan untuk tempat pembuangan akhir sampah Kota Yogya-
karta) yang masa operasinya hampir usai. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka harus di-
cari lahan yé.ng tepat dan layak digunakanr sebagai tempat pembuangan akhir sampah.
Mengingat biaya pembangunan dan pengoperasian TPA yang tinggi, maka Pemerintah Pro-
pinsi DIY merencanakan agar TPA tersebut dapat digunakan secara bersama untuk daerah
Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang mencakup tiga pemerintah kabupaten/kota

yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
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Agar ide pembangunan dan pengoperasian TPA secara bersama untuk APY tersebut
dapét dilaksanakan, maka dilakukan pertemuan-pertemuan antar pihak yang berkepentingan
yaitu Pemerintah Propinsi DIY (sebagai penggagas ide dan bertindak sebagai fasilitator) dan
ketiga daerah kabupaten/kota (yang akan bertindak sebagai pengguna TPA). Selanjutnya Pe-
merintah Propinsi DIY melaiui Yogyakarta Urban Development Project (YUDP) menyusun
suatu rencana pembangunan TPA untuk memenuhi kebutuhan perkotaan Yogyakarta.
Mengingat lahan untuk TPA di Kota Yogyakarta tidak mungkin disediakan, maka direncana-
kan lokasi lahan tersebut berada di luar Kota Yogyakarta. Untuk meningkatkan efisiensi
penggunaan TPA tersebut dan mengingat biaya pembangunan dan pengoperasian TPA yang
tinggi, maka Pemerintah Propinsi- DIY mengusulkan kepada ketiga daerah kabupaten/kota
untuk bergabung memanfaatkan dan mengoperasikan satu TPA.

Berdasarkan survei kesesuaian lahan (pemilihan lahan) untuk TPA yang dilakukan
oleh pihak Konsultan YUDP, maka diusulkan lahan TPA yang akan digunakan adalah lahan
yang terletak di daerah Kabupaten Bantul, tepatnya di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan.
Direncanakan TPA Piyungan akan menggantikan ketiga TPA yang digunakan oleh ketiga ka-
bupaten/kota tersebut, yaitu TPA Kricak (TPA untuk Kota Yogyakarta), TPA Tambakboyo
(TPA untuk Kabupaten Sleman), dan TPA Pajangan (TPA untuk Kabupaten Bantul).

Untuk melaksanakan rencana pembangunan TPA Piyungan tersebut, maka Pemerin-
tah Propinsi DIY memfasilitasi pertemuan (perundingan) antar ketiga kabupaten/kota yang
akan terlibat pada pemanfaatan TPA Piyungan tersebut untuk menyusun suatu kesepakatan
tentang hak dan wewenang antar pihak pada pembangunan dan pengoperasian TPA Piyungan.
Akhirnya kesepakatan yang dicapai adalah pelaksanaan pembangunan akan dilakukan mclalﬁi

program YUDP. Biaya pembangunan dan peralatan disediakan melalui program YUDP, dan

biaya pembebasan lahan disediakan oleh Pemerintah Propinsi DI'Y. Pengoperasian pada tahap
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pertama (direncanakan selama 5 tahun, mulai tahun 1995 hingga tahun 2000) akan dilaksana-
kan oleh Pemerintah Propinsi DIY, dan setelah tahun 2000 akan dilaksanakan oleh ketiga pe-
merintah kabupaten/kota secara bergilir (setiap kabupaten/kota mendapat jatah satu tahun).

Untuk melaksanakan pengelolaan TPA Piyungan dibentuk Lembaga Pengelola TPA
Piyungan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No-
mor 193/KPTS/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan, yang merupakan tindak
lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
175/KPTS/1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Prasarana Perkotaan.

Pelaksana pengelolaan TPA pada tahap pertama (tahun 1995 — 2000) akan berada di
bawah tanggung jawab Sub Dinas Cipta Karya DIY. Pengaturan hak dan wewenang antar ka-
bupaten/kota ditetapkan melalui satu forum kerja yang dibentuk pada tahun 1996, yaitu

Sekretariat Bersama (SEKBER). Setelah tahap pertama diselesaikan, maka tanggung jawab

‘pelaksanaan diserahkan kepada ketiga kabupaten/kota yang menggunakan TPA Piyungan se-

bagai lahan tempat pembuangan akhir sampah, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman
dan Kabupaten Bantul. Masing-masing pemerintah kabupaten/kota fersebut akan mengopera-
sikan TPA Piyungan secara bergilir per tahun. Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat giliran
pertama untuk pengoperasian tahun 2000, selanjutnya giliran Kabupaten Bantul pada tahun
2001. Pada tahun 2002 seharusnya menjadi giliran Kabupaten Sleman, tetapi Kabupaten Sle-
man menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Kabupaten Bantul.

Sekretariat Bersama (Sekber) yang dibentuk tahun 1996 didasarkan pada ke-
sepakatan antara ketiga kepala daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Bantul dan Bupati Kepala Dacrah Tingkat II Sleman, serta
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 583b/B/SKB/Bt/1996,

310/Kep/KDH/1996, 1169 Tahun 1996 tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Ting-
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kat II, yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Guberﬁﬁr Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 175/KPTS/1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Prasarana
Perkotaan pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa “untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan
prasarana perkotaan oleh Bupati/Walikotamadya secara bersama-sama dibentuk sekretariat
bersama sébagai forum koordinasi.” Dengan demikian sebutan Sekretariat Be;'sama sudah ada
walaupun proses pembentukannya dengan didahului SK Gubernur tahun 1995, dan ditegaskan
dengan Keputusan Bersama tgshun 1996, dan bukan atas semate-mata inisiétif murni dari
ketiga pemerintah kabupaten/kota yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Hal ini dapat dipa-
hami, mengingat dominasi pemerintah pusat/propinsi pada masa itu masih sangat kuatnya,
dan otonomi pada daerah kabupaten/kota belum berjalan seperti pada saat sekarang.

Dengan kesadaran bahwa secara geografis ketiga kabupaten/kota yang terletak mulai
dari lereng hingga kaki Gunung Merapi ini tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu sistem
di dalam pengelolaan prasarana perkotaan secara efisien, maka untuk menindaklanjuti Kepu-
tusan Bersama tahun 1996 tersebut disepakati adanya pelaksanaan kerjasama pengelolaan
prasarana perkotaan dengan menerbitkan Keputusan Bersama Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Bantul dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman, serta Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat I Yogyakarta Nomor 074/Kep. KDH/1999, 07.a/Kep.KDH/1999, 01/Kep.KDH/1999
tentang Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Prasarana Perkotaan Antar Daerah Tingkat II

Dalam keputusan bersama ini disebutkan bahwa Sekretariat Bersama adalah Forum
Kerjasama Pémbangunan Yogyakarta, Sleman dan Bantul khususnya di dalam sistem
pengelolaan prasarana perkotaan, meliputi komponen/sektor jalan dan transportasi, air bersih,
drainase, air limbah dan sanitasi, serta persampahan, dengan prioritas penanganan dan
pengelolaan pada sektor persampahan khususnya di dalam pengelolaan TPA Piyungan serta

penanganan dan pengelolaan sektor air limbah khususnya IPAL Sewon. Untuk melaksanakan
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kerjasama pengelolaan kedua prasarana perkotaan ini kemudian dibentuk Forum Pengelota
Sampah dan Forum Pengelola Air Limbah DIY yang merupakan forum pengelola milik ber-
sama ketiga kabupaten/kota dan Propinsi DIY, di mana kedua forum pengelola ini berada di
bawah koordinasi dan supervisi Badan Sekretariat Bersama.

Dengan semakin banyaknya permasalahan yang timbul, khususnya berakhirnya masa
pengelolaan TPA Piyungan oleh Propinsi DIY pada tahun 2000 dengan dilayangkannya Surat
Gubernur DIY Nomor 658.1/0777 tertanggal 5 April 2000 perihal Penyerahan Pengelolaan
TPA Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul, dan keinginan ketiga kabupaten/kota untuk
mewujudkan keserasian pembangunan yang bertumpu pada laju pertumbuhan antar daerah di
wilayah perkotaan Yogyakarta yang semakin pesat, serta untuk mengantisipasi permasalahan
yang timbul di ketiga wilayah ini, maka dengan persetujuan ketiga DPRD kabupaten/kota dan
dengan diketahui Gubernur DIY, diputuskanlah Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati
Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2001, 01/PK-KDH/2001, 01 Tahun 2001
tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Antar Kabupaten Bantul,
Ksbupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, yang ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2001.

Keputusan Bersama ini membutuhkan tindak lanjut berupa wadah yang diperlukan
untok memfasilitasi kerjasama terscbut. Akhimya pada tanggal 18 Juni 2001
ditandatanganilah Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogya-
karta Nomor 04/Perj/BT/2001, 38/Kep. KDH/2001, 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Antar Kabupaten Bantul,
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, yang menandai lahimya Sekretariat Bersama dan
menjadi tonggak baru dalam hubungan kerjasama ketiga kabupaten/kota tersebut. Sekretariat
Bersama ini di kemudian hari lebih dikenal dengan nama Sekretariat Bersama Kartamantul

(Sekber Kartamantul).
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3.2 Kelembagaan Sekretariat Bersama

Seperti yang ada saat ini, Sekretariat Bersama dibentuk melalui SK Bersama No.
04/Perj/BT/2001, No. 38/Kep. KDH/2001, dan No. 03 Tahun 2001 oleh Bupati Bantul, Bupati
Sleman, dan Walikota Yogyakarta. Sebelumnya, SK Sekber tersebut didasarkan pada
persetujuan dari masing-masing DPRD untuk dimungkinkannya kerjasama antar-daerah.
Seperti ditetapkan dalam SK Bersama tersebut, fungsi utama dari Sekretariat Bersama adalah
untuk mencapai pembangunan yang seimbang di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta melalui
sinkronisasi kegiatan dari ketiga Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam perencanaan,
pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas dan
pelayanan prasarana.

Kelembagaan Sekretariat Bersama bersifat ad hoc, sesuai dengan kegiatan yang
dikerjasamakan berdasar pada kebutuhan yang hendak dicapai secara bersama. Kepemim-
pinan Sekretariat Bersama akan diputar di antara ketiga pimpinan Pemerintahan Kabu-
paten/Kota, dengan posisi sekretaris yang juga akan diputar di antara ketiga Ketua Bappeda
Kabupaten/Kota. Anggota-anggota intinya terdiri dari kepala instansi-instansi terkait yang
bertanggung jawab terhadap perencanaan, keuangan, penyiapan program, administrasi publik
dan urusan hukum. Kepala dari instansi-instansi pemerintah kabupaten/kota lainnya serta
perwakilan dari masyarakat, kelompok minat dan sektor swasta jika diperlukan diundang
dalam pembahasan Sekretariat Bersama. Sebagian besar proses-proses selanjutnya dalam
kerjasama antar kabupaten/kota akan dilakukan oleh Sekretariat Bersama.

Dalam perkembangan Sekretariat Bersama, pada pembahzisan sektor tertentu mulai
melibatkan 2 kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, walaupun
dalam kapasitas sebagai peninjau. Tidak tertutup kemungkinan Sekrefariat Bersama yang

telah terbentuk dapat menjadi wadah kerjasama yang lebih luas antar pemerintah kabu-
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paten/kota di DIY. Bahkan, tidak terbatas hanya pada pengembangan pelayanan prasarana
saja. Sekretariat Bersama juga dépat dikembangkan untuk wadah kerjasama tata ruang antar
daerah, lintas pemasaran atau kerjasama lintas manajemen, juga kemungkinan berkembang
untuk penanganan bahaya geologis dan pelestarian warisan budaya.

Sekretariat Bersama “Kartamantul” merupakan forum kerjasama pembangunan Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Khususnya di dalam sistem
pengelolaan prasarana dan sarana p;arkotaan yang meliputi 6 komponen yaitu air bersih, air
limbah, persampahan, drainase, jalan, dan transportasi. Adapun fungsi dan kedudukan
Sckretariat Bersama adalash sebagai forum yang membantu para pihak dalam
mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan
prasarana dan sarana di wilayah perkotaan Yogyakarté. Kerjasama pengelolaan prasarana dan
sarana perkotaan tersebut dilaksanakan melalui tahapan prosedur kerja sebagai i)en'kut:

o Koordinasi di tingkat teknis (fow management) untuk merumuskan program kerjasama
termasuk pembiayaan, yang menjadi masukan untuk menyusun draf kebijakan.

o Koordinasi di tingkat tim pengarah, yaitu kepala instansi terkait (middle management)
untuk mengklarifikasi dengan tim teknis sebelum pengesahan keputusan atau kebijakan.

0 Pengesahan keputusan atau kebijakan oleh Walikota/Bupati (fop management).

Sekretariat Bersama Kartamantul mempunyai fungsi dan peran dalam melakukan
hal-hal sebagai berikut:
a Koordinasi pertemuan rutin dan pembahasan seluruh aspek ketjasama.
a Fasilitasi proses diskusi antar daerah untuk masalah isu-isu perbatasan.

o Mediasi konflik antar daerah dan daerah dengan propinsi.

O

Penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah.

o Rekomendasi usulan program pembangunan perkotaan.
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I Gubernur DIY I

Walikota Bupati Bupati
Yogyakarta Sleman Bantut

SEKRETARIAT BERSAMA KARTAMANTUL

FUNGSI KOORDINASI
o Koordinasi  pengelolaan
prasarana & sarana

FUNGS!I FASILITASI DAN
DIALOG
o Rekomendasi kebijakan

@ Pembiayaan Layanan 0 Kesadaran masyarakat dan
o Promosi investasi layanan pendidikan umum

0 Perencanaan tata ruang o Memecahkan perselisihan
o Keseragaman aturan main o Pengelolaan data dan

informasi

Instansi Terkait I.__ Swasta — Masyarakat l

GAMBAR 3.1
PERAN DAN STRUKTUR SEKBER KARTAMANTUL
Swumber: Swirisno, 2003

Unsur sekretariat bersama terdiri dari Sekretaris Daerah, ketua di bidang
perencanaan, kepala instansi di bidang keuangan, kepala instansi di bidang penyusunan
program, kepala instansi di bidang pemerintahan, dan kepala instansi di bidang hukum pada
masing-masing kabupaten/kota.

Organisasi Sekretariat Bersama terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Ketua
dijabat oleh sekretaris daerah yang berasal dari ketiga daerah secara bergantian, begitu juga

sekretaris. Untuk kemudahan koordinasi administrasi, maka ketua dan sekretaris berasal dari

oo eamsr
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daerah yang sama. Berdasarkan hasil kesepakatan rapat pada 5 Juli 2001, maka telah

terbentuk pengurus harian untuk periode tahun 2001 yang dijabat oleh Sekda Kabupaten

 Sleman sebagai Ketua dan Kepala Bappeda Sleman sebagai Sekretaris.

Dalam melaksanakan kegiatan, Sekretariat Bersama melakukan konsultasi dan rapat
koordinasi dengan instansi terkait, organisasi dan Lembaga Sosial Masyarakat, pihak swasta
dan pihak lain yang dianggap perlu. Pelaksanaan koordinasi berupa rapat tefsebut sekurang-
kurangnya dilaksanakan éetiap satu bulan sekali.

Kerjasama pélayanan jasa perkotaan yang sudah berjalan pada saat ini adalah
pengelolaan TPA Piyungan dan pengelolaan IPAL Sewon. Sedangkan kerjasama pengelolaan
Transportasi, Air Bersih, Jalan, dan Drainase masih dalam proses penjajakan dan sinkronisasi

antar ketiga pemerintah kabupaten/kota.

3.3 Sistem Air Limbah di APY

3.3.1 Gambaran Umum Sistem Air Limbah di APY

Pengelolaan air limbah di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) terdiri atas 3

(tiga) sistem sebagai berikut:

0 Fasilitas sanitasi individual yang melayani 41% penduduk.

o Fasilitas sanitasi komunal yang melayani 0,1% penduduk.

o Pengolahan sistem limbah terpusat, yang memberikan pelayanan 9% penduduk.

Fasilitas sanitasi individual terdiri dari unit jamban pribadi yang mengalirkan tinja ke
tangki septik dengan fasilitas infiltrasi bawah tanah atau langsung ke cubluk. Beberapa fasi]i-
tas komunal yang ada biasanya terdiri dari jaringan pengumpul di mana masing-masing
rumah tangga dapat mengalirkan limbah mereka ke jaringan tersebut. Sistem pengumpulan

tersebut mengalirkan air limbah baik ke pengolahan air limbah komunal maupun ke sungai.

e e i = e e e mmm e e mi -- . N T PR S R SO
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Pengolahan air limbah sistem terpusat terdiri dari sambungan rumah tangga dan non rumsh
tangga, jaringan pengumpul, sistem penggelontor dan Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL) yang mengolah air limbah yang dikumpulkan dari jaringan tersebut.

TABEL 11.1
CAKUPAN SISTEM AIR LIMBAH DAN SANITASK
WILAYAH
Yogyakarta | Sleman Bantul APY
JENIS PELAYAN{AN SATUAN Penduduk: | Penduduk: | Penduduk: | Penduduk:
430,076 318.771 220212 969.059
CAKURAN
Sistem Alr Limbah % pop. 20% 1% Q% 9%
erang 84.000 3.000 0 87.000
Fasilitas Komunal % po p. 0,2% 0% 0% 0,1%
orang 750 o 0 750
Fasilitas Pribadi % po p. 54% 33% 27% 41%
orang 231.000 106.000 60.000 397.0001
Total Cakupan % po p. 73% 34% 27% 50%
arang 315.7560 109.000 60.000 484.750
Yang Tidak Terlayani % po p. 27% 66% T3% 50%
ora 114.328 208.771 160.212 484,309
SISTEM AR LIMBAH
iDaerah Pelayanan Ha 1.220 30 0 1.250]
Sambungan domestik terdaftar No. 6.956 470 (i} 7.426]
Sambungan non-domestik
terdaftar ' Na. 639] ] Q 639
Sambungan domestik tidak
terdaftar (10%) ' No. 700 50 0 750
Rata-rata Debit Tertinggi ttr/dtk 68 3 90 89
Rata-rata Aliran Limbah n’/hari 5.700 300 0 6.000
Desain Kapasitas IPAL yang ada - 15.500 m’/hari atau 180 Rr/dtk
Rencana Penduduk Terlayani orang 110.000
Deszain Beban influen BOD kgfhari 7.130
{Desain Kosentrasi influen BOD mo/Rr 320
Kapasitas Pengelolaan IPAL
sebenarmya % 39%
FASILITAS KOMUNAL
Estimasi Jumlah Unit Individual Unit 3 o Q 3
Estimasi Produksi Lumpur m°/hari 24 0 0 24
Kebutuhan Pengumpulan Lumpur | m>/hari 0,1 0 0 0,1
Truk Vakum yang Ada Unit 3 0 0 3
Kapasitas Pengumpuian Lumpur
yang Ada ' m°/hari 24} 0 0 24
Tingkat Pelayanan % 0,5% 0% 0% 0,5%
JFASILITAS INDIVIDUAL
Estimasi Jumiah Unit Individual Unit 36.100 16.600 9.400 62.100
Estimasi Produksi Lumpur m’hari 5.775 2.650 1,500 9.925
jKebutuhan Pengumpulan Lumpur m°/hari 29 14 8 51
Truk Vakum yang Ads Unit 3 0 0 3
Kapasitas Pengumpulan Lumpur
yang Ada mhari 24 0 0 24
Tingkat Pelayanan % 83% 0% 0% 83%

Sumber ; YUIMS, 199%a
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Sisa lainnya, yang tidak menggunakan si'stem individual, komunal atau terpusat, ma-
sih membuang air limbahnya langsung ke lingkunganéeicitarnya (dibuang sembarangan atau
langsung ke sungai, kolam, sawah atau tempat-témpat terbuka lainnya, drainase, saluran iri-
gasi). Pengelolaan limbah industri tidak masuk dalam perhitungan di atas. Asumsinya, bahwa
pengadaan pengolahan individual disiapkan untuk kebutuhan mereka sendiri. Cakupan sistem
air limbah dan sanitasi selengkapnya yang ada di wilayah perkotaan Yogyakarta disajikan
pada tabel II1.1 di atas.

Sangat sedikit data yang tersedia tentang fasilitas sanitasi individual baik secara
kualitas maupun kuantitas, dan dibutuhkan survai lapangan untuk memutakhirkan angka-
angka yang ada. Jadi angka 41% merupakan cakupan oleh sanitasi setempat. Sanitasi indi-
vidual biasanya terdiri dari satu unit WC pribadi yang membuang tinja menuju fasilitas
pengolahan. Teknologi pengolahan utama yang digunakan adalah (1) tangki septik dengan
fasilitas infiltrasi bawah tanah, kadang-kadang disambungkan langsung ke dalam air seperti
saluran irigasi, saluran drainase, jaringan air limbah dan sungai, dan (2) cubluk, yang sering
secara salah disebut ‘tangki septik’.

Di Kota Yogyakarta ada beberapa inisiatif masyarakat terhadap pengolahan limbah
manusia, khususnya di kawasan yang belum terjangkau oleh jaringan air Iimbal; Kadang-ka-
dang masyarakat membangun pipa lateral di tempat permukiman, yang biasanya disalurkan
menuju sungai atau saluran irigasi. Kemudian warga membangun sambungan rumah ke
lateral. Beberﬁpa fasilitas umum, seperti MCK atau jamban umum, merupakan bentuk lain
dari sistem sanitasi komunal yang ditemukan di beberapa daerah di Kota Yogyakarta.

Fasilitas sanitasi komunal dibangun melalui program perbaikan kampung (Kampung
Improvement Program/KIP) yang dimasukkan dalam sektor Perumahan dan Peremajaan

Kota. Kemudian melalui proyek percontohan oleh YUDP (Yogyakarta Urban Development
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Project), pada tahun 19961997 sistem komunal telah dibangun di Wirogunan yang melayani
68 rumah tangga, di Purwokinanti 35 rumah tangga dan di Brontokusuman 40 rumah tangga.
Sistem air limbah komunal terdiri jaringan pengumpul dan JPAL komunal. Untuk IPAL ko-

munal dua teknologi dipilih yaitu Upflow Anaerob Sludge Blanket (UASB) dan tangki septik.

GAMEAR 3.2
IPAL KOMUNAL WIROGUNAN TIPE UASB
Sumber: YUIMS, 1999a

Pengolahan air limbah sistem terpusat merupakan sebuah sistem yang dimulai dari
sambungan rumah tangga dan non rumah tangga yang terkumpul dalam jaringan pengumpul
dan sistem penggelontor yang bermuara pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pada
APY, sistem ini melibatkan ketiga kabupaten/kota dalam sebuah jaringan air limbah terpadu
yang saling bersambung. Pada konteks ini, kerjasama antara ketiga kabupaten/kota meru-

pakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan.

3.3.2 Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat

Jaringan air limbah di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta sebagian besar adalah

saluran yang dibangun pada zaman Belanda, antara tahun 1925 dan 1938, Sekarang saluran
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tersebut melayani kawasan Kota Yogyakarta dan sebagian di Kabupaten Sleman, khususnya
di kompleks Universitas Gadjah Mada (UGM). Untuk Kota Yogyakarta jaringan air limbah
berada di bawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), sementara kawasan

UGM dikelola sendiri.

GAMBAR 3.3
MESIN PENGGELONTOR
Sumber: YUIMS, 199%a

Sistem air limbah yang ada sekarang terdiri atas komponen-komponen sebagai beri-
kut (YUIMS, 1999a):
o Pengelolaan oleh DKP Kota Yogyakarta
» Jaringan pipa lateral dengan panjang lebih kurang 113.695 meter dan pipa induk
sepanjang 33.129 meter yé,ng keduanya dioperasikan secara gravitasi.
» Sistem penggelontor, termasuk bangunan pipa intake, kolam pengendap, pipa-pipa
penggelontor dengan total panjang lebih kurang 19.433 meter, dan pintu penggelontor.
o Pengelolaan oleh Dinas Kimpraswil Propinsi DI'Y

> Pipa induk sepanjang 10.092 meter yang dioperasikan secara gravitasi.

L . IR . : ; . e
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GAMBAR 3.4
KOLAM PENGENDAPAN
Sumber: YUIMS, 199%9a

» Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Cepit, Kelurahan Pendowoharjo, Ke-
camatan Sewon, Kabupaten Bantul. IPAL ini dibangun pada tahun 1994-1995 dan su-
dah beroperasi sejak bulan Januari 1996. IPAL terscbut didesain untuk memberi pe-
layanan 110.000 penduduk dengan rata-rata menghasilkan air limbah 15.500 m’/hari.

TABEL 1¥L.2
JUMLAH PELANGGAN AIR LIMBAH (WAJIB RETRIBUSD)

Jumiah Pet '
No.{ Pemerintah Daerah umlah Pelanggan (WR) “
Tahun 2001 | Tabun 2002 | Tahun 2003

1.|Kota Yogyakarta 8.609 8.747 9.236
2.|Kabupaten Sleman 1.375 1.375 1.375
3, {Kabupaten Bantul
Jumlah

Sumber: Survei Lapangan, 2004

Sedangkan secara kelembagaan, Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Sewon
Bantul pada saat ini struktur organisasinya masih berada di bawah Dinas Kimpraswil Propinsi
DIY. Organisasi pengelola terdiri atas Koordinator, Kepala Unit, Sekretariat, Kepala
Administrasi Umum, Bendaharawan, Pengawas Lapangan, Bagian Organisasi dan Penjaga.

Struktur Organisasi Pengelola dapat dilihat pada gambar 3.5.
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] ]
SEKRETARIS I KA. ADMINISTRASI UMUM
Kusprik Hartini I Purwanto
————————————
| ] ]
ASS. PERSONALIA PETUGAS URUSAN PENJAGA/PENGEMUDI
FX. Eko Purnomo KEUANGA“ 1. Nuryono
L J. Haryadi 2. Walijo
————— 3. Muh. Dahlan
4. Hari Susanto
[ | 5. Kahana
' 6. Slamet Riyadi
PENGAWAS LABORAT | PENGAWASOQ &P PENGAWAS O &P 7. Subagyo
INSTALASI JARINGAN PIPA INDUK B. Yusup
Suyatno N. Hendar Joko R. Suprihana, ST T —
TEKNISt LABORAT || PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN
KOLAM, GED., TAMAN JAR. INDUK PENGGLONTOR
1. Suhardjo, BMUE
2. Endah Eniati 1. Mujiyo 1. Supardjan
3. Surantini 2. Nurwanto 2. Susilo
4. Hartanto 3. Wagiyo 3. RB. Indro Sl-ltOpO
TR — O 4. Sali
5. Supoyo
- PEMELIHARAAN 6. Prasetyo
PERALATAN/MEKANIK
1. Sumantoro
2. Kumijo
3. Suharyanto

GAMBAR 3.5
BAGAN ORGANISASI UNIT INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (TPAL)
Sumber: SK Pimpro PLP DIY, No. 188.45/02, Tanggal 1 April 2003
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Jumlah tenaga yang bekerja pada IPAL Sewon Bantul pada tahun 2001-2003 tercatat

sejumlah 35 orang pekerja, 14 staf berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari

Pemerintah Propinsi DIY dan tiga pemerintah kabupaten/kota, yaitu Pemerintah Kota

Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul yang

merupakan kontribusi tenaga kerja untuk kerjasama pengelolaan IPAL Sewon tersebut.

Sedangkan sisanya sejumlah 21 orang berstatus Pegawai Harian Lepas.

TABEL IIL3
DAFTAR SUSUNAN TENAGA PELAKSANA DINAS/INSTANSI YANG
DIPERBANTUKAN PADA KANTOR OPERASI DAN PEMELIHARAAN IPAL
SEWON, BANTUL - TAHUN ANGGARAN 2003

No. Nama Dinas/Instansi Jabatan dalam Unit Gol/ Mas.a
Ruang | Kerja
1 2 3 4 5 6

1. { Ir. M. Natsir Basuki, MM. | Diskimpraswil Prop. DIY Koordinator \'%] 22 Tabun
2. | Ir, Anton Haryono, MT. Diskimpraswil Prop. DIY - | Kepala Unit M 15 Tahun
3. | Purwanto DKKP Kota Yogyakarta Ka. Administrasi Umum I 19 Tahun
4. | FX Eko Purnomo Diskimpraswil Prop. DIY Ass. Personalia mn 19 Tahun
5. | J. Haryadi Diskimpraswil Prop. DIY Petugas Urusan Keuangan A 19 Tehun
6. | Suyatno Dinas Cipta Karya Sleman | Pengawas Laborat b 19 Tabun
7. | Suhardjo, BMUE Dinas PU Kab. Bantul Teknisi Laborat n/d 24 Tahun
8. | NH. JokoR. Diskimpraswil Prop. DIY Pengawas O&P Instalasi iIl/a 15 Talum
9. | Mujiyo Dinas Cipta Karya Sleman | Pemel. Kolam, Gedung & Taman 114 15 Tahun
10. | Sumantoro DKKP Kota Yogyakarta Pemel. Peralatan & Mekanik Iiib 19 Tahun
11. | Suprihana, ST. Dinas PU Kab. Bantul Pengawas O&P Jaringan Pipa Induk /e 9 Tahun
12. | Supardjan DKKP Kota Yogyakarta Pemel. Jar. Pipa Induk & Pengglontor Hl/a 15 Tahun
13, | Susilo - DKKP Kotz Yogyakarta Pemel. Jar. Pipa Induk & Pengglontor ill/a 15 Talum
14. | RB. Indro Sutopo DKKP Kota Yogyakarta Pemel, Jar. Pipa Induk & Pengglontor HIb 19 Tahun

Sumber: SK Pimpro PLP DIY, No. 188.45/02, Tanggal 1 April 2003

Lembaga pengelola IPAL merupakan bagian dari suatu proyek, bersifat cost-centre.

Sejak mulai beroperasi sampai dengan tahun 2001, guna membiayai operasi dan pemeliharaan

(O & P), dana diperoleh dari APBD Propinsi DIY. Setelah tahun 2001, pembiayaan mulai

dibagi dengan ketiga pemerintah kabupaten/kota pengguna IPAL tersebut. Realisasi biaya

operasi dan pemeliharaan IPAL Sewon Bantul selama 2001-2003 tercatat sebagai berikut:




TABEL HL4
KONTRIBUSI BIAYA OPERASIONAL & PEMELIHARAAN JPAL SEWON (Talun 2001-2003)

I 1|Kota Yogyakarta
2.|Kabupaten Sleman
3.|Kabupaten Bantul I .000.000,
4. Lain-ain (Prop. DIY) 400. 550 000, " 1.331.959.000,
Jumiah .400. 559, 000, 1.551.959.000,

Sumber: Survei Lapangan, 2004

Jaringan air limbah terpisah dengan jaringan drainase. Kemiringan rata-rata pipa in-
duk hanya 0,5% dan pipa fateral 0,45%. Hal ini membuat pentingnya menyediakan jaringan
air limbah dengan sistem penggelontor yang menggunakan air sungai ketika kondisi pember-
sihan sendiri tidak tercapai. Air penggelontor diambil dari tiga infer: Dam Bendolele (di Kali
Winongo), Dam Pogung dan Selokan Mataram.

Sebelum operasi IPAL, hampir semua air limbah yang terkumpul dibuang langsung
ke lingkungan sekitarnya tanpa pengolahan, baik ke sungai maupun ke sawaly/saluran irigasi
lewat sepuluh outlet yang dialirkan ke kali Code, Winongo dan Belik dan dua outlet yang
menuju persawahan/saluran irigasi. IPAL dirancang untuk melayani daerah pelayanan yang
ada di Kota Yogyakarta termasuk jaringan pengolahan limbah di UGM. Jaringan UGM belum
dihubungkan. Masih ada dua outlet ke sungai Code. Pengelolaan limbah diharapkan mencapai
kapasitas pengelolaan yang maksimum dalam beberapa tahun ke depan.

Daerah pelayanan air limbah sistem terpusat di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta
mencakup lebih kurang 1.250 hektar yang terdiri dari daerah pelayanan berikut:

o Daerah antara sungai Winongo dan sungai Code di sebelah barat dan timur, dengan batas

kota di sebelah utara dan selatan.
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o Beberapa wilayah di sebelah timur Kali Code, yakni Keluraban Terban, Baciro, Tegal
" Panggung, Lempuyangan, Bausasran, Purwokinanti, Gunungketur, Wirogunan, Semaki,
Tahunan, Sorosutan dan Giwangan.

a Universitas Gadjah Mada, Catur Tunggal dan Sinduadi (Kabupaten Sleman).

TABEL IELS
LUAS DAERAH PELAYANAN AIR LIMBAH DI APY
—— ﬁ

No.{ Pemerintah Daerah Luas Dacrah (Ha)

I Total Terlayani Tidak Terlayani
1.[Kota Yogyakarta 3.289,50 1.220,00 2.069,50]
2.|Kabupaten Sleman 3.807,00 30,00 3.771,060
3.|Kabupaten Bantul 3.050,00 0,70 3.049,30]

Jumtah 1014650 125070  8.895:80]

Sumber: Survei Lapangan, 2004

Untuk operasi dan pemeliharaan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota
Yogyakarta telah membagi air limbah sistem terpusat ke dalam empat sektor. Secara teknis,
wilayah pelayanan terbagi dalam 20 seksi penggelontoran. Daerah pelayanan air limbah sis-

tem terpusat dapat dilihat pada peta Gambar 36.

3.3.3 Rencana Tindak Sistem Air Limbah di APY

Program mendesak difokuskan pada pelestarian tingkat penyampaian pelayanan serta
penyelamatan lingkungan. Pada pengolahan sistem air limbah terpusat, rencana tindakannya
antara lain adalah pembersihan jaringan air limbah, perbaikan pipa dan peralatan yang rusak,
penambahan pelanggan domestik, pengadaan suku cadang untuk IPAL Sewon, pendataan pe-
langgan, pelaksanaan pemasaran sosial, penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan
lainnya, mendesain struktur tarif baru, dan melakukan lokakarya-lokakarya tentang pengem-

bangan kebijaksanaan dan dasar hukum untuk pembangunan sektor air limbah.

e e Coe R . - P e - . '




YBqiuen) Jiy i

B6661 ‘SWINA |9'€ HVAWVD
yIEWNS HYEWVO 'ON

V1HVAVADOA NYY.LONHTd ISYHINOTOV I
1VSNdy3 1L W3LSIS HVYENN Y
'YNOZ NYQ NVNVAVTId HV3va

vi3d nanr

Al
——
Q00T o 000T

NoNWalsse
A ¥OoLES

I HOINIS
I ¥OIM3sS

| HOL3S

HVEWIT UiV Ydid NVONRIVT
NVIVIRVOIA SYLYE
NILYdNSYH/VLON SYLVE
WONNs

Y Y13H3A NIV
WASYNYIVT 5=

# VAN3DE1

VNVUEYSYHd YNVIVS NYY1073ONad
VINVSVIEIN dVAVHYAL
HYY3VQA HVINRENAd NYONMING
NVIFY

sigdi nanr
eZiz00a¥] * NWIN

NIANNIVZ QYINNYHNW @ YINVN

OUODPINOCAIA SYLISHIAINN
YNVMVS VYISYd WYHO0ud
VLOM NYO HYAVTIM
NVNNONYENId NYYNYONTH3d Y3LSIOVW




87

Program jangka menengah dilanjutkan dengan optimalisasi sistem air limbah, teru-
tama IPAL. Sewon. Rencana tindakannya antara lain penambahan pelanggan, pelaksanaan
program pelatihan rutin tentang operasi dan pemeliharaan sistem air limbah termasuk sistem
penggelontor, pembentukan Perusahaan Daerah Air Limbah (PDAL), pelaksanaan struktur

tarif baru, serta melakukan lokakarya-lokakarya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.

GAMBAR 3.7
AERATOR MEKANIS IPAL SEWON
Sumber: YUIMS, 1999

Target kinerja untuk jangka panjang adalah meningkatkan cakupan pengolahan air
limbah sistem terpusat di APY sesuai dengan rencana induk sektoral. Rencana tindakannya
antara lain perluasan jaringan air limbah dan membangun dua IPAL baru, satu dekat IPAL
Sewon, dan yang kedua sebelah timur sungai Code, serta melakukan lokakarya-lokakarya
untuk penyusunan rencana usaha. Program pengembangan air limbah dan sanitasi di APY
diwujudkan dalam paket-paket investasi yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel IIL6 di

bawah ini.
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TABEL L6
INVESTASI SEKTOR AIR LIMBAH DI APY
Blaya Pokok (Jutsan Rp) Sumbaer
Nol Pakat lnvestasi Yogywkaria | Swman | Bantsl | APY Pendansan | '
[Sistern T
1. |Rehabiitast Jariegan
¢ Pembersihan Lateral 600,00 600,00{APBD Kota
«_Rehabilitasi Jaringan Pipa Air Limbah 1.536,00 1.536,00|APBD Kota
2. |Pengembangan Jaringan
« Pelaksanaan Fipa Lateral & Manhole 3.750,00 2526,00 3.730,00 11.006,00{Kab /Kota/Prop.
+ Paiaksanaan Sambungan Rumah 500,00 375,00f 312,00 1.187,00|Masy fSwasia
s Pelaksanaan Pipa Pengglontor 9.954,00 5.384,00 3.220,00 18.558,00]APBD Prop.
« Palaksanaan Pipa Induk (dia, 40 cm} 7.263,00 7.263,00] - 14.526,00|APBD Prop.
3. |Persiapan Kelembagaan O & P dan
Retribusi Alr Limbah Terpusat
» Evaluasi O & P Jaringan Air Limbah T 2500 ‘ APBD Kota
» Penyiapan Manual O & P Jeringan ’

Air Limbah 25,00 APBD Kota
* Pelathan O &P 25,00 50,00 50,00 125,00|APBD Kab./Kota
* Persizpan Perda Retribusi Air Limbah 10,00 10,00 10,00 30,00[APBD Kab/Kota
« Kompiter dan Software Retribusi Alr

Lim_lzah 25,00 25,00 25,00 75,00iAPBD Kab fKota

Total Sistem Terpusat 23.713,00 16.633,00 7.347,00 47.643,00
Sistemn Setempat
4. |Parbaikan Sarana Santtasi Dasar
Pemukiman
= Survai Desa/Kelurahan 50,00 50,00 50,00 150,00{APBD Kab./Kota
* Pelatihan Kader Kesehatan :

Lingkungan Dusun/RW/RT 200,00 100,00 100,00 400,00{APBD Kab./Kota
= Penyuivhan Masyaraiaat Sanitasi 205,00 400,00 100,00 405,001APBD Kab fKota
= Pelaksanaan Sanitasi Dasar

Permukiman (Dana Stimulan) 3.075,00 1.500,00 1.500,00 6.075,00|Masy.fKab_fKota

5. [Pengembangan Sistem Pengumpuian
dan Pengolahan Lumpur Tinja
+ Peangadaan Truk Tinja 350,00 525,00 175,00 1.050,00{APBD Kab./Kota
+ Pembangunan Unit Pemadatan
Lumpur Tinja 550,00 550,00 1.100,00[APBD Prop.
« Transformasi "Studges Drying Bed*
ke "Thickening Pond” 60,00 60,00]APBD Prop.
6. [Persiapan Peraturan Sarana Saniktasi
Setem 30,00 30,00 30,00 90,00APBD Kab/Kota
Tomm TR0 00 B0 ZOs00 93000
fAlr Limbah Non Domestik
7. |Perbalkan Sarana Pengolahan Alr
Limbak Petarnakan dan industrl
Rumah Tangga
« Survai Kelompok Peternakan dan

Industri Rumah Tangga 25,00 25,00 25,00 75,00|APBD Kab/Kota
+ Penyuluhan Pengolaban Limbah .

Petemakan & Industri Runah Tangga 75,00 75,00 75,00 225,00{APBD Kab /Kota
+ Pelaksanaan Pengolahan Limbah

Peternakan & Industri Rumah Tangga
___{Dana Stimuian) 1.125,00 1.125,00 1.125,00 2.375,00|Masy./Kab./Kota

8. [Penetapan Peraturan Lingkungan
[Law Enforcament)
+ Pencegahan Pencemaran oleh
Industri Besar dan Menengeh dan
Rumah Sakit — - 300,00 300,00 300,00 900,00]APBD Kab./Kota
Total Alr Limbah Non Domestik 1.525,00 1.526,00 1.525,00} 4.575,00
ifow i 25.696,00| 24.013,00 10.887,00 61.545,00

Sumber: YUDF, 2002

Untuk program rehabilitasi jaringan sistem terpusat, sebagian besar dari sistem air
limbah yang tersedia di Kota Yogyakarta telah dibangun sebelum tahun 1940. Kondisi dari

jaringan ini secara umum masih baik, hanya karena kurang berfungsinya sistern penggelontor
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banyak lateral telah mengalami sedimentasi. Oleh karena itu diusulkan program pembersihan
lateral, dan program rehabilitasi jaringan.

Pada program pengembangan jaringan sistem terpusat, untuk menyambung dari APY
Sleman ke jaringan air limbah terpusat, perlu dibangun pipa induk baru dari UGM atau hingga
Jalan Kaliurang sampai ke jalan Gajah Mada (di Kota Yogyakarta). Pipa induk ini merupakan
pipa induk terakhir yang masih perlu dibangun untuk menyambung sistem air limbah yang
ada ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Sewon. Pipa ini juga, bersama sebagian
saluran pengglontor, membuka kemungkinan untuk penambahkan pipa lateral di wilayah

UGM, Pogung Baru, Karangasem dan Kocoran (12,5 km dan 750 sambungan rumah).

GAMBAR 3.8
POMPA ANGKAT AIR LIMBAH IPAL SEWON
Sumber: YUIMS, 1999a

Sedangkan untuk Kota Yogyakarta, di sebelah timur Kali Code telah tersedia pipa

induk yang mengalir ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Sewon). Akan tetapi masih
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ada sebagian dari jaringan di jalan Simanjuntak dan UGM ya;ag“belum tersambung, dan
sampai sekarang masih membuang ke Kali Code. Untuk melengkapi sistem perlu ditambah
pipa induk (6,35 km) dan pipa pengglontor (6 km). Untuk memperluas wilayah pelayanan di
Kota Yogyakarta direncanakan 12,5 km pipa lateral dan 1000 unit sambungan rumah.
Kemudian di bagian tengah dari APY Bantul telah tersedia pipa induk dan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL Sewon). Supaya sistem ini dapat dlmanfaatkan perlu
dilengkapi dengan sistelﬁ pengglontor (4 km), pipa lateral (12,5 km) dan sambungan rumah
(625 unit). Lokasi pelaksanaan berada di desa Panggungharjo dan Bangunharjo, Kabupaten
Bantul.

Total biaya air limbah sistem terpusat yang d_ibutuhkan untuk kedua program di atas,
ditambah dengan biaya kelembagaannya, sebesar Rp 47.643 juta. Karena besarnya biaya, di-
harapkan ketiga pemerintah kabupaten/kota dapat bekerjasama untuk menanggulangi masalah
ini, dan pemerintah propinsi dapat membantu, paling tidak untuk penyediaan pipa induk sis-
tem pengglontornya. Sambungan rumah sepenuhnya jadi beban masyarakat dan swasta yang

menyambung ke jaringan air limbah sistem terpusat.

3.4 Sistem Persampahan di APY

3.4.1 Gambaran Umum Sistem Persampahan di APY

Yang dimaksud dengan sampah adalah limbah padat dari hasil semua aktifitas

perkotaan dan tidak termasuk sampah berbahaya dan beracun. Timbulan sampah rata-rata -

penduduk APY 1998 sekitar 3,25 liter perhari, yang merupakan ekivalensi dengan
memasukkan timbulan sampah non rumah tangga. Komposisi sampah perkotaan sebagian
besar (+ 80%) merupakan bahan organik, seperti sampah sayur-mayur dan buah-buahan,

sampah kebun, dan sisa makanan, sedang sisanya merupakan sampah anorganik seperti
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plastik, kertas, dan logam. Pengelolaan sampah perkotaan diperlukan untuk menjaga
kebersihan dan kesehatan kota dan mengurangi atau mencegah pencemaran lingkungan serta
juga untuk melindungi aset atau investasi pembangunan yang ada.

Dengan luas daerah di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta sebesar 10.146 Ha, luas
wilayah yang sudah mendapatkan pelayanan sampah sebesar 5.204 Ha atau tingkat
pelayanannya sudah mencakup sebesar 51,29%. Pada gambar 3.9 dan tabel I.7 berikut

disajikan perincian cakupan pelayanan setiap kabupaten/kota di APY.

TABEL L7
LUAS DAERAH PELAYANAN SAMPAH DI ATY
[: _ Luas Daerah (Ha) B
No.| Pemerintah Daerzh .
Total Terlayani Tidak Teriayani_j
1.[Kota Yogyakarta 3.289,50]  2.878,00 41 1,3
2.|Kabupaten Sleman 3.807,00 1.657.00 2.180,
3.|Kabupaten Bantul 3.050,00 669,00 2.381,00
Jumlah 10.146,50 5.204,00 4,942,

Sumber: Survei Lapangan, 2004

Pengelolaan sampah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Di
wilayah APY, dinas teknis pengelola sampah adalah:
(i). DiKota Yogyakarta: Sub Dinas Kebersihan dan UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas
Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman (DKKP).
(ii). Di Kabupaten Sleman: Seksi Kebersihan & Perbekalan, Sub Dinas Cipta Karya, Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan (DPUPP).

(iii). Di Kabupaten Bantul: UPTD Persampahan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
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Dinas teknis pengelola sampah ini melakukan penarikan retribusi sampah ke masing-
masing pelanggan/wajib retribusi (WR). Jumlah pelanggan sampah yang mendapatkan pela-

yanan pada masing-masing dacrah selama tahun 2001-2003 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL IIL8
JUMLAH PELANGGAN SAMPAH (WAJIB RETRIBUSI)

Jumlah Pelanggan (WR)
Tahun 2001 | Tahun 2002 | Tahun 2003

1.|Kota Yogyakarta 25.462 ]
2.|Kabupaten Sleman 5.359 5710 10.512
3.|Kabupaten Bantul 1.889 1.944 2,000

Jumiah 32.710 34.030 51.131]

No.| Pemerintah Daerah

Sumber: Survei Lapangan, 2004

Teknis operasional pengelolaan persampahan di APY dimulai dari pewadahan atau
penyimpanan di sumber sampah, pengumpulan, dan pengangkutan ke tempat pembuangan
akhir (TPA) yang khusus dan aman. Dalam proses tersebut dapat terjadi kegiatan antara,
yaitu: (i) kegiatan pemindahan pada sarana pemindahan seperti bak TPS, container, dan
tranfer depo dan (ii) kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi berat atau volume sampah,

seperti pengomposan dan pengaisan material sampah yang masih bermanfaat oleh pemulung.

GAMBAR 3.10
GEROBAK SAMPAH UKURAN 1M°
Sumber: YUIMS, 1999b




94

Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah umumnya adalah pada dua
kegiatan besar, yaitu (i) pengumpulan dan pengangkutan, dan (ii) pembuangan akhir. Pada
tahap pengumpulan, biasanya sudah ada partisipasi masyarakat yang cukup besar dan juga
dari sektor swasta khususnya untuk penyapuan jalan. Pada dasarnya ada dua pola
pengumpulan — pengangkutan sampah, yaitu:
¢ Pola Individual, terdiri dari:

(i). Pola individual langsung atau sistem door to door, yaitu pengambilan sampah dari
sumber-sumber sampah dan diangkut langsung ke TPA. Pada pola ini biasanya
digunakan dump truck atau packer yang berfungsi sebagai alat pengumpul dan
sekaligus alat pengangkut sampah.

Pola ini biasanya diterapkan pada jalan-jalan protokol dan daerah dengan lebar jalan

yang cukup besar.

GAMBAR 3.11
CONTAINER PADA SEBUAH SUDUT SIMPANG EMPAT
Sumber: YUIMS, 19995
(i). Pola individual tidak langsung atau sistem “jemput bola”, yaitu pola pengumpulan

sampah dari sumber-sumber sampah oleh gerobak, becak sampah, atau pickup truck
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dan selanjutnya dipindahkan ke truk pengangkut untuk dibawa ke TPA. Pemindahan
sampah tersebut biasanya dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan,
dalam hal ini bisa digunakan “transfer depot”.
Pola ini biasapya diterapkan di daerah-daerah dengan lebar jalan yang sempit di
mana tidak dapat dilalui truk.

e Pola Komunal, terdiri dari:

(i). Pola komunal langsung, yaitu pengambilan sampah oleh truk pengangkut dari titik-
titik pengumpulan komunal seperti bak TPS (tempat pembuangan sementara),
container dan langsung diangkut menuju TPA. Pada pola ini pengumpulan sampah
ke sarana komunal dilakukan sendiri oleh penghasil sampah (rumah tangga,
pedagang pasar, dan lain-lain). Jenis kendaraan pengangkut yang digunakan adalah

dump truck dan armroll truck untuk mengangkut container.

GAMBAR 3.12
LANDASAN CONTAINER
(KERJASAMA BPPT-DKKP KOTA YOGYAKARTA)
Sumber: YUIMS, 1999b

(ii). Pola komunal tidak langsung, yaitu pola pengumpulan sampah dari sumber-sumber
sampah oleh gerobak dan becak sampah dan selanjutnya dibawa ke sarana

pemindahan seperti TPS, container, dan tranfer depo sebelum dipindabkan ke truk
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pengangkut untuk dibawa ke TPA. Jenis kendaraan pengangkut yang digunakan

adalah dump truck dan armroll truck.

Sebagian besar sampah yang terkampul ditimbun di TPA, hanya sebagian kecil yang

diolah dengan pengomposan dan daur ulang. Saat ini TPA yang digunakan di wilayah APY
adalah TPA Piyungan. Seperti sudah disebutkan, pembangunan TPA Piyungan ini merupakan
kebutuhan yang tidak dapat dihindari di wilayah APY dan merupakan awal mula adanya
kerjasama tiga daerah yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang

akhimya berkembang menjadi Sekretariat Bersama Kartamantul.

GAMBAR 3.13
KONDISI TPA PIYUNGAN
Sumber: YUIMS, 1999b

5 TPA Piyungan dioperasikan dengan sistem sanitary landfill, dibangun melalui grant
dari pemerintah pusat lewat proyek lingkungan permukiman (PLP) Direktorat Penyehatan
Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Fasilitas pendukung TPA diselesaikan bulan
Agustus 1995, Sebagian besar dari peralatan berat yang dipérlukan untuk operasi disediakan

oleh grant Pemerintah Swiss lewat Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).
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3.4.2 Kelembagaan TPA Piyungan
Secara grafis, struktur organisasi Unit Pengelbla TPA Piyungan ini dapat dilibat pada

gambar berikut ini.

KEPALA UNIT

Sudarsono
NIP. 010088253

KEPALA URUSAN
ADMINISTRASI
7

Suratman, SH. B
NIP. 490024645

PETUGAS T.U,

Christanto
NIP 490027379

W W

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PERENCANAAN . OPERASIONAL

KEPALA SEKSI
PERALATAN

Sumijo
NIP. 490028017

Baml to
NIP. 490019363

Erwin Prasm. T.

NIP. 490031886

PETUGAS
OPERASIONAL

Tohari
NIP. 490031569

GAMBAR 3.14
STRUKTUR ORGANISASI UNIT TPA SAMPAH PIYUNGAN
Sumber: SK Ka. DPU Kab. Bantul, No. 658.1/874, Tanggal 1 Oktober 2002

Sedangkan secara kelembagaan, Unit Pengelola TPA Piyungan dibentuk sebagai

organisasi pengelola teknis untuk TPA. Unit Pengelola TPA tersebut mempunyai tugas-tugas

sebagai berikut:




o Menyiapkan tempat pembongkaran sampah,

‘o Mengawasi/mengarahkan penimbunan sampah,

o Memadatkan sampah yang ditimbun, dan

o Menyediakan tanah penutup untuk menutup sampah yang telah dipadatkan,

98 .

o Serta tugas-tugas tambahan meliputi pemeliharaan fasilitas, perlindungan lingkungan,

hubungan masyarakat dan administrasi umum.

Personil Pengelola TPA Piyungan berjumlah 34 personil, dengan perincian 7

pegawai tetap (PNS) dan 27 pegawai harian lepas (PHL). Pegawai tetap (PNS) yang

ditempatkan di Unit Pengelola TPA Piyungan terscbut terdiri atas 3 (tiga) personil dari Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, 3 (tiga) personil‘ dari Dinas Kebersihan, Keindahan dan

Pertamanan (DKKP) Kota Yogyakarta, dan 1 (satu) personil dari Dinas Pekerjaan Umum,

Perhubungan dan Pertambangan (DPUPP) Kabupaten Sleman.

PETUGAS PENGELOLA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPA)

TABEL IIL9

PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL

No. Nama NIP Iﬁf:g Instansi Jabatan m

1 2 3 4 5 6 7

1. | Sudarsono 010088253 | II/c | Dinas PU Kab. Bantul Kepala Unit 24 Tahun
2. | Suratman, SH 490024645 | II/Mb | Dinas PU Kab. Bantul Kaur. Adm. Umum | 12 Tabun
3. | Erwin Prasmanto, ST | 490031886 OI’b | Dinas PU Kab. Bantut Kasi Perencanaan 4 Tahun
4. | Bambang Suroto 490019363 | I/b { Dinas KXP Kota Yogyakarta | Kasi Operasional 19 Tahun
5. | Christanto 490027379 | IVd | DinasKKP Kota Yogyakaria | Ka. Seksi ALKAL 12 Tahun
6. | Sumijo 490028017 | T/d | Dinas KKP Kota Yogyakarta | Petugas TataUsaha | 12 Tahun
7. | Tohar 490031569 b | Dinas PUPP Kab. Sleman Petugas Operasional | 7 Tahun

Sumber: SK Ka. DPU Kab. Bantul, No. 658.1/874, Tanggal I Oktober 2002

Berdasarkan keputusan

bersama ketiga pemerintah

kabupaten/kota (Kota

Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantui), seluruh biaya pengelolaan dan
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pengembangan TPA Piyungan akan ditanggung oleh masing pemerintah daerah. Proporsi
biaya yang ditanggung oleh masing-masing pemerintah daerah akan ditetapkan sesuai dengan
volume sampah yang dihasilkan oleh ketiga daerah yang dibuang ke TPA Piyungan.
Kontribusi biaya operasi dan pemeliharaan (O & P) TPA Piyungan mulai tahun 2001-2003

antara ketiga pemerintah daerah pengguna TPA Piyungan dapat dilihat pada tabel I11.10

berikut ini.
TABELTIL10
KONTRIBUSL BIAYA OPERASIONAL, & PEMELTHARAAN TPA PIYUNGAN (Tahun 2001-2003)
Nol Permeriniah Dassah Konlribusi Permbigyaan (Rp.) ﬂ
Tan2001 | Tahun2002 Tahun 2003 Jurriah
. 500.315.100,00] 738.743348,00]  895.340.064,00 .
2 |Kabupeten Siemen 10092390000, 124403381000  150.774.056,00|  376.101.337,
3.|Kabupaten Bantul 42620600000 52536140000  74.88258000|  170.089.329,
4,|Laindain (Prop. DIY) 750365000  ©.240322,00 000 16752972,
Jurriah 75036325000 92493220000] 1.120.996.70000] 2.796.292.150,




BAB IV
ANALISIS DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KERJASAMA KARTAMANTUL

Pada bab ini akan diuraikan analisis tentang besar dukungan pemerintah kabu-
paten/kota terhadap kerjasama Kartamantul, khususnya pada pengelolaan persampahan (TPA
Piyungan) dan air limbah (IPAL Sewon) dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap du-
kungan ketiga pemerintah kabupaten/kota tersebut terhadap kerjasama yang telah dilaku-
kannya selama tahun 2001, tahun 2002 dan tahun 2003, sebagai dasar untuk merumuskan
umpan balik bagi kemungkinan penyempurnaan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam

mendukung kerjasama Kartamantul pada masa yang akan datang.

4.1 Bentuk-bentuk Dukungan Pemerintah Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam kajian literatur pada bab terdahulu, dukungan
pemerintah daerah terhadap ketjasama antar daerah itu terbagi dalam 6 (enam) bentuk du-

kungan, antara lain:

‘a. Peraturan yang berlaku semisal Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati dan seba-

gainya, untuk menindaklanjuti kerjasama daerah tersebut.

b. Kebijakan-kebijakan Kepala Daerah dalam bentuk anggaran untuk program dan
kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama
tersebut.

¢. Jabatan fungsional yang secara khusus dan profesional menangani masalah-masalah

yang menjadi obyek dari kerjasama.
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d. Aspek sumberdaya manusia yang dapat dinilai pada latar belakang Golongan/Ruang
dan %a Kerja yang dimiliki personil pemerintah daerah yang menangani masalah
keljasama.

e. Informasi dan sosialisasi tentang Kerjasama kepada aparat daerah, dalam bentuk
kuantitas dan jangkauan.sosialisasi di pemerintah daerah.

f  Koordinasi antar unit-unit kerja terkait dalam bentuk kuantitas dan intensitas koordinasi
instansi-instansi terkait untuk saling mendukung program daerah pada kerjasama

Kartamantul.

Dari hasil survei primer yang dilakukan kepada responden terhadap 6 (enam) macam
bentuk dukungan di atas, dengan menggunakan kriteria penilaian (7) bentuk dukungan yang
harus ada (bobot nilai = 2), (ii) lebih baik ada (bobot nilai = 1), (i) boleh ada — boleh
tidak ada (bobot nilai = 0), () lebih baik tidak ada (bobot nilai =-1), serta (v) tidak boleh
ada (bobot nilai =-2); maka didapatkan bobot untuk “peraturan” adalah 18,55%, bobot untuk
“srogram dan anggaran” adalah 19,29%, bobot “jabatan fungsional” sebesar 8,53%, bobot
“sumberdaya manusia” sebesar 17,44%, bobot “sosialisasi” sebesar 17,07%, dan bobot untuk

“koordinasi” sebesar 19,11%.

TABEL IV.1
PEMBOBOTAN BENTUK-BENTUK DUKUNGAN
Kriteria Pembobotan Total Pembobotan
Lebih Baik | Boleh Ada, Boleh| Lebih Baik Tidak
No. Bentuk Dukungan Harus Ada | ™ a 45 TidakAda | Tidak Ada | Boleh Ada | Angka | Prosentase
) Nilal = 2 Nil =1 Nilai =0’ Nijai = -1 Nilai = -2
|Jumiah 44 i2 1 |
1. |Peraturan [isital 28 12 B 100 18,55%
Jumlah 49 6 2
2. |Program & Anggaran Nilai o8 & ) 104 19,29%
Jumlah 14 23 15 5
3. |Jabatan Fungstonal Niiar 58 23 0 = 48 8,53%
. |Jumlah 41 12 3
4. {Sumberdaya Manusia Nilai 82 3 o 94 17.441*
s Jumiah 40 12 5
5. |Sosialisast Nital 80 i3 o g2 17,07%
. Jumilah 45 11
6. |Koordinasi Nilai 2§ 1 103 49,11%]
Jumlah 538 100,00%!

Sumber: Analisis, 2004
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4.1,1 Dukungan Peraturan pada Pemerintah Daerah

Yang dimaksudkan dukuﬂgan peraturan pemerintah daerah adalah adanya peraturan
daerah (perda) dan peraturan-peraturan lain yang dimaksudkan untuk menindaklanjuti perda
tersebut. Pada kasus kerjasama pengelolaan sarana prasarana persampahan dan air limbah
antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sampai dengan saat ini
hanya ada 1 (satu) peraturan saja yaitu Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan
Walikota Yogyakarta Nomor 04/Perj/BT/2001, 38/Kep. KDH/2001, 03 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Antar
Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, serta SK Bersama lain yang
mendzahului kelahiran SK Bersama itu.

Padahal, sebagaimana hasil dari salah satu pembahasan rapat koordinasi di Kantor
Sekretariat Bersama, untuk menindaklanjuti SK Bersama itu perlu ada Peraturan Daerah baru
yang merupakan penyesuaian dari disepakatinya kerjasama tersebut, di mana Peraturan
Daerah yang lama masih terbaias dan belum menjangkau pada dacrah-daerah yang menjadi
batas wilayah ke tiga kabupaten/kota tersebut. Pada konteks kerjasama pengelolaan
persampahan dan air limbah, ketiga pemerintah kabupaten/kota harus menindaklanjutinya
dengan memperbaharui peraturén daerah tentang persampahan dan peraturan daerah tentang
air limbah.

Penilaian dukungan peraturan, dilihat pada sejauh mana proses pembentukan dari
kedua ‘peraturan itu sudah berjalan. Artinya, jika pemerintah kabupaten’kota sudah
mengundangkan kedua peraturan daerah tersebut, maka berarti pemerintah kabupaten/kota
yang bersangkutan sudah mendukung secara penuh (100%). Tetapi jika belum, maka dilihat
pada tahapan mana proses pengundangan tersebut berjalan. Jadi dalam hal ini tinjauan

dukungan peraturan akan diarahkan pada proses pembentukan peraturan perundangan.
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Secara garis besar proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi
kegiatan—kggia_tan sebagai berikut (Rangé:;;vidjaja, 1998):
1. Tahap Persiapan dan Perancangan
Tahap ini dimulai dari lahirnya prakarsa atau inisiatif. Kemudian dilakukan pembicaraan
atau negosiasi antara pihak pemrakarsa dengan pihak-pihak lain yang terkait dan
berkompeten. Bila perlu, dilakukan _penelitian (sekmang—kumngnya penelitian
dokumenter), diikuti dengan pémbahasan-pembahasan baik intern maupun antar instansi
terkait; Kalau dianggap perlu, dilakukan seminar untuk memperoleh masukan dari
masyarakat luas. Baru disusun sebuah rancangan (bila perlu disertai dengan Academic
Drafi/Draf Akademik). Sesudah itu diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk
ditindaklanjuti. Dalam hal Raperda yang dibasilkan, maka oleh Kepala Daerah
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam sidang-sidang DPRD.

2. Tahap Pembahasan atau Pembicaraan di DPRD

Hal ini berlaku bagi suatu Raperda, karena jenis peraturan perundang-undangan ini harus
mendapat persetujuan dari DPRD. Tahap ini terdiri dari empat tingkat pembicaraan:

a. Pembicaraan Tingkat I (Rapat Paripurna), berisi keterangan atau penjelasan

pemerintah mengenai Raperda, berupa pengantar atas Raperda yang diajukan.

b. Pembicaraan Tingkat I (Rapat Paripuma), berupa pemandangan umum oleh para
anggota DPRD yang mewakili pendapat fraksinya, dan jawaban pemerintah terhaﬂap
pemandangan umum masing-masing fraksi.

¢. Pembicaraan Tingkat HI (Rapat Komisi) adalah pembahasan yang mendalam dan
biasanya lama. Masing-masing fraksi membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Dalam rapat ini diundang pula pihak yang mewakili pemerintah. Bilamana perlu,
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DPRD dapat melakukan dengar pendapat (hearing) dengan masyarakat, Pakar, LSM
atay Perguruan Tinggi.

d. Pembicaraan Tingkat IV (Rapat Paripurna), berisi pengambilan putusan yang

didahului dengan hasil pembicaraan tingkat III oleh Pimpinan Komisi, kemudian
disampaikan pendapat akhir masing-masing fraksi, serta sambutan pemerintah
sebagai komentar terhadap putusan DPRD.

3. Tahap Penetapan da:i/atau Pengesahan

Setelah dibahas dan disetujui DPRD maka Raperda tersebut ditetapkan. Sebelum
diundangkan, harus dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada pejabat yang
berwenang (Gubernur).

4. Tahap Pengundangan atau Pengumuman

Suatu peraturan perundang-undangan dibuat dengan maksud agar dapat diketahui oleh
masyarakat atau penduduk. Untuk dapat diketahui oleh setiap penduduk, maka perlu
dilakukan suatu publikasi (istilah hukumnya, “pengundangan” atau “pengumuman”).
Tempat pengundangan atau pengumuman adalah Lembaran Negara, Tambahan Lembaran

Negara, Berita Negara, tembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Pada aspek dukungan adanya peraturan daerah (perda) maka empat tahap proses
pembentukan perundangan tersebut menjadi unsur penilaian dukungan, di mana masing-
masing tahap akan berbobot sama (25%). Tetapi, karena masing-masing daerah membutuhkan
dua perda, maka masing-masing tahap pada masing-masing perda akan berbobot 12,5%.

Dari survei yang telah dilakukan, ternyata ditemukan, bahwa hanya Pemerintah Kota
Yogyakarta saja yang baru memproses satu perda yaitu perda tentang air limbah pada tahun
2003. Ttupun baru selesai pada tahapan persiapan, menunggu proses pembahasan di DPRD.

Sementara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul belum mengagendakan untuk




105

mempersiapkan pembentukan perda baru tentang persampahan dan air limbah. Sehingga

dengan demikian pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan nilai dukungan sebesar 12,5%,

sementara kedua pemerintah kabupaten lainnya masih belum memberikan dukungannya.

TABEL IV.2

DUKUNGAN PERATURAN TERHADAP KERJASAMA

No Pemerintah Nama Kriterla Penilaian _ . Skor
Daerah _ Peraturan Tahap Bobot 5507 | 2002 | 2003
1.|Kota Yogyakarta  -]Perda Baru 1.[Perancangan 12,50% 12,50%
tentang 2.|Pembahasan 12,50%
Persampahan 3.|Penetapan 12,50%
4.|Pengundangan | 12,50%
Perda Baru 1.|Perancangan 12,50% *
tentang 2.|Pembahasan 12,50%
Alr Limbah 3.|Penetapan 12,50%
4.IPengundangan | 12,50%
2. |Kabupaten Sleman |Perda Baru 1.{Perancangan 12,50%
tentang 2.{Pembahasan 12,50%
Persampahan § 3.|Penetapan 12,50%
4.|Pengundangan 12,50%
Perda Baru 1.|Perancangan 12,50%
tentang 2 |Pembahasan 12,50%
Alr Limbah 3.|Penetapan 12,50%
4.|Pengundangan { 12,50%
3.|Kabupaten Bantul  |Perda Baru 1.|Perancangan 12,50%
tentang 2.|Pembahasan 12,50%
Persampahan | 3.|Penetapan 12,60%
4.|Pengundangan | 12,50%
Perda Baru 1.|Perancangan 12,50%
tentang 2.|Pembahasan 12,50%
Air Limbah 3.|Penetapan 12,50%
4.|Pengundangan { 12,50%

Sumber: Analisis, 2004

Padahal jika dilihat dari tingkat kepentingan adanya perda baru untuk menindak-

lanjuti adanya kerjasama tersebut, menunjukkan kecenderungan yang positif, di mana sebesar

83,3% responden di Kota Yogyakarta menilai penting adanya perda tersebut, dan sisanya

(16,7%) menilai tidak penting. Responden di Kabupaten Sleman yang menilai penting tindak

lanjut perda tersebut sebesar 90% dan 10% menganggap tidak penting. Untuk responden dari

Kabupaten Bantul, 100% menilai penting tindak lanjut kerjasama itu dengan membuat perda

baru. Sehingga secara keseluruhan, dan ditambah dengan responden lain yang tidak mewakili

ketiga pemerintah kabupaten/kota tersebut, 91,4% menilai penting adanya peraturan untuk

menindaklanjuti kerjasama, serta sisanya (8,6%) menilai tidak penting tindak lanjut tersebut.
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Total

I3 Penting

8:6%)

GAMBAR 4.1
PENTINGNYA ADA PERATURAN UNTUK MENINDAKLANJUTI KERJASAMA
Sumber: Analisis, 2004
Secara umum, responden yang menilai tidak penting adanya tindak lanjut membuat
perda baru untuk mendukung kerjasama yang telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota,
mempunyai anggapan bahwa dengan SK Bersama saja dipandang sudah cukup (75%)
sehingga tidak perlu ada perda baru. Sedangkan sisanya (25%) beranggapan bahwa dengan

perda baru itu dinilai berlebihan.

L Cukup SK
Bersama
(75%})

Berlebihan
Bila Harus
Ada
Aturan
Sendiri
(25%)

GAMBAR 4.2
ALASAN TIDAK PENTING ADA PERATURAN TERSENDIRI
Sumber: Analisis, 2004
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4.1.2 Dukangan Program dan Anggaran dari Pemerintah Daerah

- Aspek dukungan program dan anggaran diarahkan pada penilaian seberapa besar
kontribusi anggaran yang dlsedxakan ketiga pemerintah kabupaten/kota di dalam mendukung
program pengelolaan persampahan di TPA Piyungan dan pengelolaan air limbah di IPAL
Sewon. Dari besar rupiah yang disediakan masing-masing pemerintah daerah dikonversikan
dalam satuan prosentase untuk mengetahui rasio perbandingan kontribusi masing-masing

pemerintah daerah.

TABELIV3
DUKUNGAN PROGRAM & ANGGARAN TERHADAP KERJASAMA

No Pemerintah Program Kontribusi Pembiayaan
Daerah Kerjasama 2001 2002 2003 Jumiah
Pengeloaan | 599,315 100,00] 735.743.048,00] . B05.340,064,00| 2.233,398.512,00 ooJ
1iKeta TPA Piyungan 79.87% 79.87% 78.87%, 79.87%| 2.418.388.512,
Yogyakarta [Pengelolaan 0,00 £5.000,000,00] _100.000.000,00 _ 185.000.000,00 55,62%
IPAL Sewon 0,00% 14,59% 17,54% 11,92%
Fengelolaan | 100.923.800,00] 124.403.351,00] _150.774.056,00] _376.101.337,00
2{Kebupaten  |TPA Piyu 13,45% 13,45% 13,45% 13,45% 396.101.337,004
Sleman Pengelolaan 0,00] 10.000.000,00] _ 10.000.000,00] __20.000,000,00 9.11%
IPAL Sewon 0,00% 1,72%) 175% _ 129%
Pengeloiaan | 42620600,00] 52536.149,00 _ 74.882.580,00] _ 170.039.329,00
ajKabupaten  [TPA Piyungan 5 68%) 5,68% 6,55% 5,08%)| 185.039.329,
Bantul [Pengelolaan 0,00 5.000.000,00] _ 10.000.000,00] __15.000.000,00 4
IPAL Sewon 0,00% 0,86% 1,75% 0,07%
Pengeiolaan 7.503.660,00]  9.245.322,00 0.00]  16.752972,00]
4ltainiain  |TPA Piyungan 1,00% 1,00%) 0,00% 0.60%| 1.348.711.972,
(Prop. DIY) [Fengelolaan | 399.400.000,00] 482.569.000,00] _460.000.000,00] 1.331.959.000,00 31,02%
IPAL Sewon 100,00% &2.83% 78.95% 85,82%
IR ————— e
Pengelolaan | 750.963.250,00] 924.932.200,00] 1.120.996.700,00] 2.796.292.150,00
jumiah  [TPAPiyungan 100,00%] _____ 100,00%) 100,00% 100,00% 4.348.251.15&%
Pengelolaan | 399.400.000,00] 562.559.000,00] _ 570,000.000,00] 1.551.958.000,00 100,
IPAL Sewon 100,00% 100,00% 300,00% 100,00%

Stumber: Analisis, 2004

Dari perbandingan yang dilakukan tersebut didapatkan kenyataan bahwa dukungan
anggaran terbesar terhadap kerjasama Kartamantul dilakukan oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta (55,62%), terbesar kedua dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DIY (31,02%),
disusul Pemerintah Kabupaten Sleman (9,11%) dan Pemerintah Kabupaten Bantut (4,26%).
Kenyataan ini agak berbeda dengan keterangan responden yang menyatakan bahwa sebanyak

75% responden di Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengakomodasikan program kerjasama
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Kartamantul ke dalam program daerah, 80% responden dari Pemerintah Kabupaten Sleman
menganggap telah mengakomodasi program kerjasama dan 85,7% responden dari Kabupaten
Bantul telah mengakomodasi program kerjasama ke dalam program dacrah, atau 82,9%
keseluruhan responden mengaku telah mengakomodasi program kerjasama, sedangkan

sisanya (17,1%) mengaku belum memasukkan program kerjasama ke dalam program daerah.

Total

oez9

ESudah
BBelum

GAMBAR 4.3
TERAKOMODASINYA PROGRAM KERJASAMA
KE DALAM PROGRAM DAERAH
Sumber: Analisis, 2004
Beberapa alasan yang digunakan responden mengapa program kerjasama
pengelolaan TPA Piyungan dan pengelolaan IPAL Sewon belum terakomodasi ke dalam
program daerah, secara umum, sebagian besar responden beranggapan bahwa program
kerjasama ini bagi daerah bukan merupakan prioritas (37,5%), yang lain beranggapan karena
adanya keterbatasan anggaran pendanaan (12,5%), dan program kerjasama ini merupakan
tanggung jawab pemerintah propinsi/pusat (25%), sedangkan sisanya (25%) menyatakan tidak

memikirkan program kerjasama ini akan dimasukkan dalam program daerah.
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12,5%

[37,5%

) 025,0%

025,0%

HBelum Priotitas ClKeterbatasan Anggaran
DO Tanggungjawab Pem. Pusat/Prop. D Tidak Terpikirkan
" BN A . ]
GAMBAR 4.4

ALASAN BELUM TERAKOMODASINYA PROGRAM KERJASAMA
KE DALAM PROGRAM DAERAH
Sumber: dnalisis, 2004

Hal ini agak mengherankan, karena pada umumnya sebagian besar responden
beranggapan perlu dimasukkannya program kerjasama. yang sudah disepakatinya ini ke dalam
program masing-masing daerah. Responden dari Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 75%
perlu memasukkan program kerjasama ke dalam program daerahnya, 90% responden dari

Kabupaten Sleman berpendapat serupa, bahkan 100% responden dari Kabupaten Bantul

menyatakan hal yang sama.

GAMBAR 4.5
PERLUNYA PROGRAM KERJASAMA DIAKOMODASI KE DALAM
PROGRAM DAERAH
Sumber: Analisis, 2004
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Begitu juga kalau dilihat dari pendapat tentang adanya keharusan ketiga pemerintah
kabupaten/kota membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama yang telah disepakati
bersama, sebagian besar (83,1%) mengharuskan pemerintah kabupaten/kota membiayai
kegiatan-kegiatan tersebut, sedangkan sisanya (16,9%) tidak mengharuskan. Secara rinci,
sebagian besar responden dari Kota Yogyakarta (76,2%) berpendapat sudah seharusnya
pemerintah kabupaten/kota membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, sisanya (23,8%) tidak
mengharuskan, Responden dari Kabupaten Sleman sebagian besar (81,3%) juga
mengharuskan adanya Ipembiayaan ini, selebihnya (18,8%) tidak mengharuskan. Hal sama
ditunjukkan responden dari‘ Kabupaten Bantul (84,6%) yang menyatakan keharusan
pemerintah kabupaten/kota membiayai kegiatan yang diadakan dalam rangka kerjasama,

sisanya (15,4%) menyatakan tidak harus.

Total

o831

r OHarus ETidak Harus J

_ GAMBAR 4.6
KEHARUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MEMBIAYAI KEGIATAN
DAL AM RANGKA KERJASAMA
Sumber: Analisis, 2004

Temyata hal ini menjadi jelas jika dilihat pada alasan yang menjadi sebab

pemerintah kabupaten/kota tidak harus membiayai program dan kegiatan-kegiatan yang
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menjadi konsekuensi logis terjalinnya kerjasama tersebut. Secara umum, alasan terbanyak
(50%) masih mengharap pada lembaga-lembaga donor yang harus membiayai kegiatan
tersebut, yang lain (30%) berpandangan bahwa kerjasama ketiga kabupaten/kota tersebut
merupakan kewajiban pemerintah propinsi/pusat untuk membiayainya, sedangkan sisanya
(20%) menyatakan pemerintah kabupaten/kota tidak mampu membiayai kegiatan-kegiatan

dalam rangka kerjasama tersebut.

E130,0%

[0120,0% Y [150,0%

ETidak Mampu
A Kewajiban Pemerintah Prop./Pusat
[ Berharap pada Lembaga Donor

e

GAMBAR 4.7 _
ALASAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TIDAK HARUS MEMBIAYAI
PROGRAM & KEGIATAN KERJASAMA
Sumber: Analisis, 2004
Fenomena ini menunjukkan bahwa kerjasama Kartamantul yang mulanya memang
merupakan program dan proyek dari pémen’ntah propinsi/pusat yang kemudian didukung oleh
lembaga-lembaga donor, pada kenyataannya masih besar ketergantungannya‘ pada pihak-
pihak tersebut, wataupun kewenangan ini sudah dilimpahkan seluruhnya kepada pemerintah
kabupaten/kota. Pada kasus kerjasama Kartamantul ini, rupanya otonomi daerah yang
digulirkan saat ini pada prakteknya masih menghadapi kendala menyangkut sikap mental
pemerintah kabupaten/kota pada ketergantungan dan harapan kepada pemerintah di atasnya

atau pada lembaga-lembaga donor yang selama ini membantu.
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4.1.3 Dukungan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah

Kfiteria dukungan jabatan ﬁmgsiohal yang ada di pemerintah daerak melihat pada
ada/tldak:nya jabatan fungsional dan jumlah personil dari jabatan fungsional tersebut yang
terpisah dari jabatan struktural yang ada pada tiap-tiap pemerintah kabupaten/kota. Dengan
adanya jabatan fungsional diharapkan pendelegasian tugas dapat efektif dan profesional di
dalam menangani masalah-masalah yang menjadi fokus program kerjasama daerah. Program
kerjasama pengelolaan TPA Piyungan dan IPAL Sewon ke depan diharapkan tidak hanya
sekedar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tetapi harus mampu memberikan
kontribusi dan keuntungan finansial kepada pemerintah daerah. Dalam beberapa pembicaraan
pada rapat-rapat di Sekretariat Bersama, pengelolaan TPA Piyungan dan IPAL Sewon dapat
dﬂcembangkan menjadi sebuah badan usaha daerah yang berorientasi profit. Hal ini bisa
tercapai jika pengelola kedua badan tersebut adalah para profesional (pejabat fungsional) dan
bukan pejabat struktural.

Dari hasil survei lapangan yang telah dilakukan, didapatkan kenyataan bahwa baik
Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul tidak ada jabatan
fungsional yang secara khusus menangani kerjasama pengelolaén TPA Piyungan dan IPAL
Sewon tersebut. Hal ini dapat diiaahami, disamping fenomena ini masih tergolong relatif baru,
juga peraturan kepegawaian yang ada tidak mengenal adanya jabatan fungsional tersebut.

Walaupun demikian, dari responden pada ketiga pemerintah daerah tersebut,
sebagian besar (75%) menyatakan perlunya ada jabatan fungsional tersebut. 80% responden
dari Kota Yogyakarta menyatakan persetujuannya perlunya ada jabatan fungsional. 57,1%
responden dari Kabupaten Sleman menyatakan hal yang sama, sisanya (42,9%) menyatakan
sebaliknya. Responden Kabupaten Bantul sebagian besar (66,7%) berpendapat periu adanya

jabatan fungsional, sedang sisanya (33,3%) menyatakan penolakannya.
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Total

l QPerlu EITidakPerluJ

GAMBAR 4.8 :
PERLUNYA ADA JABATAN FUNGSIONAL DALAM MENDUKUNG KERJASAMA
Sumber: Analisis, 2004
Beberapa argumentasi yang mendasari tidak perlunya ada jabatan fungsional di
dalam mendukung kerjasama ini, sebagian besar responden (43,5%) berpendapat jabatan
fungsional ini tidak akan efektif, lainnya (30,4%) menganggap jabatan fungsional ini terlalu
berlebihan jika harus diadakan, tidak perlu jabatan fungsional tetapi menggunakan tenaga
swasta profesional (13%), dan sisanya (13%) berpendapat bahwa hal ini merupakan tanggung

jawab dari pemerintah propinsi/pusat.

313,0%

013,0%

N £130,4%

[143,5%
. BOTeralu Berlebihan OTidak Akan Efektif

EMenggunakan Tenaga Profesional O Tanggungjawab Pem. Pusat/Prop. I

GAMBAR 4.9 _
ALASAN TIDAK PERLUNYA JABATAN FUNGSIONAL
Sumber: Analisis, 2004
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4.1.4 Dukungan Sumberdays Manusia dari Pemerintah Daerah

Dukungan sumberdaya manusia dimaksudkan sebagai sumbangan dan kontribusi
personil yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
program kerjasama pengelolaan TPA Piyungan dan IPAL Sewon. Personil ini merupakan
pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan untuk mengeiola kedua lembaga tersebut, di
samping tugas pokoknya sebagai pegawai di lingkungan instansi pemerintah daerah.

Penilaian bobot dukungan sumberdaya manusia menggunakan kriteria besarnya gaji
pokok yang diterima oleh pegawai yang bertugas di kedua lembaga tersebut. Gaji pokok
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, di mana digunakan 2 (dua) acuan yaitu golongan/ruang
yang dimiliki oleh yang bersangkutan dan masa kerja golongan yang telah dijalaninya.
Sebagaimana survei wawancara yang dilakukan kepada bagian kepegawaian, acuan gaji
pokok ini dinilai lebih jelas tolok ukurnya. Golongan/ruang pegawai berkaitan dengan
kepangkatan, tingkat pendidikan, persyaratan jabatan struktural/eselon dan diklat jabatan yang
dimiliki. Masa kerja golongan mempunyai hubungan dengan senioritas kepangkatan, usia dan
pengalaman yang dimiliki pegawai.

Besarnya gaji pokok digunakan satuan mata wang rupiah, kemudian dijumlahkan
sesuai dengan banyak pegawai yang ditugaskan pada kedua lembaga tersebut, serta
diperbandingkan dengan masing-masing daerah dan dikonversikan dalam bentuk prosentase
yang merupakan besar dukungan pemerintah daerah terhadap kerjasama. Dari hasil ini
didapatkan kenyataan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan dukungan
sumberdaya manusia terbesar, yaitu 40,33%. Disusul Kabupaten Bantul sebesar 30,66% dan
Kabupaten Sleman sebesar 15,10%. Pemerintah propinsi DIY juga memberikan

dukungannya, yaitu sebesar 13,91%.
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TABELIV4
DUKUNGAN SUMBERDAYA MANUSIA TERHADAP KERJASAMA
Fermerintan Lembaga Rualtkast ]
No.| "Gt |74 oruuarm |G R esn Kt G PO Korkton! SOM bardomar G P
*
T|Rota 001 [TPAPyungan | G/D | 17 Tahun|  S84500] 1] G6A500 oo
Yogyakata liic | 10Tan| 783200| 2| 1526400 0 6288.700] 40.00%
IPALSewon | W/b | 17Tahn| 884500 2| 1980000 77700 - "
Hi/a_ | 13Tahon| oo4.400] 2| 1.808.800
Z002 |TPA Piyungen | [il76 | 18 Tahuni|  964.500] 1] 984500 oo
flic_ | 11Tawn| 763200] 2} 1.526.400]
[iIPAL Gowon 76| 18 Tahun| 984500/ 2f 1.080.000] - G-2E3.700] 40,18%; 20.098.200 40,33%)
i/a | 14Tahun| o04400l 2| 1.808.800] 3777
2003 [TPAFiyagan | M7 | 19 Tahun | 1.478.800] 1| 1.17B.600] 5 oo o
id | 12Tawn| s10900] 2| 1821800 %04
PALSewon | /b | 19Tahun| 1178600 2| 2367200 o 16
ifa | 15Tahon)| 10816000 2| 21632000 4520
2 [Kabupaten | 2001 {TPA Piyungan] _17b S Tahon]  551.100] 1| 551.100]  551.100
ISleman {IFALSewon | /b | 17 Tabun| 904500 1| 964500 o o 2346100 1518%
1 wsd | 13Tawn] s10500] 1| asosoo| 7=
2002 {TPA Piyngan|__1/b 6 Tahun|  654.900] 1| 564,900 554500
IFALSewon | 1li/b [ 18Tahun| 964500 3| 964500 .. | 2380200] 1521%| 7.523500 1510%
ii7d | 14Taboni 830800] 1] 230800 '
2003 {TPA Pyuogan |~ 17b 7 Teun ] 647.900] 1| 47.900]  647.900
iPALSewon | WI7b | 19 Tahun| 178600 1| T.A7B.800] 5 440 ang| 2797200 1494%
iid | 15Tamnl o7r0700] 1| ‘@70700] 249
3{FKabupaten | 2001 [TPA Fiyungan| WI7b | 22 Tahun| 1.084.300] 1] 1.034.300
Bantul mib | 10Taun| 891.900] 1] ae1.9c0| 2.708.000
F mi/e | 2Tan| 77900 1| 779800 4673.100| 30.27%
PALSewon | Wifc | 22 Tawn| 1.071.800] 3] 7.071.800 4 o]
g 7Tshun| 901500 1| 901.500 -
2002 [TPAPiyongaa | liI7b | 22 Tahen| 1.060.200] 1] 1.080.200
Mib | 11 Tawn| 914500 1| 914500 2.774.000 .
/s aTabun| 700300| 4| 700.300 4813.600| 30,78%| 15270.800| 30,66%
TPALSewon | Wli/d | 23Tahun| 1.138.400] 1 1.138.100] o oo o
illfe 8Tahun|  oo1500| 1| 901.s00] 20%
3003 [TPAPyungan | lll/c | 24 Tabun| 1.284.300 1] 1.284.300
/b | 12Tetun| 1078200 1| 1078200 3.349.:200
ms/b | 4vawn| oeseon| 1| sese0 5787.100] 30.91%
PALSewon | 17 | 24 Tahun| 1.336.700] 1] 1338.700] oo
i Msc | 9Tamm| 1.089200 1| 1.080200 -
4 ILain-lain 200t [TPA Plyungan
(Prop. DIY) IPALSewon | W7/b | 20Tehum| 1.162900] 1| 11628000 L. ool 2:144.300] 1387%
_ ni/d | 13Tshwn|  oet400l 1| set400
2002 |TPA Piyungan
IPALSewon | 1V7b | 21 Tahon| 1462900] 1] 1.162900] 5 10 po0| 21608000 1386%( 6933300 13.91%
| g | 14 Tahon] 1.005.9000 1| 1.008.900
Z003 [TPA Plytngan
IPALSewon | TV/b | 22 Tatun| 1422400\ 1| 1422400 5 eona00| 2620200] 1399%
iizd | 15 Tebun]| 1197.800] 1] 1.167.800)
[Tarun 2001 | 15.456.200] 100,00%
Total [Tahon 2002] 15.651.300] 100,00%) 49.634.800} 100,00%)
Tatvan 2003 | 16.725.300] 100,00%

Sumber: PP, 26/2001, FP. 13/2003, Analisis 2004

Dari penelitian ini juga didapatkan gambaran menarik tentang pendapat responden,

bahwa ke depan, sumberdaya manusia yang menangani program kerjasama daerah ini perlu

ditangani oleh profesional (swasta) yang berkompeten dan tidak lagi melibatkan pegawai

negeri sipil daerah. Secara umum, 68,3% responden berpendapat seperti ini, sedang sisanya

(31,7%) tidak setuju. 57,1% responden dari Kota Yogyakarta dan 88,9% responden dari

Kabupaten Bantul mendukung pendapat ini. Sedangkan hanya 44,4% responden dari

Kabupaten Sleman yang menyatakan persetujuannya.
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Total

[ Peru

OPerly B Tidak Perlu

GAMBAR 4.10
PERLUNYA KERJASAMA KARTAMANTUL DITANGANI OLEH PROFESIONAL
Sumber: Analisis, 2004

4.1.5 Dukungan Sosialisasi dari Pemerintah Daerah

Dukungan sosialisasi menilai pada ada/tidaknya sosialisasi dari pemerintah daerah,
baik secara internal pada instansi-instansi pemerintah daerah maupun kepada masyarakat luas,
dalam bentuk penyebaran publikasi dan informasi serta forum-forum yang bertujuan untuk
memperkenalkan dan menyebarluaskan program-program kerjasama Kartamantul. Dan jika
sosialisasi ini ada pada pemerintah daerah, maka berikutnya dinilai pada kuantitas sosialisasi
(sering atau kadang-kadang) dan pada jangkauan sosialisasi (luas atau sempit).

Pengukurannya menggunakan satuan prosentase, di mana jika “tidak ada” maka
bemilai 0%, sehingga jika “ada — sering — luas™ maka bemilai 100%. Sementara untuk “ada —
kadang-kadang — sempit” bernilai 50%, maka untuk “ada — kadang-kadang — luas™ dan “ada -
sering — sempit” bernilai 75%.

Dari penilaian yang sudah dilakukan, maka didapatkan urutan besarnya dukungan

sosialisasi dari masing-masing pemerintah daerah sebagai berikut: (1) Pemerintah Kabupaten
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Bantul sebesar 73,45%; (2) Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 56,48%; dan (3)
Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 47,46%. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada
tabel IV.5 di bawah ini.

TABEL 1V.5
DUKUNGAN SOSIALISASI TERHADAP KERJASAMA (Tahun 2001-2003)

o
Kualifikasi & Jumiah Prosentase Sosialisasi:
. . Kuantitas Jangkauan
No.| Pemerintah Daerah . Tidak Adaj  Ada Sering | Kadang® | Luas Sempit Total
0,00%| 50,00%| 25,00% 0,00%{ 25,00% 0,00%]| 100,00%)
1.]Kota — 9 14 3 11 7 8 ’J
Yogyakarta 30,13%| 60,87%] 21,43%| 78,57%| 46,67%| 53,33%] 47,46%!
Bohot 0,00%] 30,43% 5,36% 0,00%] 11,67% 0,00%
2.|Kabupaten Jurniah 5 4 2 12 9 5
Sleman 26,32%| 73,68%| 14,29%] 8571%] 64,29%] 3571% 56,4a%lr
Bobot 0,00%| 36,84% 3,57% 0,00%] 16,07% 0,00%
3.Kabupaten |, 1 14 4 10 11 3 %I
Bantul 667%] 93,33%| 2857%| 71,43%| 7857%| 2143%] 7345
Sobot - 0,00%] 46,67% 7,14% 0,00%| 19,64% 0,00%
4.1Lain-lain Jurniah 0 ) 5 4 a 0
(Prop. DIY) 0,00%| 100,00%| 55,56%| 44,44%] 100,00% 0,00% 88.89%“
'Bobot 0,00%]| 50,00%| 13,89% 0,00%] 25,00% 0,00%
Jumiah 15 51 14 37 36 16
Total 2273%| 77,27%| 27,45%( 72,55%{ 698,23%]| 30,77%] 62,81
L- — Bobot opo% _.3_9,64% 8,86% 0,0.0% 17,31% 0,00%

Sumber: Analisis, 2004

Beberapa faktor yang menjadi alasan kurang atau tidak adanya sosialisasi di masing-
masing pemerintah daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) sebagian besar responden
di Kota Yogyakarta (63,6%), Kabupaten Sleman (62,5%) dan Kabupaten Bantul (50%)
mengaku tidak tahu menahu mengapa sosilisasi ini tidak ada, (2) sebagian lagi respbnden di
Kota Yogyakarta (36,4%), Kabupaten Sleman (25%) dan Kabupaten Bantul (25%)
mengatakan b.ahwa sosialisasi tidak menjadi bidang tugas dari responden, (3) sebagian kecil
responden di Kabupaten Sleman (12,5%) dan Kabupaten Bantul (25%) berpendapat bahwa
sosialisasi ini bukan merupakan prioritas yang harus didahulukan. Atau secara keseluruhan,
60,9% responden mengaku tidak tahu, 30,4% berpendapat bukan termasuk bidang tugasnya,

dan-8,7% berpendapat sosialisasi itu bukan prioritas.
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Total

0304

[ 70%
-60%
F50%

r30%
r20%
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0%

OTidak Tahu
D1Bukan Prioritas
DI Tidak Termasuk Bidang Tugas

GAMBAR 4.11
ALASAN TIDAK ADANYA SOSIALISASI
Sumber: Analisis, 2004

4.1.6 Dukungan Koordinasi dari Pemerintah Daerah

Dukungan koordinasi mengacu pada ada/tidaknya koordinasi dari pemerintah daerah,
baik secara internal pada instansi-instansi pemerintah daerah maupun kepada masyarakat luas,
dalam bentuk forum-forum yang bertujuan untuk menindaklanjuti dan mensukseskan
program-program kerjasama Kartamantul. Dan jika sosialisasi ini ada pada pemerintah
daerah, maka berikutnya dinilai pada kuantitas koordinasi (sering atau kadang-kadang) dan
pada intensitas (rutin atau tidak rutin). Sedangkan cara pengukurannya menggunakan cara
pengukuran seperti pada “dukungan sosialisasi”.

Dari penilaian yang sudah dilakukan, maka didapatkan urutan besarnya dukungan
koordinasi dari masing-masing pemerintah daerah sebagai berikut: (1) Pemerintah Kabupaten
Bantul sebesar 79,76%; (2) Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 75,16%; dan (3)

Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 70,13%. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

tabel IV.6 di bawah ini.




TABEL IV.6
DUKUNGAN KOORDINASI TERHADAFP KERJASAMA (Tahun 2001-2003)
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Kualifikasi & Jumlah Prosentase Koordinasi
. ' Intensitas Kuantitas
No. | Pemerintah Daerah |Tidak Ada Ada Rutin_ | Tdk Rutin|_Sering | Kadang® Total
0,00%| 50,00%] 25,00% 0,00%] 25,00% 0,00%)] 100,00%
1.|Kota Jumiah 3 10 4 2 8 4
Yogyakarta 2308%| 76,92%| 66687%| 33,33%| 60,00%] 40,00%| 70,13%
Bobot " 0,00%] 38.46%| 16,67% 0,00%{ 15,00% 0,00%
2.|Kabupaten Jumtah 1 g 3 4 7 2
Sleman _ 10,00%| 90,00%]| 42,88%{ 5714%| 77,78%| 2222%| 76,16%
Bobot 0,00%] 45,00%] 10,71% 0,00% 19,44% 0,00%
3.[Kabupaten Jumlah 0 7 2 4 ) 1
Bantul 0,00%] 100,00%] 33,33%; 66,67%| 85,71%| 1420%| 79.76%
Bobot 0,00%| 5§0,00% 8,33% 0,00%| 21.43% 0,00%
4.iLain-lain Jumiah 0 -7 5 2 7 0
{Prop. DIY) 0,00%! 100,00%| 71,43%| 28,57%| 100.00% 0,00%| 92,86%
Bobot 0,00%] 50,00%| 17,86% 0,00%] 25,00% 0,00519
J um-I;h. _ 4 33 14 12 26 7
Total 10,81%] 89,19%] 53,85%| 46,15%| 78,79%] 2121%| 77.76%
Bobot 0,00%] 44,59%]| 13,46% 0,00%| 19,70% 9,60%

Sumber: Analisis, 2004

Faktor-faktor yang menjadi alasan tidak ada koordinasi di pemerintah daerah, secara

umum sebagian besar responden (83,3%) berpendapat koordinasi itu dilakukan menurut

kebutuhannya saja, dan yang lain (16,7%) mengatakan tidak adanya instruksi dad pejabat

yang berwenang melaksanakan koordinasi.

o187

Total

ElDilakukan Menurut Kebutuhan
O Tidak Ada Instrukst

GAMBAR 4.12
ALASAN TIDAK ADA KOORDINASI
Sumber: Analisis, 2004
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4.2 Besar Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Kerjasama Kartamantul

Dari analisis yang telah dilakukan di atas, kemudian dilakukan perhitungan atas ke-
enam bentuk dukungan tersebut, untuk menentukan besarnya dukungan masing-masing pe-
merintah kabupaten/kota. Walaupun begitu ke-enam bentuk dukungan tersebut nantinya tidak
mempunyai bobot penilaian yang Sama. Hal ini dapat terjadi, karena satu bentuk dukungan
akan mempunyai tingkat relevansi dan bobot pengaruh yang berbeda terhadap yang lain. Oleh
karenanya besar dukungan yang diperoleh masing-masing pemerintah daerah akan dikonver-
sikan dengan prosentase bobot bentuk dukungan, sebagaimana yang sudah dibahas di depan.

Untuk lebih jelasnya perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.7 berikut ini.

TABELIV.7

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERJASAMA
Pemerintah Daerah
No.| Bentuk Dukungan Bobot Kota Yogyakarta Kebupsten Sleman | Kabupaten Bantul | Lain-lain (Prop. DY)
Z A AxZ B BxZ Cc CxZ D Dx2

1.|Peraturan 18,55%| 12,50% 2,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%;
2.|Program & Anggaran 19,29%] 55.62%| 10,73%| ©.11%| 1,76%] 426%) 0,82%| 31,02%| 5,08%
3.|Jabetan Fungsional 8,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 |Sumberdaya Manusia 17,44%| 40,33%; T7.03%| 1510%| 2,63%| 30,868%| 535, 13,91%| 243%
5.|Soelaliaast 17,07%} . 47,48% B8,10%| 56,48% 9.64%| 7345%] 12,54%] 8888%: 1517
8.|Koordinasi 1911%] 70,13%| 1340%| 75,16%| 14,38%| 70,76%| 1524%| 92.86%| 17.74%
100,00% 41,60% 28,39% 33,95% 41,23%

Sumber: Analisis, 2004

Dari tabel di atas, didapatkan kesimpulan bahwa di antara ketiga pemerintah kabu-
paten/kota, Pemerintah Kota Yogyakarta ternyata menempati tempat teratas di dalam mendu-
kung program kerjasama pengélolaan TPA Piyungan dan IPAL Sewon (41,59%), disusul Ka-
bupaten Bantul yang menempati tempat kedua (33,95%), dan terakhir Kabupaten Sleman
yang menempati urutan ketiga (28,39%). Yang menjadi perhatian adalah besaraya dukungan
Pemerintah Propinsi DIY yang masih cukup tinggi (41,33%). Hal ini semakin menunjukkan

adanya penilaian yang mengatakan bahwa pada dasamya kerjasama Kartamantul ini masih
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belum mandiri, dibuktikan masih tingginya dukungan pemerintah propinsi terhadap program
kerjasama yang telah disepakati ketiga pemerintah kabupaten/kota tersebut. Dengan lain per-
kataan, karena dukungan yang masih besar dari pemerintah propinsi kepada kerjasama daerah
ini, penerapan otonomi daerah yang sudah berjalan sekian tahun ini belum mampu menjadi-
kan pemerintah kabupaten/kota dapat mandiri.

Kalau besar dukungan masing-masing pemerintah daerah tersebut dilakukan per-
bandingan, akan terlihat bahwa sebenarnya Pemerintah Kota Yogyakarta hanya mendukung
28.63%, Kabupaten Bantul hanya mendukung 23,37% dan Kabupaten Sieman hanya mendu-

kung sebesar 19,55%. Sementara pemerintah propinsi menyumbang 28,45% dukungan.

[28,45%

N

19,85% [128,63%

EKota Yogyakarta Kabupaten Sleman
D1 Kabupaten Bantul Lain-lain {Prop. DIY)

W ]

GAMBAR 413
PERBANDINGAN BESAR DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Sumber: Analisis, 2004
Kalau dicermati, sebenarnya besar dukungan masing-masing pemerintah daerah
tersebut masih bersifat relatif. Artinya besar dukungan ini masih belum “nyata” bila di-
bandingkan dengan, misalnya, realitas “keuntungan” yang sebenarnya diperoleh dari adanya
kerjasama ini, misalnya jumlah masyarakat pelanggan yang dilayani oleh TPA Piyungan dan

IPAL Sewon. Juga, misalnya, belum dibandingkan dengan area pelayanan yang dapat dijang-
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kau dari adanya TPA Piyungan dan IPAL Sewon ini. Kalau dicoba diperbandingkan, akan
terlihat perubahan dukungan yang signifikan terhadap ketlga pemerintah kabupaten/kota
terscbut. Pada perbandmgan besar dukungan dengan ]umlah pelanggan (wajib retribusi/WR)
akan terlihat besar dukungan sebenarnya dari masing-masing pemerintah daerah, sebagaimana

nampak pada tabel IV.8 di bawah ini.

TABEL IVS
REALITAS DUKUNGAN PEMERINTAH PAERAH TERHADAFP KERJASAMA
DIKAITKAN DENGAN PELANGGAN (Wajib Retribusi)

No Pemerintah | Besar Dukungan Program Jumiah Pelanggan (WR) Beban Tanggungan
Daerah | yumlah | Rasio | Kerdasama | 2001 | 2002 | 2003 | 2001 | 2002 | 2003 | Rate’
Pengelolaan 25.462]  26.376]  36.610
1Kota i | TPA Piyungan | 77,84%| 77519 75.53%| - 21%| ~H8.88%| 46.80%
41,50%]  28,63% oY S0gaT -52,92%)
Yogyakarta Pengelolaan 8,605 8.747 8.236 57.17%! -57.36%] -s58.00% '
IPAL Sewon B580%] 85.99%| 86,63%) ’ ' It
Pengelolaan 5,350 57101 10.512
2|Kabupaten TPA Piyungan | 18.38%| T6.78%|_20,56%| O on| 27T%| MO
26,30%] 19,55% = 3,01%
Sleman ] Pengelolaan 1.375 1.375 1378 ool so3w|  ee5% '
IPAL Sewon 13.70%| 13,52%] 12,90%| ' ' ’
Pengeloiaan 1.889 1.944 2.000
3|Kabupaten . TPA Piyungan | 6.77%| 571%| 3.01% 17,80%| 17.60%] 16,46%
33,05%] 23,37% s —naan 20,56%
Bantul Pengelolaan 50 50 50 merw| 2288%| 22.90%
[IPAL Sewon 0.50%|  0.40%| 047%!
Pengelolaan 0 0 0
4 |L2¥nAain i13a%| 26 455 TPAPiyungen [ 000%]  0,00%] 0.00% 2ATK) 2BATH| B i
(Prop. DIY) ! ' Pengelolaan 0 0 0 op45%| 2845%! 2845% '
IPAL Sewon 0,00%)__0,00%]__0,00%| - " g
Pengelolaan 92710] 34.030] 51431 -
TPA Piyungan | 700.50%| 100,00%] T00.00%] C00%| 000%| 0,00%
Jumlah 100,00% o AL 0,00%
Penpelolaan 10.034] 10.172] 10.661 ooo%| 000%| 000%
IPAL Sewon | 100,00%| 100,00%| 100,00%]| ; "

Sumber: Analisis, 2004

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasilnya menjadi berlawanan, yaitu Pemerintah
Kota Yogyakarta ternyata disubsidi sebesar 52,92% oleh pemerintah kabupaten lain dan
pemerintah propinsi. Sementara Pemerintah Kabupaten Sleman justru mensubsidi tidak besar,
yang mendekati impas, yaitu sebesar 3,91%. Pemerintah Kabupaten Bantul memperolech
“beban berat”, yaitu dengan mensubsidi sebesar 20,56%. Fenomena ini menunjukkan bahwa
sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan dukungan melebihi dari yang
seharusnya ditanggung, sementara Pemerintah Kota Yogyakarta hanya memberikan dukungan

yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya ditanggung.

T TTEE
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Sedangkan pada perbandingan besar dukungan dengan luas daerah pelayanan akan
terlihat besar dukungan sebenarnya dari masing-masing pemerintah daerah, sebagaimana ter-
lihat pada tabel IV.9 di bawah ini.

TABEL IV.9

REALITAS DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERJASAMA
DIXKAITKAN DENGAN DAERAH PELAYANAN

No Pemerintah Besar Dukungan ) Program Luas I.:::h {Ha) B;I:n :anggungan
| Daerah : Kerjasama ra 2
Jumiah | Rasio asam Terlayani Terlayani Total Terlayani Rata
4k Pengelolaan 2.878,00 411,50] 3.289,50 26.67%
|Kota o TPA Piyungan 55,30% 8,33% 32,42% !
Yogyakarta 41,56%| 28,63% Pengelolaan 1.220,00] 2.069,50] 3.289,50 68.92% -47.80%
IPAL Sewon 97,55%| 23.26%| 3242% '
Pengelolaan 1.657,00] 2.150,00f 3.807,00 12.20%
2.{Kabupaten 28.39%| 19.55% TPA Piyungan 31,84%| 43.50% 37,52% 2 43%
Sleman ) ! Pengelofaan 30,00] 3.777,00] 3.807,00 17 15% !
IPAL Sewon 2.40% 42 .46% 37,52% '
Pengelolaan 669,00] 2.381,00] 3.050,00 10.52%
3.|Kabupaten 1395% 2337% TPA Piyungan 12,86% 48,17% 30,06% ! 16.92%
Bantul ' ' Pengelolaan 0,70 3.045,30| 3.050,00 23.32% !
IPAL Sewon 0,06%| 3428%} 30,06% !
o laina IPengelolaan 0,00 0,00 0,00 28 45%
jLain-ain TPA Piyungan 0,00% 0,00% 0,00% ’
{Prop. DIY} A133% 2045% Pengelolaagn 0,00 0,00 000 o5 459 2845%)
IPAL Sewon 0.00% 0,00% 0,00% '
Pengelolaan 5204 04.943 10.147 0.00%
TPA Piyungan { 100,00%| 100,00%{ 100,00% !
Jumiah 100.00% 5 e ngeloiaan 1251 8.8%| _ 10.047] o oom 0.00%
{PAL Sewon 100,00%] 100,00%| 100,00% ’

Sumber: Analisis, 2004

Dari tabel di atas dapat dilihat jiga bahwa hasilnya menjadi sangat berbeda. Sama
seperti pada perbandingan dengan jumlah pelanggan (WR), Pemerintah Kota Yogyakarta
ternyata disubsidi sebesar 47,80%. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sleman mensubsidi
tidak begitu besar, yang mendekati impas, yaitu sebesar 2,43%. Pemerintah Kabupaten Bantul
memperoleh “beban berat”, yaitu dengan mensubsidi sebesar 16,92%. Fenomena ini, sekali
lagi, menunjukkan bahwa sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan dukungan
melebihi dari yang seharusnya ditanggung, sementara Pemerintah Kota Yogyakarta hanya

memberikan dukungan yang juga jauh lebih rendah dari yang seharusnya ditanggung,
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Dengan melihat kenyataan yang ada ini, ternyata tidak menyurutkan langkah ketiga
pemerintah daerah ini untuk terus melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin, Hal ini nampak
dari mayoritas responden (95,6%) yang menginginkﬁn perlunya kerjasama yang sudah ada ini
dikembangkan di kemudian hari, sementara sebagian kecil responden lain (4,4%) menyatakan

sebaliknya.

P OTidak
Periu
4.4%

EAPerlu Tidak Periu

GAMBAR 4.14
PERLUNYA KERJASAMA YANG ADA DIKEMBANGKAN
Sumber: Analisis, 2004
Bukan hanya itu, dari penelitian ini juga didapati kenyataan bahwa 100% responden
berpendapat, ketiga pemerintah kabupaten/kota harus mendukung kerjasama Kartamantul ini.
Beberapa faktor yang mendasari adanya keharusan mendukung kerjasama Kartamantul ini
antara lain dapat dilihat pada pandangan responden mengenai hal ini, yaitu sebagian besar
responden (61,7%) berpandangan bahwa kerjasama ini memberikan banyak manfaat bagi
ketiga daerah, sementara yang lain berpendapat, kerjasama dapat mengatasi masalah lintas
batas (3 1,7%), kemudian responden lain mengatakan, kerjasama harus didukung karena sudah
mendapatkan dukungan pemerintah propinsi/pusat dan lembaga donor (3,3%), dan responden
lain mengatakan bahwa kerjasama ini harus didukung karena sudah merupakan kesepakatan

bersama (3,3%).
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Total

o31,7%

0O Sudah Merupakan Kesepakatan

{IAdanya Dukungan Pem. Pusat/Prop. & Donor
DMemberi Banyak Manfaat pada ke-3 Daerah
O Dapat Mengatasi Masalah Lintas Batas

GAMBAR 4.15
ALASAN PEMERINTAH DAERAH HARUS MENDUKUNG KERJASAMA
Sumber: Analisis, 2004

4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besar Dukungan

Besar dukungan pemerintah daerah akan sangat tergantung kepada faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, faktor—faktof tersebut dapat
dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor yang berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah
sebagai sebuah institusi dan faktor aparatur pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi
pemerintah daerah. Kedua faktor ini dapat berjalan seiring, tetapi dapat pula tidak berse-

suaian. Pembahasan di bawah ini akan menganalisis kedua faktor tersebut.

4.3.1 Faktor dari Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemerintah daerah sebagai sebuah insti-
tusi terhadap kerjasama, dilihat pada besar-kecilnya bentuk-bentuk dukungan yang diberikan,
seperti bentuk dukungan adanya peraturan-peraturan yang merupakan tindak lanjut dari

ditetapkannya sebuah kerjasama, adanya program dan anggaran yang harus disediakan bagi

(UPT-PUS Ak-ONDIM
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keberhasilan kerjasama, adanya jabatan fungsional pada pemerintah daerah yang secara
khusus diberi tugas dan wewenang untuk menjalankan program-program kerjasama, adanya
sumberdaya manusia yang sesuai untuk menjalankan program tersebut, adanya sosialisasi dari
pemerintah daerah kepada aparatldae'r'ah maupun kepada masyarakat, serta adanya koordinasi
pada tingkat instansi pemerintah daerah untuk keberhasilan program kerjasama.,

Keenam faktor ini memberikan bobot pengaruh yang tidak sama bagi dukungan pe-
merintah daerah terhadap kerjasama. Dari survei yang dilakukan kepada responden, diketahui
bahwa aspek “program dan anggaran” mempunyai bobot pengaruh terbesar, yaitu sebesar
19,29%. Kemudian berturut-turut dari bobot yang terbesar hingga bobot terkecil adalah seba-
gai berikut: aspek “koordinasi” mempunyai bobot 19,11%, aspek “peraturan” mempunyai
bobét pengaruh sebesar 18,55%, aspek “sumberdaya manusia® mempunyai bobot pengaruh
sei)esar 17,44%, aspek “sosialisasi” mempunyai bobot pengaruh secbesar 17,07%, serta
terkecil adalah aspek “jabatan fungsional” mempunyai bobot pengaruh sebesar 8,53%. Secara
grafis, besaran bobot pengaruh masing-masing bentuk/aspek dukbngan tersebut dapat dilihat

pada gambar 4.16 berikut ini.

[118,55%

[[19,20%
[118,11%

o S 52
@17.07% " T m7,44%

& Peraturan Program & Anggaran
T1Jabatan Fungsional Sumberdaya Manusia
Sosialisasi Koordinasi

M

GAMBAR 4.16 ‘
BOBOT PENGARUH DARI BENTUK-BENTUK DUKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KEPADA KERJASAMA
Sumber: Analisis, 2004
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4.3.2 Faktor Aparatur Pemerintah Daerah

Sedangkan pada faktor aparatur pemerintah daerah akan dilihat pada persepsi apara-
tur pemerintah daerah sebagai pegawai yang harus bekerja untuk keberhasilan program ker-
jasama tersebut. Persepsi adalah suatu proses di mana séseorang mempunyai pengetahuan
tentang suatu realitas dan akan memberikan suatu pengertian dan pemahaman pada seseorang
tersebut sehingga memp_engaruhi wawasan dan pandangannya (Kusnadi, 2002). Dari persepsi
ini kemudian diwujudkan dalam suatu gagasan dan tindakan guna merespon suatu realitas

yang ada di hadapannya (Kusnadi, 2002). Jadi proses pembentukan persepsi menyangkut tiga

 hal, yaitu adanya pengetahuan tentang suatu masalah/obyek, pemahaman masalah/obyek dan

pandangan (penilaian) tentang masalah/obyek tersebut.

Pada konteks ini, persepsi yang ada pada aparatur pemerintah daerah akan memberi-
kan respon dalam bentuk tindakan mendukung (atau tidak mendukung) adanya kerjasama.
Oleh karena itu, analisis berikut ini akan diarahkan pada tingkat pengetahuan aparatur pe-
merintah daerah terhadap kerjasama, pemahaman aparatur terhadap hal-hal yang diker-

jasamakan dan penilaian pada aspirasi aparatur terhadap program kerjasama.

43.2.1 Pengetahuan Aparatur terhadap Kerjasams

Pengetahuan aparatur pemerintah daerah terhadap kerjasama Kartamantul termasuk
tinggi. Hal ini dapat dilihat, bahwa secara keseluruhan, sebagian besar (88,7%) mengetahui
adanya kerjasama Kartamantul ini, sisanya (11,3%) tidak mengetahuinya. Secara rinci, aparat
Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengetahui adanya kerjasama ini sebesar 84,6%, tidak
mengetahui sebesar 15,4%. Aparat Pemerintah Kabupaten Sleman yang mengetahui adanya
kerjasama sebesar 85%, tidak tahu sebesar 15%. Aparat Pemerintah Kabupaten Bantul yang

mengetahui sebesar 93,8%, tidak tahu sebesar 6,3%.
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Total

E188,7%

T O11,3%

OTahu ElTidak Tahu

GAMBAR 4.17
PENGETAHUAN APARAT TENTANG ADANYA KERJASAMA
Sumber: Analisis, 2004
Alasan mengetahui adanya kerjasama Kartamantul, umumnya mengatakan, mereka
tahu karena pekerjaan berkaitan dengan kerjasama tersebut (34,9%), ikut dalam forum yang

berkaitan dengan kerjasama (30,2%), mengetahui dari media massa (19%), dan tahu ker-

jasama Kartamantul karena pernah ada sosialisasi (15,9%).

Total
[134,9% 19,0%

£130,2%

HAMengetahui dari Media Massa
O Pemah Ada Soslalisasi

B 1kut datam Forum tsb.
OPeketjaan Berkaitan -

GAMBAR 4.18
ALASAN MENGETAHUI ADANYA KERJASAMA
Sumber: Analisis, 2004
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Sedangkan alasan mereka yang tidak mengetahui adanya kerjasama Kartamantul,
umumnya mengatakan, mereka tidak tahu karena tidak pernah ada sosialisasi (64,3%), tidak
mempunyai hubungan dengan kerjasama tersebut (14,3%), tidak tahu kerjasama Kartamantul

itu apa (14,3%), dan tidak punya kepentingan dengan kerjasama tersebut (7,1%).

Total

B7,1%

[ Tidak Tahu Sekber itu Apa? Tl Tidak Pernah Ada Scsialisasi
[ Tidak Mermpunyai Kepentingan D Tidak Mempunyai Hubungan

GAMBAR 4.19
ALASAN TIDAK MENGETAHUI ADA KERJASAMA
Sumber: Analisis, 2004

4.3.2.2 Pemahaman Aparatur terhadap Hal-hal yang Dikerjasamakan

Begitu pula pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadaﬁ hal-hal yang menjadi
obyek kerjasama Kartamantul ini termasuk tinggi pula. Hal ini dapat dilihat, bahwa secara
keseluruhan, sebagian besar (73,8%) mengerti dengan obyek kerjasama Kartamantul ini, si-
sanya (26,2%) tidak mengerti. Secara rinci, aparat Pemerintah Kota Yogyakarta yang
mengerti obyek kerjasama Kartamantul ini sebesar 65,2%, tidak mengerti sebesar 34,8%.
Aparat Pemerintah Kabupaten Sleman yang mengerti obyek kerjasama Kartamantul sebesar
72.2%, tidak mengerti sebesar 27,8%. Aparat Pemerintah Kabupaten Bantul yang mengerti

sebesar 73,3%, tidak mengerti sebesar 26,7%.
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Total

072.8%

BMengerti
D Tidak Mengertt

GAMBAR 4.20
PEMAHAMAN APARATUR DENGAN HAL-HAL YANG DIKERJASAMAKAN
Sumber: Analisis, 2004

Alasan mercka memahami obyek kerjasama Kartamantul, umumnya mengatakan,
mereka mengerti karena sejak lama mengikuti forum-forum dan kegiatan-kegiatannya
(72,3%), program dijelaskan dengan baik (14,9%), informatif (10,6%), dan seringnya

sosialisasi (15,9%).

Total

i 0723%

Bl Seringnya Sosialisasi
BAinformatif .

E1Baiknya Penjelasan Program
[1Sejak Lama Mengikuti

GAMBAR 4.21
ALASAN MEMAHAMI DENGAN HAL-HAL YANG PIKERJASAMAKAN
Sumber: Analisis, 2004
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Sedangkan alasan mereka tidak memahami obyek kerjasama Kartamantul, umumnya
mengatakan, mereka tidak mengerti karena tidak mengikuti kegiatannya (44,4%), kurang
sosialisasi (38,9%), program-programnya tidak dijelaskan dengan baik (11,1%), dan program-

programnya tidak diinformasikan secara baik/tidak informatif (5,6%).

Total
[138,9%
,—60%
-50%
“140% §
| 30% D44,4%
- 20% a11,1%
10% B Kurang Sosialisasi
0% GITidak Informatif
ElProgram Tidak Dijelaskan dengan Baik
O Tidak Mengikuti Kegiatan
TIRNE T I
GAMBAR 4.22

ALASAN TIDAK PAHAM DENGAN HAL-HAL YANG DIKERJASAMAKAN
Sumber: Analisis, 2004

4,3.2.3 Penilaian pada Aspirasi Aparatur terhadap Program Kerjasama

Penilaian aspirasi dilihat pada kesesuaian antara keinginan dan harapan dari respon-
den, dalam hal ini aparatur pemerintah daerah, terhadap program-program kerjasama yang
sudah diputuskan oleh pemerintah daerah. Kesesuaian dengan aspirasi akan memberikan mo-
tivasi bagi aparatur pemerintah daerah untuk mendukung sepenuhnya program-program ker-
jasama ini. Sebagaimana yang dikatakan pada “teori harapan™ (expectancy theory), bahwa
dengan adanya harapan yang ada pada seseorang, akan terbangkitkan motivasinya untuk men-
capai prestasi (effort-performance). (Arifin et.al., 2003).

Pada penelitian ini didapatkan kenyataan bahwa, secara keseluruhan, sebagian besar

responden (82,2%) menyatakan bahwa program-program kerjasama tersebut sudah sesuai
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dengan aspirasi mereka, hanya sebagian kecil (17;8%) yang menyatakan tidak sesuai. Secara
rinci, responden dari Kota Yogyakarta yang menyatakan sesuai dengan aspil}asi sebesar
71,4%, yang menyatakan tidak sesuai sebesar 28,6%. Responden dari Kabupaten Sleman,
sama dengan respdnden dari Kabupaten Bantul, yang menyatakan sesuai seﬁesar 81,8%, yang

lain (18,2%) berpendapat program kerjasama ini tidak sesuai dengan aspirasi mereka,

Total

B178%

? | DiSesuai E1Tidak Sesuai | I
o —— »

GAMBAR 4.23
KESESUAIAN PROGRAM KERJASAMA DENGAN ASPIRASI
Sumber: Analisis, 2004

Berbagai alasan dikemukakan untuk mendukung pendapat bahwa program kerjasama
tersebut sudah sesuai dengan aspirasi aparatur pemerintah dacrah. Alasan terbesar (73%)
menyatakan bahwa program-program kerjasama ini telah mendasarkan pada realitas dan
kenyataan yang ada pada saat ini. Alasan yang lain menyatakan bahwa program—prograin
yang dilaksanakan telah sesuai aengan maksud dan latar belakang terbentuknya kerjasama
Kartamantul ini (21,6%), khususnya pada pengelolaan TPA Piyungan dan IPAL Sewon.
Alas#n yang dipilih paling kecil adalah bahwa program-program kerjasama ini telah melibat-

kan partisipasi masyarakat secara aktif (5,4%).
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o21,6%

- O73,0%

B Sesuai dg Latar Belakang Terbentuknya
O Berdasar pada Realitas Saat Ini -
ElMelibatkan Partisipasi Masyarakat

~ GAMBAR4.24 _
ALASAN PROGRAM KERJASAMA SESUAI DENGAN ASPIRASI
Sumber: Analisis, 2004
Sedang alasan yang dikemukan untuk mendukung pendapat bahwa program-program
kerjasama itu tidak sesuai dengan aspirasi mereka, antara lain menyatakan bahwa program-
program yang telah diputuskan tidak melibatkan partisipasi masyarakat (60%), tidak ber-
dasarkan pada realitas yang ada (30%), dan tidak sesuai dengan semangat pada awal ber-

dirinya (10%).

Total

£130,0%

10,0%

60,0%

K Tidak Seshai dg Serhangat Berdirinya
ElTidak Berdasar pada Realitas
[ Tidak Melibatkan Partisipasi Masyarakat

, GAMBAR 4.25 o
ALASAN PROGRAM KERJASAMA TIDAK SESUAI DENGAN ASPIRASI
Sumber: Analisis, 2004 '
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4.3.3 Hubungan Antara Besar Dukungan Pemerintah terhadap Kerjasama
dengan Faktor Aparatur Pemerintah Daerah

Dari besarnya prosentase dukungan aparatur pemerintah daerah terhadap kerjasama
bila dikaitkan dengan besarnya dukungan pemerintah daerah, dapat dilihat adanya selisih
yang cukup besar antara keduanya. Umumnya semua pemerintah kabupaten/kota memberikan

dukungan yang lebih kecil daripada dukungan aparaturnya.

TABELIV.10

SELISTH DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN DUKUNGAN APARATURNYA
r———m-——____-__—_.—_ﬂ-—#-_-T—_——-—“-—————_"———__—#———
Pemerintah Doeah | "\ i | Pengetaien] Pemehammen] Aspirasi | Ratd | oo
KoaYograrara | #4159% 64629 65200 7143 15.05% .17
Kebupalen Semen | 2839% __ 8500%  72.22%| 8182% 79,68% 51.29%
Kebupdlen Barfll | 3895%] _ 98.75% _ TA%0%|_ B1,82%) B207%| 4002

Rata’ 34,64% 87,79% 7026%| T835% 7880% 44,169
Sumber: Andlisis, 2004

wlol=| &

Pada dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kerjasama terdapat selisih
sebesar 32,17%, Pemerintah Kabupaten Sleman terdapat selisih 51,29%, dan Pemerintah
Kabupaten Bantul terdapat selisih 49,02%. Selisih ini akan memberikan gambaran adanya
tingkat konsistensi dukungan masing-masing pemerintah daerah terhadap kerjasama yang
berbeda-beda. Semestinya dukungan instansi pemerintah daersh dan dukungan aparat
pemerintah daerah konsisten, artinya sama atau mendekati sama, atau juga berselisih nol atau
berselisih sedikit. Hal yang sudah sewajarnya, bila dukungan aparat itu besar maka dukungan
instansi juga akan besar, begitu juga sebaliknya. Sekali lagi, fenomena yang ditemukan ini
akan memberikan gambaran kepada pemerintah daerah, adanya kesenjangan dukungan antara
instansi pemerintah daerah dengan aparatnya. Dengan demikian pémerintah daerah di
kemudian hari akan lebih dapat meningkatkan dukungannya kepada kerjasama, karena

aparatnya telah mendukung sepenuhnya kerjasama tersebut. Gambar di bawah ini akan lebih
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menggambarkan perbedaan dukungan antara instansi pemerintah daerah dengan aparatnya

pada masing-masing pemerintah daerah yang cukup besar.

Kabupaten Bantul 1

Kabupaten
Sleman

Kota Yogyakarta

0%  60%  80% - 100%
Dukungan Pemerintah B Dukungan Aparat

' GAMBAR426 |
PERBANDINGAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN APARAT
Sumber: Analisis, 2004

Fenomena adanya selisih dukungan antara pemerintah daerah dengan aparaturnya
yang relatif cukup besar ini dapat teljadl karena kerjasama pengelolaan sarana prasaréna
dalam kerjasama Kartamantul ini, walaupun sudah relatif lama terjalin, namun adanya
keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, khususnya dalam penyédiaan aspek
personil/sumberdaya manusia serta anggaran (finansial/dana), menjadikan pemerintah dacrah
menggantungkan diri pada sumberdaya yang dimiliki pemerintah propinsi. Dengan demikian,
dengan kata lain, pada dasarnya jiwa “fop-down” pada kerjasama Kartamantul ini masih
relatif besar. Mestinya dengan dukungan yang besar dari aparat ini, ke depan, kerjasama

Kartamantul diharapkan akan semakin mengurangi ketergantungannya pada pihak lain.




BABYV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka
diperoleh kesimpulan bahwa di antara ketiga pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kota

Yogyakarta menempati tempat teratas di dalam mendukung program kerjasama Kartamantul,

khususnya pengelolaan TPA Piyungan dan IPAL Sewon yaitu sebesar 41,59%, disusul Ka-
bupaten Bantul yang menempati tempat kedua (33,95%), dan terakhir Kabupaten Sleman
yang menempati urutan ketiga (28,39%). Yang menjadi perhatian adalah besarnya dukungan
Pemerintah Propinsi DIY yang masih cukup tinggi (41,33‘T:). Hal ini- menunjukkan adanya
penilaian bahwa pada dasarnya kerjasama Kartamantul ini masih belum mandiri secara penuh.

Kalau besar dukungan masing-masing pemerintah daerah tersebut dilakukan per-
bandingan, akan terlihat bahwa sebenarnya Pemerintah Ko Yogyakarta hanya mendukung
28.63%, Kabupaten Bantul hanya mendukung 23,37% dan Kabupaten Sleman hanya mendu-
kung sebesar 19,55%. Sementara pemerintah propinsi menyumbang 28,45% dukungan.

Jika besar dukungan itu diperbandingkan dengan jumlah pelanggan (wajib retri-

busi/WR) akan terlihat besar dukungan “sebenamya” dari masing-masing pemerintah daerah,
yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta ternyata disubsidi sebesir 52,92%. Sementara Pemerintah
Kabupaten élcman mensubsidi tidak besar, yang mendekati impas, yaitu sebesar 3,91%. Pe-
merintah Kabupaten Bantul memperoleh “beban berat”, yaitu dengan mensubsidi pemerintah
daerah lain sebesar 20,56%.

Sedangkan pada perbandingan besar dukungan dengan luas dacrah pelayanan akan

terlihat bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta temyata juga disubsidi sebesar 47,80%. Pe-
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merintah Kabupaten Sleman mensubsidi sedikit, yang mendekati impas, yaitu sebesar 2,43%.
Pemerintah Kabupaten Bantul ‘memperoleh “beban”, yaitu dengan mensubsidi sebesar
16,92%. Kedua fenomena ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bantul
memberikan dukungan melebihi dari yang seharusnya ditanggung, sementara Pemerintah
Kota Yogyakarta hanya memberikan dukungan yang lebih rendah dari yang scharusnya di-
tanggung. Fakta ini juga memperlihatkan bahwa besarnya dukungan masing-masing pe-
merintah daerah masih belum sebanding/proporsional dengan besar beban tanggungannya.

Besar dukungan pemerintah daerah akan sangat tergantung kepada faktor-faktor yang
mempéngaruhjnya. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor yang
berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah sebagai sebuah institusi dan faktor aparatur
pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mem-
pengaruhi dukungan pemerintah daerah sebagai sebuah institusi terhadap kerjasama, dilihat
pada besar-kecilnya bentuk-bentuk dukungar yang diberikan dan bobot pengaruhnya terhadap
kerjasama tersebut, yaitu “program dan anggaran” mempunyai bobot pengaruh terbesar, yaitu
sebesar 19.29%. Kemudian berturut-turut dari bobot yang terbesar hingga bobot terkecil
adalah sebagai berikut: “koordinasi” mempunyai bobot 19,11%, “peraturan” mempunyai
bobot pengaruh sebesar 18,55%, “sumberdaya manusia” mempunyai bobot pengaruh sebesar
17,44%, “sosialisasi” mempunyai bobot pengaruh sebesar 17,07%, serta terkecil adalah “ja-
batan fungsional” mempunyai bobot pengaruh sebesar 8,53%.

Sedaﬁgkan pada faktor aparatur pemerintah dacrah akan dilihat pada persepsi apara-
tur pemerintah daerah. Persepsi menyangkut tiga hal, yaitu aspek pengetahuan aparat tentang
kerjasama, pemahaman aparat tentang kerjasama dan penilaian kesesuaian aspirasi aparat ter-
hadap kerjasama. Pengetahuan aparatur pemerintah daerah terhadap kerjasama Kartamantul

termasuk tinggi, yaitu sebagian besar (88,7%) mengetahui adanya kerjasama Kartamantul ini,
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sisanya (11,3%) tidak mengetahuinya. Begitu pula pemahaman aparatur pemetintah daerah
terhadap hal-hal yang menjadi obyek kerjasama Kartamantul juga termasuk tinggi, yaitu se-
bagian besar (73;8%) mengerti dengan obyek kerjasama Kartamantul ini, sisanya (26,2%) ti-
dak mengerti. Pada penilaian kesesuaian aspirasi aparat terhadap kerjasama, sebagian besar
responden (82,2%) menyatakan bahwa program-program ketjasama tersebut sudah sesuai
dengan aspirasi mereka, hanya sebagian kecil (17,8%) yang menyatakan tidak sesuai.

Dari fenomena ini dapat ditemukan adanya selisih dukungan antara pemerintah
daerah dengan aparatumya yang relatif cukup besar. Hal ini dapat terjadi karena kerjasama
pengelolaan sarana prasarana dalam kerjasama Kartamantul ini, walaupun sudah relatif lama
terjalin, namun adanya keterbatasan kemampuan.pemerintah daerah, khususnya dalam
penyediaan aspek personil/sumberdaya manusia serta anggaran (finansial/dana), menjadikan
pemerintah daerah menggantungkan diri pada sumberdaya yang dimiliki pemerintah propinsi.
Dengan demikian, dengan kata lain, pada dasarnya jlwa “top-down” pada kerjasama Karta-

mantul ini masih relatif besar,

5.2 Rekomendhsi

Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan kepada masing-masing pemerintah
daerah adalah: (i) pentingnya segera menindaklanjuti kerjasama ini dengan pembuatan/pem-
bentukan peraturan daerah (perda) baru tentang sampah dan air limbabh, (ii) peningkatan du-
kungan anggaran dari. ketiga pemerintah kabupaten/kota agar semakin meningkatkan ke-
mandirian/independensi kabupaten/kota di dalam mengelola prdgram kerjasama yang ada,
berdasarkan perbandingan “beban” atau “tanggungan” masing-masing pemerintah daerah;
oleh karenanya, khusus kepada Pemerintah Kota Yogyakarta disarankan untuk memperkecil

“subsidi” dari pemerintah daerah lain, (iii) perlunya ada jabatan khusus (fungsional), di luar
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jabatan struktural, yang secara intens menekuni pmgram-ﬁrogram kerjasama Kartamantul ini,
yang tidak dibebani oleh kewajiba.anewajiban lainnya, supaya lebih profesional dalam men-
jalankan tugas, (iv) perlunya tambahan dukungan sumberdaya manusia/personil yang
mengelola program-program keljaséma dari pemerintah kabupaten/kota, schingga secara ber-
tahap tidak menggantungkan kepada sumberdaya manusia dari pemerintah propinsi.

Ke depan, untuk Unit Pengelola IPAL Sewon dan 'I'PA Piyungan perlu memikirkan
adanya para profesional (swasta) yang menangani program—'ﬁrogram kerjasama tersebut, jika
pemerintah kabupaten/kota kesulitan di dalam hal pengadaan jabatan fungsional dan personil
yang menangani. Juga diperlukan adanya pengembangan kegiatan ikutan yang dapat mengu-
rangi beban biaya operasional dan pemeliharaan IPAL Sewon dan TPA Piyungan, misalnya
dengan kegiatan daur-ulang dan pengomposan sampah yang ada di TPA Piyungan, atau
dengan cara pengembangan peternakan (sapi) dengan mendayagunakan sampah sebagai ba-
han makan ternak. Atau mengembangkan IPAL Sewon sebagai tempat penelitian (misalnya
untuk laboratorium teknik penyehatan lingkungan), serta mendayagunakan kolam-kolam

pengendapan IPAL Sewon sebagai tempat pemelibaraan ikan dan wisata pemancingan.

GAMBAR 5.1
IPAL SEWON SEBAGAI OBYEK WISATA PEMANCINGAN
Sumber: Survei Lapangan, 2004
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Sebagai langkah awal, penelitian pada aspek dukungan pemerintah daerah terhadap
kerjasama daerah ini, masih perlu ditindaklanjuti dengan penelitian serupa di tempat lain
dengan menambahkan beberapa parameter dan kriteria tertentu. Misalnya dengan menam-
bahkan pertimbangan “tingkat feasibilitas” (kelayakan) obyek kerjasama. Hal ini perlu dila-
kukan supaya jangan sampai sebuah kerjasama sudah disetujui, tetapi ternyata di kemudian
hari obyek kerjasama tersebut tidak-memberikan keuntungan apapun pada pemerintah daerah
yang terlibat kerjasama.

Untuk memperbandingkan besar dukungan, di samping digunakan kriteria jumlah
pelanggan (wajib retribusi/WR) dan luas daerah pelayanan, untuk penclitian yang akan datang
dapat ditambahkan juga kriteria jumlah penduduk yang terlayani, dan juga jumlah satuan
volume yang dapat ditampung dan dilayani oleh kerjasama.

Kriteria “environment” juga perlu dimasukkan dalam aspek dukungan pemerintah
daerah terhadap kerjasama. Pada pengelolaan air limbah (vaitu pada pencemaran limbah
manusia dan rumah tangga terhadap air tanah, misalnya) kriteria ini menjadi sangat relevan.
Dengan masih banyaknya warga yang membuang limbah di sekitar tempat tinggal, dalam
jangka waktu yang lama akan mengakibatkan pencemaran air tanah. Semakin bertambahnya
penduduk, maka semakin banyak pula pencemaran limbah pada air tanah tersebut. Dengan
kata lain, semakin gigihnya pemerintah daerah mengajak masyarakat membuang limbahnya
ke dalam jaringan air limbah yang ada, maka sebenarnya pemerintah daerah sudah memberi-

kan dukungannya pada aspek ‘penyelamatan lingkungan hidup’.

T
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